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ABSTRAK
MEDIASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

(Studi Tentang Court-Annexed Mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan
Mojokerto)

Dalam upaya pengembangan perbankan syariah ke depan, dukungan hukum (/ega/
support) dari berbagai aspek sangat diperlukan, yang salah satu aspeknya adalah
penyelesaian sengketa (dispute-setting function) melalui sistem mediasi yang
terintergasi dalam sistem peradilan atau court annexed mediation

.Court annexed mediation dalam kajian disertasi ini difokuskan pada penyelesaian
sengketa perbankan syariah yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama, yaitu pada
Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama
Mojokerto. Agar menghasilkan kajian yang sistematis dan komprehensif, dirumuskanlah
tiga pokok masalah, meliputi : Pertama, bagaimana aktualisasi court annexed mediation
dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto ?.; Kedua, bagaiamana upaya Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto dalam meningkatkan keberhasilan court annexed mediation
sengketa perbankan syariah ?. Ketiga, bagaimana model court annexed mediation yang
sesuai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto?.

Melalui teori penyelesaian sengketa, dan model mediasi, kajian ini menghasilkan
temuan bahwa aktualisasi court annexed mediation dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto telah
dilakukan dengan maksimal, namun belum memperhatikan prinsip dan karakteristik
penyelesaian sengketa perbankan syariah. Selanjutnya upaya Pengadilan Agama dalam
meningkatkan keberhasilan court annexed mediation dalam sengketa perbankan syariah
adalah dengan langkah sebagai berikut : Pertama, sosialisasi; Kedua, pengembangan skz//
mediator; Ketiga, pemberdayaan mediasi secara instistusional; Keempat, peran Hakim;
Kelima, peran penasehat hukum; Keenam, membuka kesempatan yang luas untuk proses
mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sedangkan temuan model court
annexed mediation yang sesuai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama, adalah dengan mengkombinasikan model mediasi evaluatif-
fasilitatif, sehingga court annexed mediation dalam sengketa perbankan syariah dapat
dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan fleksibel baik dalam persidangan (in side the
court) maupun di luar persidangan (out side the court), serta bersesuaian dengan prinsip
penyelesaian sengketa perbankan syariah dan asas peradilan Indonesia yang sederhana,
cepat dan biaya ringan.

Implikasi teoretik dalam kajian ini menambah teori model mediasi penyelesaian
sengketa khusus di bidang perbankan syariah pada Pengadilan Agama Jawa Timur.
Temuan ini berbeda dan memiliki spesifikasi dibanding teori model mediasi Lourence
Boulle yang mengatakan model mediasi penyelesaian sengketa secara umum
menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu model mediasi settlement, model mediasi
tasilitative, model mediasi transformative, dan model mediasi evaluative, sehingga teori
Laurence Boulle tidak dapat secara tepat dan efektif untuk diterapkan dalam proses
court annexed mediation sengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama.
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ABSTRACT

THE MEDIATION OF SHARIA BANKING DISPUTE
(A Study of Court-Annexed Mediation in the religious Court of Surabaya,
Sidoarjo and Mojokerto)

In the effort to develop sharia banking in the future, the legal support from
various aspects is needed, one of which is dispute-setting functions through a
mediation system that is integrated in the court system or court annexed
mediation.

The court annexed mediation in this dissertation study focuses on the
settlement of shari'ah banking disputes that occurr in the Religious Courts,
namely the Surabaya Religious Court, Sidoarjo Religious Court and the
Mojokerto Religious Court. In order to produce a systematic and comprehensive
study, three main problems are formulated, including: First, what is the
actualization of court annexed mediation in resolving sharia banking disputes in
the Religious Courts of Surabaya, Sidoarjo and Mojokerto? Second, what are the
efforts of the Religious Courts in Surabaya, Sidoarjo and Mojokerto to increase
the success of the court annexed mediation of Shari'ah banking disputes? Third,
what is the model of the court annexed mediation that appropriates in resolving
sharia banking disputes in the Religious Court of Surabaya, Sidoarjo and
Mojokerto ?.

Through the theory of dispute resolution, and mediation models, the study
results are; the actualization of court annexed mediation in resolving sharia
banking disputes in Religious Court of Surabaya, Sidoarjo and Mojokerto is not
in accordance with the principles and characteristics of sharia banking dispute
resolution. Furthermore, the efforts of Religious Court in increasing the success
of the court annexed mediation in Shari'ah banking disputes are as follows: First,
socialization; Second, the development of mediator skills; Third, institutional
empowerment of mediation; Fourth, the role of the Judge; Fifth, the role of legal
counsel; Sixth, to open wide opportunities for the mediation process in resolving
sharia banking disputes. While the findings of the appropriate court annexed
mediation model in the settlement of shari'ah banking disputes in the Religious
Court, are by combining evaluative-facilitative mediation models, so that the
court annexed mediation in shari'ah banking disputes can be carried out more
effectively, efficiently, and flexibly both in side the court as well as out side the
court, and in accordance with the principles of shari'ah banking dispute
resolution and Indonesian judicial principles which are simple, fast and low cost.

The theoretical implication in this study is to add to the theory of
mediation models for the resolution of special disputes in the field of Shari'ah
banking in the Religious Court. This finding is different and has a specification
compared to the mediation model theory of Lourence Boulle which says the
dispute resolution mediation model generally uses 4 (four) approaches, namely
settlement mediation model, facilitative mediation model, transformative
mediation model, and evaluative mediation model, so that Laurence Boulle's
theory can not be appropriately and effectively implemented in the dispute court
annexed mediation process in the field of sharia banking in Religious Court.

- 14 -
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan
ekonomi Indonesia pada saat ini. Eksistensi perbankan syariah dalam lingkup
nasional telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan laporan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam Laporan Perkembangan
Keuangan Syariah tahun 2017, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah semakin bertambah. Saat ini, pertumbuhan jaringan
(office channeling) secara keseluruhan telah berjumlah 721 kantor pusat
operasional; 1.342 kantor cabang pembantu; dan 428 kantor kas.”? Hal ini tentu
sangat menggembirakan, terlebih kondisi perbankan syariah nasional pada akhir
2017 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan aset di atas bank konvensional
dengan selisih yang tipis yakni 0,54%.3

Pertumbuhan pangsa aset perbankan syariah di Jawa Timur dinilai
prospektif, hingga Juli 2016 pertumbuhannya mencapai 4,5 persen, yaitu dengan
peningatan hingga 4,8 persen dari total aset perbankan. Sedangkan total
pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah di Jawa Timur telah mencapai Rp
24,3 triliun, dengan komposisi penyaluran kepada usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) sebesar 26 persen. Karenanya Benny Siswanto, Kepala

2 Laporan Statistik Perbankan Syariah, Januari 2017, dalam http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-
statistik/statistik-perbankan-syariafi/Documents/Pages/Statistik-Perbankan- Syariah-Januari-
017/SPS%?20Januari%?202017.pdf, tabel 1 dan tabel 26, di akses 03 April 2017.

SBenny  Siswanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa  Timur, dalam
http://bisnis.tempo.co/read/news/2016/10/28/087815716/pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-jawa-timur-
dinilai-prospektifW4wvRLVLSWQIMYM?2.99, diakses 1 Agustus 2017.
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Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, mencatatkan pertumbuhan
industri keuangan syariah di Jawa Timur cukup menjanjikan.*

Meningkatnya industri produk dan jasa perbankan syariah, ternyata
berbanding lurus dengan tantangan yang dihadapi. Peningkatan transaksi
kontraktual yang diterbitkan, sedikit banyak dapat berpengaruh terhadap
kemungkinan timbulnya sengketa dengan nasabah. Berdasarkan data yang dirilis
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa tingkat pembiayaan bermasalah (non
performing financing) masih tinggi, yaitu di kisaran 3% atau lebih tinggi dari
sektor industri yang hanya mencapai 2%.> Dari sini terlihat, bahwa sungguh pun
akad kontraktual telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
syariah, dalam aplikasinya tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik
kepentingan (conflict of interest). Meskipun di awal kontrak tidak ada keinginan
untuk melakukan penyimpangan (defaulf), namun dalam aktivitasnya ada saja
penyebab terjadinya default. Apabila terjadi default dalam pelaksanaan kegiatan
perbankan syariah, maka sengketalah yang terjadi.

Sebagai upaya mempertahankan perkembangan perbankan syariah,
dukungan hukum (/egal/ support) dari berbagai aspek sangat diperlukan. Salah
satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai penyelesaian
sengketa (dispute-setting function) yang mungkin terjadi antara bank, nasabah,
dan pemangku kepentingan (stakeholders).® Oleh karena perbankan syariah

didasarkan pada prinsip syariah (syariah based), maka mekanisme penyelesaian

4 Ibid

3 Ulasan OJK tentang tingkat pembiayaan tak lancar (non performing financing) atau kredit macet pada
lembaga keuangan syariah, diakses melaui website http://finance.detik.com, pada tanggal 31 Januari 2017.

¢ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 65.
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sengketanya juga harus memperhatikan prinsip syariah (in compliance with
shariah principle).”

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah mengatur cara-cara
menangani sengketa di dalam hubungan antarmanusia. Penyelesaian sengketa itu
dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan
(court settlement) dan atau di luar pengadilan (out of court settlement). Konsep-
konsep seperti hakam dan al-sulh, merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-
Qur'an sebagai media dalam menyelesaikan sengketa, sebagaimana dijelaskan

dalam surah al-hujurat (49) : 9, yaitu :

S e 8 o sy g bt B S il o ol i
s 2 o iz N

Ener 280 S AT ST 85 JAAT W 1ol Sell 0p AT ST [ e s i5 45

Artinya. “jika dua golongan orang yang beriman bertengkar,
damaikanlah mereka. Tetapi jika salah satu dari kedua
(golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah
orang yang menganiaya sampai kembali ke jalan Allah SWT.
Tetapi apabila ia telah kembali, damaikanlah keduanya dengan
adil, dan bertindaklah benar, sungguh Allah mencintai orang-
orang yang beraku adil”.?

Ayat yang lain di sebutkan dalan Firman Allah SWT, surah al-hujurat

(49) : 10, yang berbunyi :

Ot%
\
&v "
A\ —
o\
Kg:. -
\
o
‘o
.
—b
A —

7 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Yang dimaksud prinsip syariah dalam hal ini adalah
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanana dana atau
pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip syariah
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah

8 Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim : Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, Cet. XXVIII

1990) 765
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Artinya. “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.’

Demikian pula dalam literatur hukum, dikenal dua pendekatan yang

sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Pendekatan pertama,
menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), yaitu
pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (coersion)
melalui penerapan dan kepastian hukum yang bemuara pada benar dan salah (win
and lose). Pendekatan kedua, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar
pengadilan (non litigasi) dengan mengutamakan pendekatan konsensus
(consensus approach) dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak
yang bersengketa, serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke
arah win-win.'°

Sengketa perbankan syariah memerlukan penyelesaian secara cepat dan

sederhana, sehingga biaya proses yang dikeluarkan relatif lebih ringan dengan
hasil penyelesaian yang dapat diterima, tanpa menimbulkan masalah baru atau
memperpanjang sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pendekatan /itigasi
“masih” dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau
bahkan menghambat aktivitas perbankan. Hal ini disebabkan proses berperkara
secara /itigasi harus menempuh prosedur hukum formil yang panjang. Sementara

penyelesaian sengketa secara non [litigasi menghasilkan produk yang tidak

% Tbid
10 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta,
Rajawali Pers, 2012),. 29-30
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memiliki kekuatan mengikat (/legally enforceable) dan bernilai eksekutorial,
tanpa terlebih dahulu didaftarkan ke Pengadilan.!!

Sehubungan dengan hal di atas, perlu adanya mekanisme penyelesaian
sengketa yang efisien dan efektif, dan sesuai dengan ciri khas perbankan syariah,
sehingga apabila terjadi sengketa dalam aktivitasnya perbankan syariah memiliki
lembaga legal penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan diakui oleh dunia
ekonomi syariah, serta memiliki sistem penyelesaian sengketa secara sederhana,
cepat dan biaya ringan. Selain penyelesaian sengketa secara /itigasi, dalam
praktik terdapat alternatif dispute resolution lain, salah satunya dikenal dengan
istilah mediasi (mediation)."?

Terdapat beberapa alasan mediasi dalam penyelesaian sengketa mulai
mendapat perhatian yang lebih di Indonesia, setidaknya berdasarkan
pertimbangan sebagai berikut : '3

a. Faktor Ekonomis. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi

memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang
lebih ekonomis, baik dari sudut pandang biaya maupun waktu.

b. Faktor ruang lingkup yang dibahas. Alternatif penyelesaian sengketa

melalui mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda

Permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel.

' Mudzakir Iskandar Syah, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Via Arbitrase ; Dilengkapi dengan
Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Yogyakarta : Calpulis, 2016), vii

12 Di samping mediasi, terdapat berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yaitu
arbitrase sendiri dan alternatif penyelesaian sengketa (APS/ADR) lain seperti : konsultasi, negoisasi,
konsilisasi atau penilaian ahli. Lihat Wirdyaningsih, dkk. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2005), 278, Mudakir Iskandar Syah, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan... 37-41, dan 1
Made Widyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), (Jakarta : Fikahati, 2009), 2.

13 Tim Pokja, Naskah Akademis : Mediasi, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang
Diklatkumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007), iii.
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Faktor pembinaan hubungan baik. Alternatif penyelesaian sengketa
melalui mediasi mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif
dan sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan
baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang
akan datang.

Adanya tuntutan bisnis internasional, yang akan memberlakukan
sistem perdagangan bebas, meningkatnya jumlah dan bobot sengketa
di masyarakat, sehingga perlu dicari cara dan sistem penyelesaian
sengketa yang cepat, efektif dan efesien.

Era globalisasi mengharuskan adanya suatu sistem penyelesaian
sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju kecepatan
perkembangan perekonomian dan perdagangan yang menuju pasar
bebas (fiee market) dan persaingan bebas (fiee competition) dan untuk

itu harus ada suatu lembaga yang mewadahinya.

Mediasi merupakan tata cara penyelesaian sengketa secara sukarela dengan

“iktikad baik”. Artinya, pihak yang bersengketa menyampaikan pokok

persoalannya melalui jalurnya sendiri secara sukarela dengan cara bagaimana

penyelesaian sengketa dilakukan melalui intervensi pihak ketiga yang berperan

sebagai mediator. Melalui prinsip ini dimungkinkan mediator memberikan saran-

saran inovatif yang memiliki manfaat dan saling menguntungkan melalui suatu

bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.'4

Dewasa ini, ilmu tentang bagaimana penyelesaian sengketa perbankan

syariah telah berkembang sedemikian rupa. Perkembangan ini juga menuntut

14 Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) : Suatu Pengantar. (Revisi),
(Jakarta : PT. Fikahati Aneska dan Badan Arbitarse Nasional Indonesia, Ed. II, 2011), 35
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lembaga penyelesaian sengketa, dalam hal ini lembaga peradilan, untuk terus
melakukan inovasi guna memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat
pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tuntas,
salah satunya melalui lembaga mediasi dalam sistem peradilan yang selanjutnya
disebut mediasi yudisial atau court annexed mediation. Court-annexed mediation
merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan
menghadirkan pihak ketiga yang independen, guna bertindak sebagai mediator,
melalui tata cara penyelesaian setelah sengketa tersebut terdaftar dalam register
perkara di pengadilan (connected to the court).

Konsep court- annexed mediation merupakan fenomena global yang terjadi
di seluruh pengadilan di dunia, dan memiliki tingkat keberhasilan yang cukup
tinggi di beberapa negara dalam mengurangi penumpukan perkara, antara lain di
Jepang, Amerika Serikat, Australia, Malaysia dan Singapura. '* Dalam Code of
Civil Prosedure (CCP) Jepang, Pasal 86 CCP Jepang menyebutkan lembaga
pengadilan dapat mengupayakan wakai,’® pada setiap tahap litigasi. Pasal 267

CCP Jepang menjelaskan ketika wakai telah tercapai dan dicatat, maka ia

15 Lourence Boulle dan Teh Hwee Hwee, Mediation Prinsciple Process Practic, (Singapore : Butterworths

Asia, 2000), 76. Lebih lanjut Lourence Boulle mencontohkan tentang proses mediasi pengadilan yang
terjadi di Singapura, yaitu “it is the practice of the Subordinate Court of Singapure to conduct mediation as
part of its Court Dispute Resolation Process. The rules of courts of singapore have also for same time
ruquired parties to participate in pretial conference for case sattlement. The court may also discuss with the
parties the possibility of refering their case for mediation at the pre trial conference’. Terjemah penulis
“Praktik mediasi dalam pengadilan tingkat pertama di Singapura / Sub Ordinate Courts of Singapore,
dilaksanakan sebagai bagian penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum di Pengadilan Singapura
mensyaratkan agar para pihak berpastisipasi aktif sebelum dimulainya persidangan. Pengadilan juga
dimungkinkan untuk berdiskusi dengan para pihak terhadap segala kemungkinan penyelesaian yang
dihasilan dari mediasi yang telah dilakukan sebelum dimulainya proses persidangan”.

16 Wakai dikenal sebagai “jalan damai” di Jepang, yaitu merupakan kesepakatan antara para pihak yang
bersengketa, dalam gugatan tertentu, yang berisi penyesaian sengketa dimuka hakim yang menangani kasus
litigasi tersebut. Lihat Laporan Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung RI, Laporan Studi Banding
Improvement on Court Annexed Mediation, Mahkamah Agung RI — JICA, 31 Oktober — 14 November
2009, Jakarta 23 Desember 2009.
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memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dalam
persidangan.!”

Di Indonesia, konsep court annexed mediation telah diperkenalkan sejak
diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
Pertama Menerapkan Lembaga Damai, pada perkembangan selanjutnya Surat
Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) tersebut dikukuhkan dengan Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan pada tanggal 11 September 2003, yang selanjutnya diperbaharui
lagi terakhir dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan memasukkan norma “iktikad baik”
dalam proses mediasi, agar proses mediasi yang dilakukan lebih berdaya guna
dalam penyelesaian sengketa.

Pengadilan Agama'® telah mempraktikkan court annexed mediation
dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah, secara teoritis, court-
annexed mediation dipandang memiliki berbagai keuntungan yang diantaranya
dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi penumpukan perkara di
pengadilan, serta memperkuat peran lembaga peradilan dalam penyelesaian

sengketa, di samping proses peradilan yang bersifat ajudikatif’ "’

17 Yushiro Kusano, Wakai : Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), 18.

18 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, menyatakan bahwa ‘“Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh
peradilan di lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara. Kompetensi Pengadilan Agama dalam sengketa di bidang ekonomi syariah, diatur dalam ketentuan
Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah jo. Putusan Majelis Mahkamah Konstitusi membuat putusan atas perkara
No. 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.

19 Ahmad Santosa, Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya, makalah
dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR. (Jakarta: Departemen Kehakiman. 21 April 1999), 5
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Secara substantif, court annexed mediation merupakan upaya sungguh-
sungguh bagi para pihak yang bersengketa untuk berdamai demi kepentingan
masing-masing pihak itu sendiri, bukan kepentingan lembaga peradilan, hakim,
dan tidak pula demi kepentingan mediator. Dalam hal ini penyelesaian sengketa
perbankan syariah melalui forum mediasi di pengadilan sangat penting untuk
diperdayakan, sebab penyelesaian sengketa melalui prosedur litigasi an sich,
masih dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang-kalah (win and lose)
serta dapat memicu timbulnya rasa tidak puas salah satu pihak terhadap putusan
pengadilan, serta berakibat pada semakin larutnya penyelesaian sengketa.

Namun, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui court annexed
mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Mojokerto dan
Pengadilan Agama Sidoarjo, belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.
Perkara sengketa di bidang perbankan syariah yang telah diterima di Pengadilan
Agama Surabaya, sejumlah 9 (sembilan) perkara, 8 (delapan) perkara gagal di
mediasi, dan 1 (satu) perkara cabut di luar proses persidangan. Pengadilan
Agama Sidoarjo ditahun yang sama, telah menerima dan menyelasaian 4 (empat)
perkara sengketa perbankan syariah, 2 (dua) perkara gagal di mediasi dan 2 (dua)
sisanya cabut di luar proses persidangan. Sedangkan di Pengadilan Agama
Mojokerto telah menerima 4 (empat) perkara, dengan keberhasilan mediasi
sebanyak 1 (satu) perkara.

Secara sederhana keberhasilan mediasi sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut :
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Tabel 1.1

Rekapitulasi Laporan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah.?°

No | Pengadilan Agama I{‘;?;{Li}; BDe if;iﬂ Gagal Dan;?:liigluar
1 Surabaya 9 - 8 1
Sidoarjo 4 - 2 2
3 Mojokerto 4 1 3 -
Jumlah 17 1 13 3

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, pengkajian court annexed
mediation yang sesuai dengan prinsip dan karakteristik penyelesaian sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama secara komprehensif perlu dilakukan,
mengingat aktualisasi court annexed mediation dalam sistem peradilan
merupakan bagian utuh dari mekanisme penyelesaian sengketa di bidang
perbankan syariah di Pengadilan Agama, dan merupakan pintu terakhir (zAe /ast
resort) bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang
dihadapinya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mendapatkan identifikasi
masalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan couwrt annexed mediation dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama belum memiliki petunjuk
pelaksanaan (juk/ak) yang memadai, sehingga tidak ada kejelasan

prosedur pelaksanaan mediasi. Akibatnya hasil akhir penyelesaian

ragam sengketa disama ratakan (genarilisir), padahal setiap sengketa

20 Diolah dari data laporan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama tingkat
pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tahun 2014 sampai tahun 2017.
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memiliki karakterstik yang berbeda dengan mekanisme penyelesaian
yang berbeda pula.

Pelaksanaan court annexed mediation dalam penyelesaian sengketa di
bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama belum sesuai dengan
karakteristik perbankan syariah, padahal penyelesaian sengketa di
bidang perbankan syariah memerlukan penyelesaian secara cepat,
sederhana, dan biaya ringan serta memiliki kekuatan hukum yang
mengikat (/egally enforceable).

Pelaksanan court annexed mediation sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang
signifikan, sehingga diperlukan upaya khusus untuk meningkatkan
keberhasilan mediasi dan menghindari semakin larutnya penyelesaian
perkara sengketa di bidang perbankan syariah.

Pengadilan Agama belum memiliki model court annexed mediation
khusus sengketa perbankan syariah. Akibatnya hasil akhir dalam
implementasnya disama-ratakan, padahal setiap perkara yang masuk di
Pengadilan Agama memiliki jenis dan karakteristik yang berbeda,
semisal perkara di bidang perkawinan, di bidang waris dan di bidang
ekonomi syariah.

Pengadilan Agama belum memiliki mediator yang khusus menangani
sengketa perbankan syariah. Dampaknya adalah tidak tuntasnya
pelaksanaan mediasi yang disebabkan mediator kesulitan dalam

mengarahkan mediasi dan memberikan opsi sebagai alternatif
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penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik sengketa perbankan
syariah.

Dari Permasalahan di atas, peneliti membatasi kajian dalam penelitian ini

hanya dalam masalah :

1. Aktualisasi court annexed mediation dalam menyelesaikan sengketa di
bidang perbankan syariah pada Pengadilan Agama.

2. Upaya Pengadilan Agama dalam meningkatkan keberhasilan
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui court annexed
mediation.

3. Model court annexed mediation yang sesuai dengan prinsip dan
karakteristik sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka Permasalahan

yang menarik untuk dijadikan kajian adalah :

1. Bagaimana aktualisasi court annexed mediation dalam penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo
dan Mojokerto?

2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan
Mojokerto dalam meningkatkan keberhasilan mediasi sengketa
perbankan syariah ?

3. Bagaimana model cowrt annexed mediation yang sesuai dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama

Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto ?
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Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1.

Untuk menganalisis aktualisasi cowrt annexed mediation dalam
penyelesaian perkara sengketa di bidang perbankan syariah pada
Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto.

Untuk menganalisis upaya yang diperlukan guna meningkatkan
keberhasilan court annexed mediation dalam perkara sengketa di
bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan
Mojokerto.

Untuk menemukan model court annexed mediation yang sesuai dengan
karakteristik sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama

Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto.

Kegunaan Penclitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.

Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan pustaka bagi perkembangan ilmu hukum dalam kaitannya

dengan efektifitas pelaksanaan mediasi perkara sengketa perbankan

syariah di lembaga Pengadilan Agama dan sebagai bahan referensi bagi

upaya-upaya peningkatan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi

syariah secara damai ;

Kegunaan secara praktis :

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat
pemerhati dan pelaku bisnis dan perbankan syariah di wilayah
Jawa Timur, terhadap keberadaan mediasi dalam sistem peradilan
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(court annexed mediation) di Indonesia sebagai alternatif yang
tepat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, secara
sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagai bahan masukan bagi Mahkamah Agung serta badan
peradilan di bawahnya yang menangani perkara sengketa
perbankan syariah ataupun bagi pihak-pihak terkait yang
berkepentingan (stakeholders), seperti mediator, dosen, peneliti,
dan para pihak berperkara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan
sangat berguna untuk dijadikan bahan masukan sebagai rujukan
dalam memanifestasikan prinsip “iktikad baik” mediasi dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.
Bagi para Hakim Pengadilan Agama dan mediator, secara khusus
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan model
mediasi yang tepat dan sesuai dengan karakteristik penyelesaian

sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian ilmiah

yang telah dilakukan. Pembahasan ini bertujuan untuk menghindari adanya

duplikasi karya ilmiah, serta untuk mengetahui arti penting penelitian yang telah

dan yang akan dilakukan. Dalam kajian ini penulis sampaikan hasil penelusuran

pustaka terhadap penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan tema yang

diteliti, yaitu sebagai berikut :

Masykur Hidayat, dengan judul penelitian “Keberadaan Lembaga

Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003
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tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan?*' Dalam penelitiannya, Masykur
Hidayat mengemukakan bahwa hadirnya mediasi sebagai salah satu proses
yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2
Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan
dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai. Hasil penelitian
Masykur baru sebatas mengkaji mediasi di Peradilan Umum.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mahmud Salih Abu Hashhash,
dengan judul “as-Sulh wa Tatbigatuhu fi al Ahwal al-Syakhsiyyah >?
Fokus kajian yang dilakukan Abu Hashhash tentang urgensi as-su/h dan
dimensi hukum serta aplikasinya dalam hukum keluarga. Selain itu juga
dikaji seputar implikasi pendekatan su/h terhadap kehidupan keluarga dan
masyarakat secara umum, termasuk pula kajian tentang hubungan antara
al-sulh dan al-gada dalam tinjauan hukum Islam terhadap upaya
mempertahankan kehidupan rumah tangga serta langkah penerapan mediasi
dalam kasus hukum keluarga di luar proses peradilan. Dengan
menggunakan metode induktif dan deduktif, penelitian ini menghasilkan
bahwa konsep a/-sul/h merupakan satu diantara sekian banyak pendekatan
dalam penyelesaian sengketa yang telah diperintahkan dalam al-Qur’an,
hadist maupun ijma’ ulama, karena melalu proses a/-sulh para pihak yang
bersengketa diharapkan mampu menghilangkan rasa dendam, dan dapat

memelihara hubungan keluarga dalam ikatan yang kokoh menjadi indikasi

2 Masykur Hidayat,. Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya PERMA Nomor 2
Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Tesis — IAIN Alaudin Makassar, 2006)

22 Ahmad Mahmud Salih Abu Hashhash, as-Sulh wa Tatbiqatuhu fi al Ahwal al-Syakhsiyyah. (Tesis --
Jami’ah al Khalil, Palestine, 2007)
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tegaknya keutuhan masyarakat dengan berbasis pada hubungan yang saling
kasih-mengasihi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yayah Yarotul Salamah, dengan judul
“Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di
Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI™> Dalam
kesimpulan disertasinya menyatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam
proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena di
samping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan Pasal 130 HIR dan
Pasal 154 RBg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam
proses beracara di pengadilan. Selain itu dikemukakan bahwa ada 3 (tiga)
faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di
pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil,
yaitu para pihak yang bersengketa beritikad baik, hakim mediator berusaha
dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan
ketiga adalah jenis sengketanya mudah diselesaikan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ada 25 (dua puluh lima) jenis
sengketa hutang piutang dan sedikitnya ada 41 (empat puluh satu) jenis
sengketa wanprestasi dari 184 (seratus delapan puluh empat) sengketa yang
berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri proyek
percontohan. Selanjutnya, kegagalan mediasi di pengadilan negeri
percontohan disebabkan oleh faktor para pihak yang tidak memiliki itikad

baik dan lemahnya profesionalisme hakim mediator.

2 Yayah Yarotul Salamah. Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di
Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI. (Disertasi — Fakutas Hukum Universitas
Indonesia (UI), Depok 2009)
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4.  Penelitian yang dilakukan I Made Sukadana, dengan judul “Mediasi dalam
Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan yang
Cepat dan Biaya Ringan”’** Dalam penelitian disertasinya, ada dua masalah
pokok yang dikaji oleh Sukadana, meliputi : 1). Apakah yang menjadi
essensi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga
peradilan? 2). Bagaimana integralisasi mediasi dalam penyelesaian
sengketa perdata yang diajukan ke lembaga peradilan?. Dari hasil fokus
penelitian ini menghasilkan, bahwa mediasi sebagai cara yang terintegrasi
dengan hukum acara pengadilan memiliki keunggulan spesifik, yaitu 1).
Mampu menghasilkan putusan tanpa menyisakan masalah atau perasaan
tidak enak apalagi kebencian; 2). Menciptakan harmoni di antara para
pihak, yang berdampak pada terwujudnya harmoni sosial, sesuai citra
hukum bangsa Indonesia.; dan 3). Bertitel eksekutorial.

5. Wirhanuddin, dengan karyanya yang berjudul “Mediasi Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)’, *

Disertasi ini mengangkat tiga Permasalahan pokok, yaitu: Pertama.

Bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan

Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar; Kedua. Hambatan

apa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Kefiga. Bagaimana

pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Makassar. Pendekatan yang dipergunakan untuk melihat dan

24 I Made Sukadana, Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Yang
Cepat dan Biaya Ringan. (Disertasi -- Universitas Brawijaya Malang 2011)

25 Wirhanuddin, Mediasi Perspektit Hukum Islam (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama
Makassar, (Disertasi -- UIN Alauddin Makassar tahun 2012)
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memecahkan Permasalahan adalah filosofis syar’i, filosofis yuridis, analisis
sosiologis empiris, serta mas/ahat.

Di akhir pembahasannya, peneliti menyatakan bahwa implikasi
terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama dikemukakan dalam dua
sudut pandang yaitu dari sudut politik ekonomi global dunia, yaitu
Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari percaturan politik ekonomi
internasional, dari sudut kasus keluarga Islam di Indonesia yang masuk di
Pengadilan Agama memerlukan penanganan dan penyelesaian secara
konprehensif.

6.  Penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma Siagian, dengan judul
“Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama
Tebing Tinggi (Studi Perkara Tahun 2011- 2012)” ? Penelitian Nur Asma
menekankan terhadap bagaimana landasan mediasi dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagaimana pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, serta pada faktor penghambat
dan pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat
deskriptif analisis yang bersinggungan dengan metode penelitian kausal
komparatif melalui pendekatan kepustakaan dan dokumentasi perkara-
perkara yang dimediasi serta dengan wawancara. Dari penelitian yang
dilakukan Nur Asma diperoleh fakta bahwa Pengadilan Agama Tebing
Tinggi dalam menyelesaikan perkara melalui proses mediasi berlandaskan

kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang merupaka revisi PERMA

26 Nur Asma Siagian,“Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi
(Studi Perkara Tahun 2011- 2012)”, (Tesis -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, 2012)
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Nomor 2 Tahun 2003. Pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan
Agama Tebing Tinggi adalah melalui lembaga mediasi dilaksanakan
dengan dua tahap yakni tahap pramediasi dimana hakim mewajibkan para
pihak untuk menempuh proses mediasi, menjelaskan prosedur mediasi dan
memotivasi para pihak untuk aktif dalam proses mediasi dengan dibantu
oleh mediator. Tahap kedua adalah tahap proses pelaksanaan mediasi
dimana para pihak telah duduk bersama untuk mewujudkan kesepakatan
dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya faktor penghambat pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah; tidak adanya
mekanisme yang memaksa para pihak yang tidak menghadiri persidangan,
terbatasnya jumlah mediator, tidak adanya iktikad baik para pihak, tidak
adanya dukungan para hakim, ruangan mediasi yang belum memadai,
lemahnya dukungan pengacara, dan dari aspek perkara yang masuk yang
terbesar adalah kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Sedangkan
factor pendukung keberhasilannya adalah; adanya kegigihan mediator
untuk endamaikan, iktikad baik dari para pihak untuk berdamai, dan faktor
sarana yang baik dan nyaman untuk para pihak mengungkapkan
Permasalahannya.

7. Dyah Probondani, dalam penelitian nya dengan judul “Analisis
Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Mediasi di Indonesia
(Studi Kasus Bank X dengan PT Y dam kasus Bank ABC nasabah Z)’*’

Penelitian yang dilakukan Dyah, mengkaji tentang mediasi sebagai upaya

27 Dyah Probondani, Analisis Penyelesaian Sengketa Perbankan melalui Lembaga Mediasi di Indonesia
(Studi Kasus Bank X dengan PT Y dam kasus Bank ABC nasabah Z, (Tesis — Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Depok 2012).
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penyelesaian sengketa perbankan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa
terdapat pilihan cara mediasi yang dapat dipilih oleh para pihak yang
bersengketa baik pihak Bank maupun pihak nasabah sebagai alternatif
penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif
yang menekankan pada penggunaan data kepustakaan dan atau norma
hukum tertulis dengan tipe penelitian deskriptif analisi yang bertujuan
memberikan gambaran secara tepat dan mendalam mengenai pokok
Permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah, menegaskan bahwa
sengketa, khususnya sengketa perbankan dapat diselesaikan dengan
menempuh cara mediasi melalui lembaga mediasi yang difasilitasi oleh
Bank Indonesia (BI) sebagai mediator. Namun Bank Indonesia harus
memiliki independensi atau kemandirian dalam menjalankan kewenangan
itu. Mediasi harus bersifat sukarela dari para pihak yang bersengketa baik
dalam memilih  lembaga mediasi maupun mediatornya dalam
menyelesaikan sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian yang dihasilkan
bersifat final and binding, sama dengan keputusan pada tingkat akhir. Akta
Perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial dan terhadap akta tersebut
tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.

8.  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Alwi Abdul Wahab, dengan judul
Court-Annexed and Judge-Led Mediation in Civil Cases : The Malaysian
Experience.”® Penelitian Abdul Wahab ini memetakan pelaksanaan mediasi

yang terintegrasi dengan sistem pengadilan di Malaysia dalam dua bentuk,

28 Alwi Abdul Wahab, denngan Court-Annexed and Judge-Led Mediation in Civil Cases . The Malaysian
Experience, (Thesis -- Collegeof Law and JusticeVictoria University of Melbourne, 2013)
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yaitu mediasi pengadilan yang dilakukan oleh mediator pribadi (privite
mediator) dan mediasi yang dipimpin oleh hakim (judge mediator). Di
samping itu kajian Abdul Wahab ini dilakukan untuk mengetahui
pertumbuhan dan perkembangan pelaksanaan mediasi di Malaysia; yaitu
dengan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
mediasi, dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan mediasi yang terintegrasi dengan sistem pengadilan di
Malaysia.

Pokok persoalan di atas, kemudian dikaji dengan menggunakan teori
mediasi, teori keadilan dan manajemen perubahan (change management),
yang kemudian di komparasikan dengan berbagai literatur tentang ini dan
pada pengembangan mediasi dalam yurisdiksi hukum yang dipilih secara
umum. Sumber data dalam peniltian yang Abdul Wahab lakukan, diambil
dari literatur hukum dan dari data empiris melalui survei kepada para
pengacara di Sabah dan Sarawak, serta wawancara dengan narasumber
terpilih di Malaysia Timur dan Barat, termasuk para hakim dalam
yurisdiksi tersebut.

Temuan penelitian ini mengidentifikasikan bahwa penggunaan
mediasi memberikan pengaruh pada penumpukan perkara di pengadilan;
meningkatkan pemahaman tentang manfaat mediasi; kekuasaaan peradilan,
asosiasi profesional dan pemerintah; pelatihan dan paparan; dan praktik
mediasi tradisional. Temuan ini juga mengidentifikasi terdapat tiga unsur
stakeholder yang menolak pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu dari
hakim, pengacara, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan sikap mereka dan
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budaya profesional yang berlaku, muncul kekuatiran bagi Hakim akan
kehilangan otoritas peradilan, bagi pengacara (advokat) takut kehilangan
penghasilan, dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan tentang
mediasi, sehingga hanya terpaku pada peran hakim sebagai pembuat
keputusan yang tepat untuk memutuskan perselisihan mereka. Penelitian
ini juga mengungkapkan bahwa sebagian kecil pengacara merasa tidak
memiliki peran penting dalam menasihati klien mereka untuk melakukan
mediasi. Persoalan tersebut di atas menjadi penghalang utama terhadap
penggunaan mediasi di pengadilan.

Implikasi teoritik penelitian ini menjelasakan bahwa mediasi
memiliki peran penting dalam sistem pengadilan sipil di Malaysia dalam
membangun pengetahuan dan kesadaran masayarakat akan pentingnya
mediasi dan manfaatnya bagi para pemangku kepentingan diperlukan. Hal
ini membuat penggunaan mediasi dalam sistem peradilan (court connected
mediation) dirckomendasi agar secara lebih efektif termasuk pertimbangan
mediasi wajib.

9. M. Hisyam Asy’ari, dalam penelitiannya dengan judul “Efektivitas Mediasi
Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Bangil
Pada Tahun 2010-2014°.%° Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua
pertanyaan. Pertama, bagaimana pelaksanaan perkara yang dimediasi di
Pengadilan Agama Bangil. Kedua, bagaimana efektifitas mediasi dalam

proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Bangil.

2 M. Hisyam Asy’ari, Efektivitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan
Agama Bangil Pada Tahun 2010-2014. (Tesis -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
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Hasil penelitian ini menyimpulan bahwa pelaksanaan proses mediasi
di Pengadilan Agama Bangil masih belum dikatakan optimal, hal ini bisa
dilihat dari temuan lapangan yakni dari keterbatasan waktu mediasi, belum
adanya tenaga mediator yang independen, serta masih minimnya tingkat
keberhasilan mediasi, untuk itu bisa dinyatakan bahwa proses mediasi pada
perkara waris di Pengadilan Agama Bangil belum berjalan efektif, hal ini
dibuktikan dengan adanya perkara waris yang berjumlah 4 kasus dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun (2010-2014), tidak ada satupun kasus yang
berhasil dalam proses mediasi, hingga keempat kasus tersebut harus
berlanjut ke dalam proses litigasi. Sedangkan kendala dalam melaksanakan
mediasi adalah a) Terbatasnya jumlah hakim untuk melaksanakan mediasi,
b) Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai
keuntungan mediasi, c) Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator
dalam melaksanakan mediasi, d) Tingkat kerumitan problem yang harus
dipecahkan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan
saran-saran sebagai berikut : 1) Agar Mahkamah Agung untuk
menyediakan mediator independent sehingga para hakim tidak lagi
berperan ganda dalam mengemban tugasnya. 2) Agar Pengadilan Agama
Bangil lebih memperhatikan terhadap pentingnya proses mediasi, bukan
sekedar menyatakannya dalam bentuk formalitas. 3) agar seluruh perangkat
hukum dan semua yang mengerti terhadap hukum memberikan sosilasi
secara maksimal terhadap pentingnya mediasi dalam menyelesaikan

sengketa, sehingga masyarakat tahu tentang manfaat mediasi, jika
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demikian maka diharapkan tingkat efektivitas mediasi akan mengalami
kenaikan.

10. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Wilhelmus Will Renyaan, dengan
judul “Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa
Non Litigasi”. 3° Fokus penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
kedudukan hukum mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa non
litigasi di Indonesia, khususnya pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan
Provinsi Papua dan Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan mediasi
perbankan dapat menyelesaikan sengketa di bidang perbankan pada Bank
Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua serta Pelaksanaan Putusan
Perdamaian bagi Bank dan Nasabah. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan metode penelitian hukum (/egal research) yang bersifat
empiris, yakni penelitian untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait
dengan lembaga mediasi perbankan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan
(statuta approach), pendekatan Kkonseptual (conceptual approach),
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologi.

Dalam kesimpulan disertasinya, Wilhelmus mengungkapkan bahwa
kedudukan hukum mediasi perbankan dalam penyelesaian sengketa non
litigasi, sudah dilaksanakan sesuai ketentuan aturan hukum tetapi di dalam
pelaksanaannya belum berjalan secara efektif hal ini di sebabkan belum
terbukanya informasi dari pihak Bank Indonesia terhadap nasabah

menyangkut penyelesaian pengaduan maupun kewenangan nasabah dalam

30 Wilhelmus Renyaan, Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.
(Disertasi -- Universitas Hasanuddin Makassar 2017)
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kaitannya dengan mediasi perbankan, di samping itu, pelaksanaan mediasi
perbankan dapat di laksanakan apabila memiliki unit atau lembaga yang
mempunyai kewenangan untuk menyelesaiakan sengketa atau konflik
antara nasabah dengan pihak bank, kemudian terkait dengan pelaksanaan
putusan hukum antara para pihak yang bermasalah, maka perlu adanya
kesepakatan perdamaian yang jelas yang mengikat kedua belah pihak baik
itu nasabah maupun pihak bank, karena kesepakatan yang terjadi antara
para pihak yaitu kesepakatan berdasarkan itikad baik yang bisa saja salah
satu pihak tidak setuju.

11.  Penelitian yang dilakukan oleh Ayun Kristiyanto, dengan judul ““Peranan
Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri Sleman Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 3!
Penelitian Ayun Kristiyanto, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
(1) Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri (PN) Sleman Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan (2). Pengaturan
mengenai Hakim Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang
menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh di

31 Ayun Kristiyanto, Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Negeri Sleman Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, (Tesis—Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, 2017).
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Pengadilan Negeri Sleman. Subjek penelitian terdiri dari satu orang Ketua
PN dan wakil Ketua Pengadilan Negeri, empat orang hakim Pengadilan
Negeri dan empat orang hakim mediator Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa peranan hakim
mediator dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri
Sleman berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah a).
Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk
saling memperkenalkan diri; b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat
mediasi kepada para pihak; (c) Menjelaskan kedudukan dan peranmediator
yang netral dan tidak mengambil keputusan; (d). Membuat aturan
pelaksanaan mediasi bersama para pihak; (¢) Menjelaskan bahwa mediator
dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak
lainnya (kaukus); (f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak; (g)
Mengisi formulir jadwal mediasi.(h) Memberikan kesempatan kepada para
pihak untuk menyampaikan Permasalahan dan usulan perdamaian; (i)
Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala prioritas; (j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak
untuk. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; mencari berbagai
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan bekerja sama
mencapai penyelesaian; (k) Membantu para pihak dalam membuat dan
merumuskan Kesepakatan Perdamaian; (1) Menyampaikan laporan
keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya
mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara, (m) Menyatakan salah satu atau
para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim
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Pemeriksa Perkara; peran hakim mediator tersebut masih belum maksimal
dan perlu untuk ditingkatkan serta diberdayakan sehingga lembaga Mediasi
bukan sebagai sarana formalitas dalam penyelesaian perkara perdata di
Pengadilan, pengaturan tentang hakim mediator dalam penyelesaian
sengketa perdata berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ternyata
masih belum cukup untuk memberdayakan lembaga mediasi di Pengadilan
oleh karena itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur tentang
prosedur mediasi di Pengadilan sehingga peran hakim mediator dalam
penyelesaian perkara perdata lebih jelas dan tegas serta sosialisasi tentang
lembaga mediasi menjadi masif sebagai sarana alternatif penyelesaian
sengketa di pengadilan;
12. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Abdul Halim Shahab, dengan judul
“Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama’. 3
Kajian dalam disertasi ini menganalisa dua isu hukum, yaitu (a)
Urgensimediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan
Agama.(b) Bentuk mediasi yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa
perceraian di Pengadilan Agama. Sesuai dengan isu hukum tersebut di atas,
penelitian dalam disertasi ini merupakan penelitian hukum dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan
Kasus (case aprroach). Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa
dapat dilakukan oleh Hakim di Pengadilan atau pihak lain yang berada di

luar pengadilan. Dalam sengketa yang berkaitan dengan perkara perceraian,

32 Abdul Halim Shahab, Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. (Disertasi --
Universitas Airlangga Surabaya. 2018)
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maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa
untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak
terjadinya perceraian. Modal utama penyelesaian sengketa perceraian
adalah keinginan dan iktikad baik suami isteri dalam mengakhiri
persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang
memerlukanbantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Ada beberapa
bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, yaitu penyelesaian
sengketa perceraian melalui Badan Penasehatan, Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4), penyelesaian sengketa perceraian melalui
hakam (Juru Damai), penyelesaian sengketa perceraian melalui adat
badamai (baakuran) dan penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi
di Pengadilan Agama. Pelaksanaan mediasi, pada dasarnya merupakan
bentuk alternatif proses perundingan pemecahan masalah yang mulia
dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan
kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak.

13. Penelitian yang dilakukan Nor Salam,’®* dengan judul “Mediasi Lokal
Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Keluarga® (Studi
Terhadap Penyelesaian Perceraian Masyarakat Desa Kalisat- Rembang
Pasuruan). Dalam penelitian disertasi Nor Salam, menjelaskan tiga masalah
pokok, pertama, pola mediasi lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus
perceraian bagi masyarakat Kalisat; kedua, faktor yang melatarbelakangi

timbulnya pola berhukum masyarakat Kalisat dengan menjadikan mediasi

3 Nor Salam, “Mediasi Lokal Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Hukum Keluarga” (Studi
Terhadap Penyelesaian Perceraian Masyarakat Desa Kalisat- Rembang Pasuruan), (Disertasi -- Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018)
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lokal sebagai alternatif penyelesaian kasus perceraian; ketiga, implikasi
pola berhukum masyarakat Kalisat terhadap mediasi yudisial (court
connected mediation). Dari hasil fokus penelitian ini menghasilkan temuan
bahwa terdapat berbagai pola mediasi lokal yang dilaksanakan oleh
masyarakat Kalisat, yaitu pola mediasi persuasif-normatif, pola mediasi
persuasif intimidatif, pola mediasi persuasif imajinatif, pola mediasi
persuasif-subordinatif, pola mediasi persuasif-antisipatif, pola mediasi
persuasif-fasilitatif, pola mediasi korektif-litigatif, pola mediasi korektif-
negosiatif, dan pola mediasi normatif-spiritual. Faktor-faktor yang
melatarbelakangi pola berhukum masyarakat Kalisat, meliputi faktor
sosiologi hukum, faktor rumitnya proses perceraian di Pengadilan, persepsi
masyarakat Kalisat tentang peradilan, adanya keinginan untuk
mempertahankan hubungan perkawinan, faktor ketaatan terhadap seorang
kyai, dan faktor yang menunjukkan adanya kedekatan secara emosional
antara tokoh masyarakat dan warga Kalisat.

Untuk mempermudah dalam menyajikan hasil peneltian terdahulu, dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2

Daftar Penelitian Terdahulu

Nama,
NO Universitas, Judul Metode Hasil Penelitian
Tahun
1. Masykur Keberadaan Kualitatif | Hadirnya mediasi sebagai salah satu proses
Hidayat. Lembaga yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur
TIAIN/UIN Perdamaian dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 akan
Alaudin (Dading) Setelah sangat membantu mengurangi formalitas
Makasar Berlakunya perdamaian dan  dapat meningkatkan
(2006) PERMA Nomor 2 penyelesaian sengketa secara damai.
Tahun 2003
tentang Prosedur
Mediasi di
Pengadilan
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Ahmad as-Sulh wa | Kualitatif | Konsep a/-su/h merupakan satu diantara
Mahmud Salih | 7atbigatuhu fi al sekian banyak pendekatan dalam
Abu Hashhash. | Ahwal al- penyelesaian sengketa yang telah
Jami’ah al | Syakhsiyyah diperintahkan dalam al-Qur’an, hadist
Khalil, maupun ijma’ ulama, karena melalu proses
Palestine al-sulh para pihak yang bersengketa
(2007) diharapkan mampu menghilangkan rasa
dendam, dan dapat memelihara hubungan
keluarga dalam ikatan yang kokoh menjadi
indikasi tegaknya keutuhan masyarakat
dengan berbasis pada hubungan yang saling
kasih-mengasihi.
Yayah Yarotul | “Mediasi  dalam | Kuantitatif | Pengintegrasian mediasi dalam proses
Salamah Proses Beracara di beracara di pengadilan tidak sulit untuk
FH Universitas | Pengadilan: Studi dilaksanakan karena disamping hukum acara
Indonesia, Mengenai Mediasi perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR
Depok di Pengadilan dan pasal 154 RBg telah memberikan celah
(2009) Negeri Proyek bagi terintegrasinya mediasi dalam proses
Percontohan beracara di pengadilan.
Mahkamah Agung Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi
RI penyelesaian sengketa melalui mediasi di
Pengadilan Negeri proyek percontohan
Mahkamah Agung dapat berhasil, yaitu para
pihak yang bersengketa beritikad baik, hakim
mediator berusaha dengan sungguh-sungguh
mendorong para pihak mencapai kesepakatan
dan ketiga adalah jenis sengketanya mudah
diselesaikan.
I Made | “Mediasi  dalam | Kualitatif | Mediasi sebagai cara yang terintegrasi
Sukadana. Sistem  Peradilan dengan hukum acara Pengadilan memiliki
Universitas Indonesia  untuk keunggulan spesifik, yaitu 1). Mampu
Brawijaya Mewujudkan menghasilkan putusan tanpa menyisakan
Malang Proses  Peradilan masalah atau perasaan tidak enak apalagi
(2011) Yang Cepat dan kebencian; 2). Menciptakan harmoni di
Biaya Ringan’. antara para pihak, yang berdampak pada
terwujudnya harmoni sosial, sesuai citra
hukum bangsa Indonesia.; 3). Bertitel
eksekutorial
Wirhanuddin. Mediasi Perspektif | Kualitatif | Implikasi penerapan mediasi di Pengadilan
UIN Alauddin | Hukum Islam Agama dikemukakan dalam dua sudut
Makassar (Studi  Kasus di pandang, yaitu dari sudut politik ekonomi
(2012) Wilayah global dunia dimana Indonesia tidak dapat
Pengadilan Tinggi melepaskan diri dari percaturan politik
Agama Makassar ekonomi internasional, dari sudut kasus
keluarga Islam di Indonesia yang masuk di
Pengadilan Agama memerlukan penanganan
dan penyelesaian secara konprehensif.
Nur Asma | Pelaksanaan Kuantitatif | Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam
Siagian Mediasi  Dalam menyelesaikan  perkara melalui  proses
Institut Agama | Upaya Perdamaian mediasi berlandaskan kepada PERMA No.1
Islam  Negeri | Di Pengadilan Tahun 2008 yang merupaka revisi PERMA
(IAIN) Agama Tebing NO.2 Tahun 2003. Pelaksanaan mediasi yang
Sumatera Tinggi (Studi diterapkan di Pengadilan Agama Tebing
Utara, Perkara Tahun Tinggi adalah melalui lembaga mediasi
(2012) 2011-2012) dilaksanakan dengan dua tahap yakni tahap

pramediasi dimana hakim mewajibkan para
pihak untuk menempuh proses mediasi,
menjelaskan  prosedur  mediasi dan
memotivasi para pihak untuk aktif dalam
proses mediasi dengan dibantu oleh mediator.
Tahap kedua adalah tahap proses pelaksanaan
mediasi dimana para pihak telah duduk
bersama untuk mewujudkan kesepakatan
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dengan dibantu oleh mediator.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan
mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi
adalah; tidak adanya mekanisme yang
memaksa para pihak yang tidak menghadiri
persidangan, terbatasnya jumlah mediator,
tidak adanya iktikad baik para pihak, tidak
adanya dukungan para hakim, ruangan
mediasi yang belum memadai, lemahnya
dukungan pengacara, dan dari aspek perkara
yang masuk yang terbesar adalah kasus
perceraian yang sulit untuk didamaikan.
Sedangkan factor pendukung keberhasilannya
adalah; adanya kegigihan mediator untuk
endamaikan, iktikad baik dari para pihak
untuk berdamai, dan faktor sarana yang baik

dan nyaman.untuk para pihak
mengungkapkan Permasalahannya.
Dyah Analisis Kualitatif | sengketa perbankan dapat diselesaikan
Probondani Penyelesaian dengan menempuh cara mediasi melalui
Universitas Sengketa lembaga mediasi yang difasilitasi oleh Bank
Indonesia, Perbankan melalui Indonesia (BI) sebagai mediator. Namun
Depok Lembaga Mediasi Bank Indonesia harus memiliki independensi
(2012) di Indonesia atau  kemandirian dalam menjalankan
(Studi Kasus Bank kewenangan itu. Mediasi harus bersifat
X dengan PTY sukarela dari para pihak yang bersengketa
dam kasus Bank baik dalam memilih lembaga mediasi
ABC nasabah Z) maupun mediatornya dalam menyelesaikan
sengketa diantara mereka. Akta Perdamaian
yang dihasilkan bersifat final and binding,
sama dengan keputusan pada tingkat akhir.
Akta  Perdamaian  memiliki  kekuatan
eksekutorial dan terhadap akta tersebut tidak
dapat diajukan upaya banding maupun kasasi.
Alwi Abdul Court-Annexed Kuantitatif | Hasil penelitian ini mengidentifikasikan
Wahab. and Judge-Led penggunaan mediasi telah berpengarus positif
Victoria Mediation in Civil pada sistem peadilan mengurangi perkara;
University of Cases . The meningkatkan pemahaman tentang manfaat
Melbourne Malaysian mediasi; kekuasaaan peradilan, asosiasi
(2013) Experience. profesional dan pemerintah; pelatihan dan
paparan; dan praktik mediasi tradisional.
Temuan ini juga mengidentifikasi unsur
stakeholder yang menolak pelaksanaan
mediasi di pengadilan, yaitu dari hakim,
pengacara, dan masyarakat. Hal ini terkait
dengan sikap mereka dan budaya profesional
yang berlaku dan muncul di masyarakat.
M. Hisyam | Efektivitas Kuantitatif | Mediasi di Pengadilan Agama Bangil masih
Asy’ari Mediasi  Dalam belum dikatakan optimal, hal ini bisa dilihat
UIN Sunan | Proses dari temuan lapangan yakni dari minimnya
Ampel Penyelesaian wakut mediasi, belum adanya tenaga
Surabaya Sengketa Waris di mediator independent, serta masih minimnya
(2015) Pengadilan Agama tingkat keberhasilan mediasi, untuk itu bisa
Bangil Pada dinyatakan bahwa proses mediasi pada
Tahun 2010-2014 perkara waris di Pengadilan Agama Bangil

belum berjalan efektif, hal ini dibuktikan
dengan adanya perkara waris yang berjumlah
4 kasus dalam kurun waktu 5 tahun (2010-
2014), tidak ada satupun kasus yang berhasil
dalam proses mediasi, hingga keempat kasus
tersebut harus berlanjut ke dalam proses
litigasi.
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Sedangkan kendala dalam melaksanakan
mediasi adalah a) Terbatasnya jumlah hakim
untuk melaksanakan mediasi, b) Lemahnya
pengetahuan para pihak yang bersengketa
mengenai keuntungan mediasi, c)
Terbatasnya waktu yang digunakan oleh
mediator dalam melaksanakan mediasi, dan
d) Tingkat kerumitan problem yang harus
dipecahkan.

10

Wilhelmus

Will Renyaan.

Universitas
Hasanuddin
Makassar
(2017)

Peranan Lembaga
Mediasi
Perbankan Dalam
Penyelesaian
Sengketa
Nonlitigasi

Kuantitatif

mediasi perbankan dalam penyelesaian
sengketa non litigasi, sudah dilaksanakan
sesuai ketentuan aturan hukum tetapi di
dalam pelaksanaannya belum berjalan secara
efektif hal ini di sebabkan belum terbukanya
informasi dari pihak Bank Indonesia terhadap
nasabah menyangkut penyelesaian pengaduan
maupun  kewenangan  nasabah  dalam
kaitannya dengan mediasi perbankan, di
samping itu, pelaksanaan mediasi perbankan
dapat di laksanakan apabila memiliki unit
atau lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk menyelesaiakan sengketa atau konflik
antara nasabah dengan pihak bank, kemudian
terkait dengan pelaksanaan putusan hukum
antara para pihak yang bermasalah, maka
perlu adanya kesepakatan perdamaian yang
jelas yang mengikat kedua belah pihak baik
itu nasabah maupun pihak bank, karena
kesepakatan yang terjadi antara para pihak
yaitu kesepakatan berdasarkan itikad baik
yang bisa saja salah satu pihak tidak setuju.

11

Ayun
Kristiyanto.
UGM
Yogyakarta
(2017)

Peranan  Hakim
Sebagai Mediator
dalam
Penyelesaian
Sengketa Perdata
di Pengadilan
Negeri Sleman
Berdasarkan
Peraturan
Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun
2016 Tentang
Prosedur Mediasi
di Pengadilan.

Kuantitatif

Peranan Hakim Mediator dalam Penyelesaian
Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri
Sleman berdasarkan PERMA RI Nomor 1
Tahun 2016 adalah a). memperkenalkan diri
dan memberi kesempatan kepada para pihak
untuk saling memperkenalkan diri; b)
menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat
mediasi kepada para pihak; (c) menjelaskan
kedudukan dan peranmediator yang netral
dan tidak mengambil keputusan; (d).
membuat  aturan  pelaksanaan  mediasi
bersama para pihak; (e) menjelaskan bahwa
mediator dapat mengadakan pertemuan
dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak
lainnya (kaukus); (f) menyusun jadwal
mediasi bersama para pihak; (g) mengisi
formulir jadwal mediasi.(h) memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk
menyampaikan Permasalahan dan usulan
perdamaian; @) menginventarisasi
Permasalahan dan mengagendakan
pembahasan berdasarkan skala prioritas; (j)
memfasilitasi dan mendorong para pihak
untuk. menelusuri dan menggali kepentingan
Para Pihak; mencari berbagai pilihan
penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
dan bekerja sama mencapai penyelesaian; (k)
membantu para pihak dalam membuat dan
merumuskan Kesepakatan Perdamaian; (1)
menyampaikan laporan keberhasilan,
ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat
dilaksanakannya mediasi kepada Hakim
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Pemeriksa Perkara, (m) menyatakan salah
satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan
menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara; peran hakim mediator tersebut
masih belum maksimal dan perlu untuk
ditingkatkan serta diberdayakan sehingga
lembaga Mediasi bukan sebagai sarana
formalitas dalam Penyelesaian Perkara
Perdata di Pengadilan, Pengaturan tentang
Hakim Mediator dalam penyelesaian
sengketa perdata berdasarkan PERMA No. 1
tahun 2016. masih belum cukup untuk
memberdayakan  lembaga Mediasi di
Pengadilan oleh karena itu perlu adanya
Undang-Undang yang mengatur tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga
peran Hakim Mediator dalam penyelesaian
perkara perdata lebih jelas dan tegas serta
sosialisasi tentang Lembaga Mediasi menjadi
masif sebagai sarana alternatif penyelesaian
sengketa di pengadilan;

12 Abdul Halim | “Mediasi Kuantitatif | Modal  utama  penyelesaian  sengketa
Shahab. Penyelesaian perceraian adalah keinginan dan iktikad baik
Universitas Sengketa suami isteri dalam mengakhiri persengketaan
Airlangga Perceraian di mereka. Keinginan dan iktikad baik ini,
Surabaya Pengadilan kadang-kadang ~memerlukanbantuan pihak
(2018) Agama” ketiga dalam perwujudannya. Ada beberapa

bentuk mediasi dalam penyelesaian sengketa
perceraian, yaitu penyelesaian sengketa
perceraian melalui Badan Penaschatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan
(BP4), penyelesaian sengketa perceraian
melalui hakam (Juru Damai), penyelesaian
sengketa perceraian melalui adat badamai
(baakuran) dan penyelesaian  sengketa
perceraian melalui mediasi di Pengadilan
Agama. Pelaksanaan mediasi, pada dasarnya
merupakan  bentuk  alternatif  proses
perundingan pemecahan masalah yang mulia
dengan biaya murah, cepat, sederhana,
efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan
serta ketenangan bagi semua pihak.

13 | Nor Salam Mediasi Lokal | Kualitatif | - Terdapat berbagai pola mediasi lokal
UIN Sunan | Sebagai yang dilaksanakan oleh masyarakat
Ampel Alternative Kalisat, yaitu pola mediasi persuasif-
Surabaya Dispute normatif, pola mediasi persuasif
(2018) Resolution Dalam intimidatif, pola mediasi persuasif

Hukum Keluarga” imajinatif, pola mediasi persuasif-
(Studi  Terhadap subordinatif, pola mediasi persuasif-
Penyelesaian antisipatif, pola mediasi persuasif-
Perceraian fasilitatif, pola mediasi korektif-litigatif,

Masyarakat Desa
Kalisat- Rembang
Pasuruan)

pola mediasi korektif-negosiatif, dan
pola mediasi normatif-spiritual.

- Faktor-faktor yang melatarbelakangi
pola berhukum masyarakat Kalisat,
meliputi faktor sosiologi hukum, faktor
rumitnya proses perceraian di
Pengadilan, persepsi masyarakat Kalisat
tentang peradilan, adanya keinginan
untuk  mempertahankan ~ hubungan
perkawinan, faktor ketaatan terhadap
seorang kyai, dan faktor yang berupka
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kedekatan emosional antara tokoh
masyarakat dan warga Kalisat.

Berdasarkan hasil penelusuran di atas, kajian dalam disertasi ini memiliki
sejumlah persamaan dari objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji persoalan yang
berhubungan dengan mediasi penyelesaian sengketa di Pengadilan dan di luar
Pengadilan. Namun demikian perlu ditegaskan adanya perbedaan dari sisi
pendekatan yang digunakan serta jenis kajian yang dilakukan. Penelitian yang
berhubungan dengan mediasi dalam proses peradilan baik yang dikaji oleh,
Yayah Yarotul Salamah, Masykur Hidayat, dan I Made Sukadana, secara
keseluruhan merupakan kajian tentang eksistensi dan pemberdayaan lembaga
mediasi dalam sistem peradilan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh
Wirhanuddin, Ahmad Mahmud Salih Abu Hashhash merupakan kajian normatif
terhadap eksistensi mediasi dalam perspektif Hukum Islam, sedangkan kajian
Nor Salam merupakan kajian terhadap pelaksanaan mediasi non litigasi dalam
sengketa di bidang perceraian dengan pendekatan sosial untuk menemukan pola
mediasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kajian tentang jenis mediasi sengketa di Pengadian Agama, ditulis oleh M.
Hisyam Asy’ari, Nur Asma Siagian dan Abdul Halim Shahab, seluruhnya
memfokuskan pengkajian pada efektifitas mediasi dalam penyelasaian sengketa
di bidang waris dan perkawinan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dyah
Probondani dan Wilhelmus Will Renyaan, memfokuskan pada pada pembahasan
tentang mediasi sengketa perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI)
atau non litigasi, dan sama sekali tidak menyangkut pengkajian tentang
perbankan syariah, termasuk pula pnelitian yang dilakukan oleh Alwi Abdul

Wahab, tentang manfaat mediasi dalam sistem peradilan di Malaysia secara
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umum. Sedangkan kajian yang peneliti lakukan adalah mediasi penyelesaian
sengketa perbankan yang berbasis pada hukum syariah di Pengadilan Agama,
yang difokuskan pada lokasi di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan
Mojokerto, yang tentu terdapat titik singgung yang jauh berbeda walau sama-
sama dalam lingkup sengketa bisnis. Dengan demikian, secara keseluruhan
dapatlah dinyatakan bahwa tidak ditemukan kajian serupa atau duplikasi dengan
tema penelitian yang penulis lakukan.

G. Metode Penelitian

1.  Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan mediasi
perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini juga mengkaji
implementasi mediasi di tiga Pengadilan Agama yang berada di wilayah
Jawa Timur, sehingga pendekatan penelitian ini juga menggunakan
pendekatan yuridis empiris. 3*

Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian
deskriptif analisis terhadap teori-teori mediasi dan terhadap implementasi
mediasi perbankan syariah di Pengadilan Agama. Metode penelitian
deskriptif analisis ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang
bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti,

berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatit Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta:
Rajawali Press, 1999), 31
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2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif
digunakan karena metode ini merupakan cara yang andal dan relevan untuk
bisa memahami fenomena atau tindakan manusia.’> Keunggulan metode ini
adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menentukan langkah-langkah
penelitian.*¢
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama dalam wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, yaitu pada Pengadilan Agama
Surabaya; Pengadilan Agama Sidoarjo. dan Pengadilan Mojokerto.

Penentuan lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan
bahwa karakteristik masyarakat pada tiga wilayah tersebut dapat dikatakan
memiliki tingkat kemapanan ekonomi yang stabil dan berkembang,
khususnya dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah, di samping wilayah
tersebut memiliki kuantitas perkara ekonomi syariah terbanyak jika
dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain dalam wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Timur.
4.  Sumber Data

Sumber data adalah informasi berupa kata-kata atau disebut data
kualitatif.?” Konsekuensi logis dari penelitian kualitatif adalah sumber data
primer (data utama) dan data sekunder (data pendukung). Yaitu sebagai

berikut :

35 Sanafiah Faisal, Varian-Varian Kontemporer Penelitian Sosial, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001),

36 Alwasilah A Chaedar, Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif,
(Jakarta, Pustaka Jaya, 2002), 97.
37 Tbid., 67
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a. Data primer diperoleh dari informan (nara sumber) yang
meliputi mediator hakim maupun mediator non hakim yang
menjalankan fungsi sebagai mediator dalam sengketa
perbankan syariah pada Pengadilan Agama di wilayah
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang terfokus pada
Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Mojokerto,
dan Pengadilan Agama Sidoarjo, serta pihak lain yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini seperti pihak bersengketa,
Panitera, serta Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa
perbankan syariah di ketiga wilayah Pengadilan Agama
tersebut.

b. = Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu UU
Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor
3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, PERMA RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, PERMA RI Nomor 14
tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa ekonomi
Syariah, PERMA 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta beberapa peraturan lain
mengenai proses dan tata cara penyelesaian sengketa perbankan
syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai jawaban atas
Permasalahan yang dikaji, pengumpulan data primer dilakukan melalui
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wawancara mendalam (in-depth interview) semi terstruktur. 3% Intrumen
tersebut digunakan dalam rangka menemukan jawaban emik dari para
informan di Pengadilan Agama Surabaya, Sidaorjo dan Mojokerto, dalam
hal praktik mediasi penyelesaian sengketa di bidaag perbankan syariah.

Dalam praktiknya, sesuai dengan tipe interview semi terstruktur,
interview yang dilakukan oleh peneliti pada para informan didasarkan pada
panduan interview yang telah disusun secara terstruktur, di luar pertanyaan
tersebut, peneliti dapat pula mengembangkan pertanyaan yang tidak
tercantum dalam panduan interview. Dengan demikian proses interview
dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan data penelitian.>

Adapun pemilihan informan yang menjadi subyek penelitian,
dilakukan dengan metode snowball sampling®® Yakni dimulai
mewawancarai Hakim (Majelis) Pemeriksa sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan Agama Surabaya, Sidaorjo dan Mojokerto, kemudian dari sini
peneliti kembangkan untuk mendapatkan referensi nama-nama informan
lain sebagai subyek penelitian, berikut nama-nama informan yang
dimaksud :

a.  Drs. H. Zakwan Daiman., SH., MH (Mediator non Hakim)

b.  Drs. Kasman Madyaningpada SH (Mediator Non Hakim)

c.  Drs. Nandang Nurdin MH (Mediator Hakim PA Surabaya).

d.  Drs. Agus Suntono MHI (Mediator Hakim PA Surabaya)

38 Michael Sarter dan Julie Mason, Writing Law Dissertation, (England : Pearson Education, 2007), 167.

3 Model interview dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada informan terpilih beberapa
pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam dengan menggali
keterangan lebih lanjut. Lihat Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta :
PT Rineka Cipta, 2006), 227

40 Ida Bagus Mantra, Filsafat Penelitain dan Methode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008), 118
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e.  H. Zainal Aripin SH., MH (Mediator Hakim PA Surabaya)

f. Syakur Widodo SH., MH (Panitera PA Surabaya)

g.  Drs. H. Syatibi SH (Mediator Non Hakim)

h.  Dedy Kurniawan, SH (Panitera Muda PA Sidoarjo)

i. Drs. Amar Hujantoro M.H (Hakim PA Sidaorjo)

j- Drs. H. Wachid Ridwan SH., MH (Wakil Ketua PA

Mojokerto/Ketua Majelis)

k.  Kamali S.Ag (Mediator Hakim PA Mojokerto)

1. As’ad S.Ag (Panitera PA Mojokerto)

m. H. Moh. Ibrahim SH, MM (Panitera PT A Surabaya)

n. H. Hasan Bisri, SH., MH (Hakim Tinggi PTA Surabaya)

0.  Arif Rahman Hakim (Advokad PERADI)

p- Aryo Boma

q-  Untariyati Dewi

Selain instrumen di atas, kajian ini juga menggunakan instrumen lain,
yaitu observasi non partisipan (non pastisipan observer).*! Penggunaan
instrumen ini berhubungan erat dengan observasi peneliti terhadap model
mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, sebagai pembanding dari data
emik uamh dinyatakan oleh para informan. Mengacu kepada paradigma
yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, dan untuk menghindari
adanya bias dalam proses penelitian yang dilakukan, maka dalam

melakukan penelitian di lapangan, penulis mengambil posisi sebagai non

41 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Grup, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 146
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participant observer.
6.  Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model analisis dari
Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, yang terdiri dari langkah-
pengumpulan data, yaitu data reduction (reduksi data), data display
(penyajian data), dan conclusing drawing or verification (penarikan
kesimpulan).*? Tiga langkah tersebut tidak saling terpisah melainkan
membentuk suatu proses siklus yang bersifat interaktif.> Mengikuti
langkah tersebut, maka dalam analisis data yang pertama penulis lakukan
adalah mengumpulkan data baik melalui interview, dokumentasi maupun
observasi. Selanjutnya terhadap data yang telah terkumpul penulis
melakukan proses reduksi sehingga memungkinkan bagi penulis untuk
memilah dan memilih data yang dinilai relevan dan yang tidak relevan
dengan pertanyaan-pertanyaan dasar sebagaimana penulis uraikan dalam
rumusan masalah.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan menjadi tiga bagian
utama sesuai rumusan masalah yang penulis tetapkan. Pertama penyajian
data yang berhubungan dengan mekanisme court annexed mediation dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto; kedua data yang berhubungan dengan upaya
Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto dalam meningkatkan

keberhasilan mediasi sengketa perbankan syariah; ketiga penyajian data

4 Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (London : SAGE Publication),

10.

43 Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif : Analisis Data (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 134
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yang berhubungan dengan model court annexed mediation dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto.
7.  Strategi Validasi Data

Data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang
sebagaimana telah penulis uraikan di atas, masih dimungkinkan ditemukan
sejumlah kelemahan, karenanya untuk memastikan validasi data serta
obyektifitas penelitian diperlukan adanya strategi validasi data yang salah
satunya seperti yang dinyatakan John W. Cresswell, adalah triagulasi.**
Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber dan metode yang
digunakan dengan cara cek silang antara sumber data dan metode yang satu
dengan yang lainnya. Dalam hal ini penulis membandingkan data yang
diperoleh melalui wawancara dengan data lain yang penulis kumpulkan
melalui dokumentasi dan observasi, begitu pula data primer yang penulis
peroleh dari para informan dengan sumber data sekunder yang penulis
dokumentasikan melalui kajian terhadap literatur yang relevan dengan
tema kajian.
Sistematika Pembahasan

Guna menghindari kesulitan dalam memahami pembahasan penelitian

dengan tema mediasi dalam sengketa perbankan syariah (studi tentang court-

annexed mediation di Pengadilan Agama wilayah Jawa Timur), peneliti membagi

pembahasan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

4 John W. Cresswell, Research Design, (California : SAGE Publication, 2014), 215., Lihat juga, Abdulkadir
Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 56
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Bab kesatu merupakan pendahuluan sebagai titik tolak dari proses
penelitian yang penulis lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan kemudian
ditutup dengan sistematika pembahasan dan ouwuf line penelitian. Bab ini
merupakan bab yang mengungkap alasan penelitian serta tujuan yang hendak
dicapai, metode yang penulis gunakan, orsinilitas penelitian serta alur
pembahasannya, sehingga penelitian ini dapat tersaji secara sistematis dan
akurat.

Pada bab kedua, merupakan kerangka teori dan gambaran umum tentang
mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama.
Pembahasan bab ini terdiri dari lima sub pokok bahasan, yaitu : pertama, tentang
perbankan syariah; kedua, tentang sengketa perbankan syariah; ketiga tentang
alternatif penyelesaian sengketa, keempat tentang mediasi yudisial atau court
annexed mediation.

_Pada bab ketiga, penulis uraikan tentang profil Pengadilan Agama
Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, serta perkara sengketa perbankan syariah
yang terjadi di Pengadilan Agama tersebut. Pada bab ini pula penulis paparkan
model dalam pelaksanaan mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto,
serta tingkat keberhasilannya.

Bab keempat merupakan analisis penulis terhadap hasil perolehan data di
lapangan. Analisis difokuskan pada aktualisasi court annexed mediation sengketa
perbankan syariah pada Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto,
serta terhadap wupaya Pengadilan Agama tersebut dalam meningkatkan
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keberhasilan court annexed mediation dalam sengketa di bidang perbankan
syariah. Terakhir analisis terhadap model court annexed mediation yang sesuai
dengan prinsip dan karakteristik sengketa perbankan syariah.

Kemudian bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan, implikasi
teoretik, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi yang didasarkan pada hasil

temuan penelitian disertasi ini.
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BABII

MEDIASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Kajian dalam bab ini memuat kerangka konseptual dari penelitian yang
dilakukan, yaitu sebagai gambaran umum dan landasan teori tentang court
annexed mediation dalam sengketa di bidang perbankan syariah pada Pengadilan
Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto.

A.  Perbankan Syariah dan Regulasinya di Indonesia

Eksistensi perbankan syariah di Indonesiamulai digagas pada awal tahun
1980 an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu
didirikan Baitut Tamwil Salman-Bandung. Di Jakarta Bartut Tamwil didirikan
dalam bentuk koperasi Ridlo Gusti.* Sejak saat itu Majlis Ulama Indonesia
(MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syariah yang
dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua,
dan dibahas lebih lanjut dengan membentuk tim kelompok kerja pada
Musyawarah Nasional IV MYI yang berlangsung di hotel Sahid Jakarta pada
tanggal 22-25 Agustus 1990.46 Secara teoritis, bank Islam di dunia baru dirilis
tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an.
Di Indonesia, kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan,
perkembangan bank Islam bahkan baru terwujud beberapa dekade kemudian.*’

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam

kerangka dual-banking system atau disebut juga sistem perbankan ganda dalam

4 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah ; Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta : Tazkia Institute dan Bank
Indonesia, 1999) 278

46 Ibid.

47 Peri Umar Farouk, Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, dalam http://www.inlawnesia.net,
diakses 20 Mei 2017, 4.

-61 -



Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang bertujuan untuk menghadirkan
ragam alternatif jasa dan keuangan perbankan yang semakin lengkap kepada
masyarakat Indonesia.*® Sasaran utamanya antara lain berupa terpenuhinya
prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkan prinsip kehati-hatian;
terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif; terciptanya stabilitas
sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.*

Karakteristik sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan pada prinsip
bagi hasil, telah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling
menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan
dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai
kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan
spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk
serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih
bervariatif serta kredibel yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam rangka mewujudkan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan
yang mampu mengakomodir ataupun menjawab persoalan perekonomian
masyarakat modern, maka figh klasik yang selama ini menjadi landasan utama
praktek perbankan syariah perlu untuk ditinjau ulang, dan diharapkan adanya
upaya perumusan payung hukum sebagai tatanan landasan operasional yang

mampu menjawab persoalan praktek perbankan syariah kontemporer.>°

4 Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia" http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/PerbankanSyariah/,
diakses 14 Juni 2017.

4 Bank Indonesia (BI), Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. (Jakarta : Bank Indonesia, 2002).

30 Tbid.
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Miranda Gultom memaparkan, sekurang-kurangnya terdapat lima faktor
yang mendukung sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu.
Pertama : Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa bunga bank adalah riba dan
haram; Kedua : Trend kesadaran Umat Islam yang semakin meningkat,
khususnya dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas; Ketiga : Sistem
ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada saat krisis
ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana
pemerintah hingga ratusan trilyun, Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai
bank syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa
bantuan dana pemerintah sepeserpun; Keempat : Undang undang perbankan
syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia; Kelima
: tuntutan integrasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang.
Bank syariah dapat menggunakan asuransi syariah untuk menutup risiko
pembiayaan terhadap nasabahnya. Sebaliknya asuransi syariah dapat menyimpan
dananya di bank syariah, pasar modal syariah, dan juga reksadana syariah !

Penyempurnaan regulasi perbankan syariah nasional di Indonesia, dimulai
sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai revisi Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan, dengan langkah- langkah
pengembangan antara lain sebagai berikut : 5

1) Penyederhanaan jenis bank, menjadi Bank Umum dan Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) serta memperjelas ruang lingkup dan

batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya;

31 Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Seminar Strategi
Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. (Bank Indonesia, Jakarta 15 September 2005), 3
52 Penjelasan konsideran Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
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2)

3)

4)

5)

Persyaratan pokok untuk mendirikan suatu bank diatur secara
rinci, sehingga ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan
kegiatan perbankan lebih jelas dan lebih terarah;

Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan
pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian
dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank;

Peningkatan profesionalisme para pelaku di bidang perbankan;
Perluasan kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan bidang
perbankan secara sehat dan bertanggungjawab sekaligus mencegah
terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat

luas.

Selain beberapa penyempurnaan di atas, Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan, juga memperkenalkan sistem bagi hasil (profit

share), yaitu : >3

“Kredit adalah  penyediaan wuang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Ketentuan di atas menjadi pijakan bagi perbankan untuk memberikan

fasilitas kredit tanpa bunga kepada nasabah, dan keuntungan bagi perbankan dari

nasabah dapat berupa imbalan atau bagi hasil (profit share), hal ini sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 6 huruf (m) tentang Usaha Bank, yaitu : >*

“Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “

33 Pasal 1 angka ( 12), Pasal 6 huruf (m), dan Pasal 13 huruf (¢) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan.
34 Pasal 6 huruf (m) tentang Usaha Bank Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
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Pasal 13 huruf (c) tentang Usaha BPR, menyebutkan :

“Menyediakan pembiayaan bagi nasabah bedasarkan prinsip bagi hasil
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah “

Ketentuan tentang bagi hasil tersebut ditindaklanjuti dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hasil. Pasal 2 ayat 1 tersebut menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah
prinsip bagi hasil berdasarkan syariat, yaitu harus sesuai dengan ketentuan
hukum syariat Islam.>>

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank
Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, secara tegas menetapkan :°¢

1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak
diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan
prinsip bagi hasil.

2)  Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya
tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada perkambangan selanjutnya, pada tanggal 10 Nopember 1998 telah
disahkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat beberapa perubahan dan
penyempurnaan yang bersifat substansial, yang memberikan peluang lebih besar

bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini

35 Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
56 Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
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memberikan penegasan terhadap konsep perbankan syariah dengan mengubah
penyebutan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” menjadi “Bank
Berdasarkan Prinsip Syariah”, serta hadirnya perubahan tersebut menjadi pondasi
yang mempertegas dan memperkuat kedudukan hukum Islam di bidang
perbankan dalam aturan tata hukum positif. >’
Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
ini merupakan momen positif dalam pengembangan perbankan syariah di
Indonesia. Lahirnya undang-undang ini telah membuka kesempatan bagi
perbankan untuk pengembangan jaringan perbankan dengan prisnip syariah,
antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) bagi bank
konvensional, sehingga bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi
para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi 38
a.  Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan Bank Islam
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa
Bank Umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha
berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah
atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum

melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan

57 Pasal 1 ayat (13) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal tersebut
menjelaskan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank
dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya
yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudarabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang
dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip
sewa murni tanpa pilihan (jjarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain (7jarah wa Iqtina’) .

58 Bank Indonesia (BI), Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, ... 41
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tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor
cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang
Syariah. ~ Sedangkan, BPR harus memilih  kegiatan = usaha
berdasarkan prinsip syariah saja, atau berdasarkan sistem
konvensional saja.

b. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang

syariah wajib melaksanakan:

1) Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);

2) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan
oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan

3) Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam
suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan
untuk membayar biaya kantor dan izin-izin berkaitan dengan
kegiatan operasional maupun nonoperasional Kantor Cabang
Syariah (KCS).

Setelah melalui proses yang cukup panjang, tanggal 7 Mei 2008 DPR
telah mensahkan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang ini terdiri dari XIII Bab, 70 pasal. Undang-undang ini
mengatur mengenai : Jenis usaha bank syariah; Ketentuan pelaksanaan syariah;
Kelayakan usaha; Penyaluran dana bank syariah; Larangan bagi bank syariah dan
Unit Usaha Syariah (UUS); dan Kepatuhan Syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional diatur

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

% Ibid
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eksistensi perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya merupakan refleksi dari
kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi
atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas sistem
keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan
masyarkat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang
menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kedudukan undang-undang perbankan syariah merupakan /ex specialis dari
undang-undang perbankan. Hal ini dikarenakan undang-undang perbankan
syariah merupakan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah,
sedangkan undang-undang perbankan mengatur perbankan secara umum, baik
perbankan dengan prinsip syariah maupun konvensional. Dengan demikian jika
dalam undang-undang perbankan syariah ada pengaturan yang berbeda dengan
yang diatur dalam undang-undang perbankan, maka bagi perbankan syariah
payung hukum yang digunakan adalah undang-undang tentang perbankan
syariah.

Untuk memahami alur dalam regulasi peraturan perbankan syariah di

Indonesia, dapat penulis jelaskan dalam bagan skematik sebagai berikut :
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Skema 2.1
Regulasi Peraturan Perbankan Syariah di Indonesia.°

| UUNO0.10Th1998
Tentang Perbankan
(perubahan)

¢ usaha bank umum meliputi
penyedia pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah.

e dasar hukum eksistensi awal
bank syariah.

 hanya boleh full-pledged

* Bank Umum Syariah
Bank pembiayaan Rakyat
Syariah

Unit Usaha Syariah

* Bank umum yang melaksanalan
kegiatan usaha berdasarkan
prinsip Syariah (pasal 1 dan 3)
Boleh konversi dan bank sistem
berganda (UUS)

UU No. 21 Th 2008 |
Tentang Perbankan
Syariah

UU No. 7 Th 1992
Tentang Perbankan

. —

B.  Sengketa Perbankan Syariah

Istilah sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, perkara.®! Kata sengketa,
dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict’ atau “dispute’.%> Sengketa atau
konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi tentang adanya perbedaan
kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih.®® Kosakata “contlict” dalam
Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute’
diterjemahkan dengan kata sengketa. Sebuah konflik, tidak akan berkembang
menjadi suatu sengketa apabila para pihak yang merasa dirugikan hanya
memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah
atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa
dirugikan telah, menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara

langsung maupun kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau

0 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,
(Jakarta : Kencana, 2009), 38-40

®Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2015), 1272

92John. M.Echlos dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris, (Jakarta : PT.
Gramedia, 1996), 138.

3 Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Yogyakarta : Penerbit Citra Media, 2006). 3.
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pihak lain.®*

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa sengketa atau
konflik adalah “Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (percived divergence
of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa
tidak tercapai secara simultan (secara serentak)” © Lebih lanjut Dean G. Pruitt
dan Jeffrey Z. Rubin melihat sengketa dapat terjadi dari perbedaan kepentingan
atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak. Perbedaan kepentingan adalah
berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. Literatur lain
menyebutkan bahwa sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi
dalam  kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk
oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-
organisasi terhadap satu objek permasalahan.®®

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas bila dihubungkan dengan
perbankan syariah dapat dipahami bahwa sengketa perbankan syariah berarti
terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih terhadap
pemenuhan suatu hak dan kewajiban yang secara wajar dan atau semestinya
didapatkan oleh masing-masing pihak dalam aktivitas perbankan syariah.

Terjadinya sengketa perbankan syariah, secara umum berkaitan erat dengan
resiko bisnis (business risk). Resiko pada dasarnya merupakan konsekuensi logis

mengenai ketidakpastian mengenai suatu hasil (keuntungan) yang diperkirakan

4 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : Penerbit Citra Aditya
Bakti, 2002), 1.

% Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 9-10

% DY Witanto, Hukum Acara Mediasi, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), 2.
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dan atau diharapkan akan diterima oleh bank sebagai salah satu bagian unit
dalam aktivitas perbankan syariah.®’
Berkaitan dengan klasifikasi resiko, Afzalur Rahman, membedakan resiko
(gharar) dalam dua kelompok, yaitu 8 :
a. Unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidak
pastian secara dominan.
b. Unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh
salah satu pihak terhadap pihak lain.
Sedangkan Zainul Arifin, membedakan resiko bisnis menjadi dua kelompok
besar, yaitu : ¢
a. Resiko sistematis (sistematic risk), yakni resiko yang diakibatlam oleh
adanya kondisi atau situasi tertetu yang bersifat makro, seperti
perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah,
perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang
berdampak pada kondisi ekonomi secara umum;
b. Resiko yang tidak sitematis (unsistematic risk), yaitu resiko yang unik,

yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

67 Muhammad, Menejemen Bank Syariah. (Yogyakarta : UPP AMD YKPN, 2002), 309-317. Resiko tersebut
meliputi : Resiko kredit (credit risk/ defauld risk) merupakan resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan
kreditur untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta nisbah (margin) sesauai dengan jangka waktu yang
telah ditentukan; Resiko investasi (investment risk) berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian
akibat penurunan nilai pokok dari porto folio surat berharga ; Resiko likuiditas (/iguidity risk) yaitu resiko
yang mungkin dialami oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan lekuiditasnya dalam rangka memenuhi
kpermintaan kredit dan semua penarikan dana oleh peabung pada suatu waktu; Resiko oprasional (operating
risk) yaitu berkenaan dengan kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan
yang disebabkan struktur biaya operasional bank, atau karena terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan
produk-produk baru yang diperkenalkan; Resiko penyelewengan (ffaud risk) yaitu resiko yang berkaitan
dengan kerugian-kerugian dikarnakan ketidak jujuran, penipuan, moral hazart, Resiko fudisia (fiduciary risk)
yaitu yang timbul apabila bank dalam usahanya memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat,
baik untuk individu maupun badan usaha.

8 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4 (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 162

9 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Alfabeta, 2002), 209
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Di samping resiko bisnis (business risk), Omar A. Oseni menambahkan
bahwa pemicu lain yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa di sektor
keuangan syariah adalah ketika terjadi amandemen peraturan, sehingga dengan
adanya perubahan peraturan tersebut, biasanya para pelaku usaha berusaha untuk
memahami hak dan kewajiban mereka dalam peraturan baru yang diterapkan.
Perlu dicatat bahwa industri keuangan Islam dalam yurisdiksi hukum yang
berbeda di seluruh dunia mengalami perubahan peraturan yang signifikan, dan hal
ini menurut Oseni merupakan pemicu potensial dalam sengketa perbankan.
Karenanya amanedemen peraturan perbankan harus mempertimbangkan sifat
unik transaksi keuangan Islam dan prinsip penyelesaian sengketanya.”®

Secara yuridis terdapat tiga jenis sengketa yang biasa terjadi dalam
aktivitas perbankan syariah, yaitu : Wanprestasi.”! ; Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatige daad)).”> Dan Keadaan Memaksa (force majeure).”

70 Omar A. Oseni, “Dispute Management in Islamic Finacial Service and Product : A Magqasid Based
Analysis, Intellectual Discourse”, Jurnal Vol. 23 : Special issue (2015), (Malaysia : IITUM Press.), 379.

7 Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat
memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.
Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu : 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 2. Sehubungan
dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi
sama sekali; 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 4. Apabila prestasi debitur masih dapat
diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 5.
Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Lihat Nindyo Pramono, Hukum Komersil (Jakarta: Pusat
Penerbitan UT, 2003), 221, dan R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian (Jakarta: Putra Abadin, 1999),
18

72 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan perbuatan yang melanggar hak subyetif orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat Undang-Undang sendiri Atau dengan kata lain, diartikan
sebagai setiap perbuatan melanggar Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata dan
Pasal 1366 KUH. Perdata, Kedua pasal tersebut berbunyi : Pasal 1365 : “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sedangkan Pasal 1366 menyebutkan: “Setiap
orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga
untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya” lihat Subekti dan Tjitrosudibio,
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,; (Jakarta : Pradnya Paramita, cet. XXIII 1990),. 288- 289.

73 Keadaan memaksa (force majeure), merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan salah satu aau semua
pihak tidak dapat melaksankan kewajiba dan atau haknya tanpa harus memberikan alasan sah kepada pihak
lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya
(dan/atau haknya) karena keadaan kahar itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak
dapat melaksanakan kewajibannya itu”. Lihat Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang
Kontrak (Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2001), 66., Lihat pula, R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum
Perikatan..., 27
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C. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk
mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti
semula. Yaitu sebagai upaya pemulihan hubungan para pihak bersengketa secara
sosial, maupun secara hukum.”

Dalam hal bagaimana cara penyelesaian sengketa, Dean G Pruitt dan
Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa,
yaitu: 70

a)  Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi

yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

b)  Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia

menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.

c)  Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative

penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak.

d)  With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi

sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e)  In action(diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, ahli antropologi hukum, telah
mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, baik
dalam masyarakat tradisional maupun modern. yaitu : 7°

a)  Lumping it (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan

tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil

74 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung : Penerbit Citra Aditya
Bakti, 2002), 3

75 Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Konflik Sosial... 4 - 6.

76 Laura Nader & Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies, (New York : Columbia
University Press, 1978). 9-11.
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b)

d)

keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang
menimbulkan tuntutannya dan memilih untuk meneruskan
hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan tersebut. Ini
dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor
informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke
peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak
diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih
besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun
pisikologis.

Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih
untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang
merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan
tersebut. Dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan
mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada
pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat
memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada
umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan
merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang
dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya
pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya

untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka
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sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-
aturan yang ada.

e)  Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak
yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak
ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa,
atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah
mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh
orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang
bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan
digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil
(paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator
juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

f)  Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa
sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan
sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan
dari arbitrator tersebut.

g) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai
wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari
keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak
membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak
ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu

tradisonal, alternative dispute resolution (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional
adalah /umping it (membiarkan saja), avoidance (mengelak) dan coercion

=75 -



(paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-
undangan. 7’
Penyelesaian sengketa haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan

sesuai dengan aturan yang berlaku (disepakati) serta untuk kebaikan sebagaimana

firman Allah dalam al-qur’an surah al-Baqarah ayat 148, yaitu:

c 2 2 -
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-

Artinya. “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat)
kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu”. 8
Penyelesaian sengketa dalam bidang perbankan syariah, secara umum dapat
ditempuh melalui 2 (dua) cari, yaitu melaui prosedur Alternatit’ Dispute
Resolution (non litigasi) dan prosedur /itigasi, berikut penjelasannya masing-
masing :.
1.  Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi (A/ternatif Dispute Resolution)
Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu proses penyelesaian
sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau
dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak
ketiga yang bersifat netral.”

Terdapat beragam bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal

dan lazim digunakan, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 30

77 Ibid., 11-12

78 Mahmud Yunus, 7af$ir Qur’an Karim, (Jakarta : Hidakarya Agung, cet. XXVIII, 1990), 3,

7% Joni Emerzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama),
38.
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Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS),

dapat kita temui sekurang-kurangnya terdapat 7 (tujuh) tata cara penyelesaian

sengketa alternatif (non litigasi) yang meliputi : Konsultasi; Negosiasi;

Konsiliasi; Penilaian ahli; Pencari Fakta; Mediasi; dan Arbitrase, berikut

penjelasan masing-masing: %

a)  Konsultasi

Tidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan di dalam
undang-undang No. 30 tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari
konsultasi pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang
bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien
dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan
pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang
menyatakan sifat keterkaitan atau kewajiban untuk memenuhi dan
mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan.?!

Peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau
sengketa yang ada tidak dominan, konsultan hanya memberikan pendapat
(hukum) yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa
tersebut akan diambil sendiri oleh klien.®?

b)  Negosiasi
Negosiasi merupakan salah satu upaya yang paling cepat, tepat, aman
dan convidential, negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa oleh para

pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan komunikasi dua

80 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 90.

81 Tbid.

82 Tbid

, 86
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arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah
pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, yang
merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan
penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga.®?

Pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu proses alternatif
penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun ada kalanya
dilakukan secara formal, melalui negosiasi para pihak yang bersengketa
dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban
para pihak dengan melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan
“win-win" atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.34
c¢) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan wusaha perdamaian dengan menggunakan
bantuan pihak ketiga yang disebut konsiliator dengan mengupayakan
pertemuan di antara pihak yang berselisih  untuk mengupayakan
perdamaian. Konsiliator tidak harus duduk bersama dalam perundingan
dengan para pihak yang berselisih, konsiliator biasanya tidak terlibat
secara mendalam atas substansi dari perselisihan.®> Konsiliasi dapat juga
diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.?¢

8 Suyud Margono, Alternatit Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum,
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), 23

8 Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis,... 88

85 Hotman Paris Hutapea, Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan, Makalah yang dipresentasikan
pada Penataran Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2007, 4

8 Joni Emerzon, Alternatit Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ..., 91
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d)  Penilaian Ahli (experts determination)

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak
dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang
sedang terjadi.?’

e). Pencari fakta (fact finding)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para
pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para
ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau
penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan
dapat mengakhiri sengketa.’?

f). Mediasi (mnediation)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti
sebagai proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan sebagai penasihat.®® Dari defensi mediasi tersebut, sekurang-
kurangnya terdapat tiga unsur penting dalam mediasi, yaitu :

1) Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau

sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.

2)  Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-

pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

3) Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut

bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan

apa-apa dalam pengambilan keputusan

87 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2010),19.

8 Tbid., 17

8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia...,
569., Lihat pula, John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia..., 377
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Pendefinisian mediasi yang agak luas diuraikan oleh The National
Alternative Dispute Resolution Advisory Council, sebagaimana dijelaskan
oleh David Spencer and Michael Borgan, dalam bukunya Mediation Law
and Practice di yaitu : *°

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance
of a dispute resolution practioner (a mediator), identify the dispute issues,
develop options, consider alternatives and endeavour to reach an
agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to
the content of dispute or the outcome of its resolution,but may advise on or

determine the process of mediation where by resolution is attempted.

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa, yang dilakukan
oleh para pihak bersengketa dengan bantuan seorang praktisi penyelesaian
sengketa (mediator), dalam mengidentifikasi masalah yang disengketakan,
dengan cara mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif
serta berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Mediator tidak
memiliki peran yang menetukan dalam memutuskan isi sengketa atau hasil
dari resolusi persengketaan tersebut. Tetapi mediator dapat memberikan

saran atau menentukan proses untuk mengupayakan sebuah penyelesaian.

g). Arbitrase (arbitration)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan, bahwa arbitrase
adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit,
sedangkan orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang
bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua

belah pihak disebut arbiter.’! Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi

% David Spencer and Michael Borgan, Mediation Law and Practice, (Cambridge:Cambridge University
Press, 2006), 9
°l Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), 55
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(ELIPS), mengartikan; arbitrase atau perwasitan sebagai  metode
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas
persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit
mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sedangkan arbitrator, arbiter,
wasit adalah orang yang bukan hakim yang bertugas memeriksa dan
mengadili perkara menurut tata cara perwasitan.”?

Abdulkadir Muhammad memberikan batasan yang lebih rinci
tentang arbitrase sebagai berikut:%?

“Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan
umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah
peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh
pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar
pengadilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak
bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat
sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak dalam hukum perdata”.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan :
“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase
yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para
pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase
tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

Sedangkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

%2 Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, (Jakarta : ELIPS
Project,1997), 7
93 Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993),
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Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan “Para
pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi
antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”.

2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, pengadilan yang
berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara /itigasi, adalah
Pengadilan Agama.”* Tatacara penyelesaian sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama, dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara perdata, yaitu
berdasarkan ketentuan Pasal 115 Rbg atau pasal 130 HIR ayat (1) dan (2) jo.
Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Berdasarkan ketentuan tentang tata cara penyelesaian sengketa perbankan
syariah, dapat dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu : pertama, melalui
acara pemeriksaan gugatan sederhana (Small Claim Court/ Mini Court Trial); dan
kedua, melalui acara gugatan biasa (Court Trial). Berikut secara singkat
penjelasan masing-masing :

a)  Acara Gugatan Sederhana (Small Claim Court/ Mini Court Trial)

Payung hukum acara pemeriksaan perkara secara sederhana adalah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Yaitu dengan tahapan sebagai berikut :

%4 Kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa di bidang perbankan syariah, didasarkan pada ketentuan
Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sebagaimana dirubah dengan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 55 ayat
(1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Nomor 93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013.
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1). Tahap Pendaftaran

Penggugat mendaftarkan gugatannya di  kepaniteraan
pengadilan dan dapat juga dengan cara mengisi gugatan berupa
blanko yang sudah disiapkan oleh kepaniteraan, formulir tersebut
berisi keterangan tentang antara lain identitas penggugat dan
tergugat, penjelasan ringkas tentang duduknya perkara; dan isi
tuntutan Penggugat. Dan pada saat pendaftaran perkara, penggugat
wajib melampirkan alat bukti surat yang telah dilegalisasi oleh
pejabat berwenang (panitera).”>
2). Tahap Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Dalam tahap ini Panitera Pengadilan Agama melakukan
pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana yang meliputi :
Pertama, pembatasan nilai kerugian materiil, paling banyak sebesar
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Dan kedua, pembatasan
dalam hal jenis sengketa yang diajukan.’®

Gugatan sederhana yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana di atas kemudian dicatat dalam buku register khusus
gugatan sederhana. Jika terdapat yang tidak memenuhi syarat sebagai

gugatan sederhana, maka panitera mengembalikan gugatan kepada

% Pasal 4 PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi

% Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan Pasal 3 PERMA Nomor 14 tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah. Selain pembatasan nilai sengketa
dan jenis perkara, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, juga memberikan kualifikasi
gugatan sederhana sebagai berikut : a) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan
tergugat yang rnasing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna;
b)Terhadap Tergugat yang tidak diketahui ternpat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana; c)
Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukurn Pengadilan yang sama; d)
Penggugat dan Tergugat wajib rnenghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di
dampingi oleh kuasa hukum
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Penggugat dan menyarankan untuk mengajukan perkara dengan acara
biasa.”’
3). Penetapan Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dalam
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), serta memerintahkan kepada
Penggugat untuk membayar melalui Bank. Bagi Penggugat yang
tidak mampu dapat mengajukan permohonan secara cuma-cuma atau
prodeo.’®.

4). Pemeriksaan Pendahuluan

Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan gugatan sederhana,
diberikan kewenangan juga untuk Pemeriksaan Pendahuluan apakah
materi gugatan sederhana sesuai dengan persyaratan yang ditentukan,
dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. %

Apabila tidak sesuai syarat atau tidak termasuk dalam gugatan
sederhana menurut hakim, maka hakim mengeluarkan penetapan
yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana.
Berdasarkan penetapan tersebut panitera mencoret dari register
perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada
penggugat. Terhadap penetapan sebagaimana Pasal 11 ayat (3)
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sedrrhana dan tidak
100

dapat dilakukan upaya hukum apapun.

5). Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak

7 Ridwan Masyur dan D.Y Witanto, Gugatan Sederhana : Teori, Praktek dan Permasalahannya, (Pustaka
Dunia, Cet. I, 2017), 126-127

% Ibid., 31

% Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana,

100 Ridwan Masyur dan D.Y Witanto, Gugatan Sederhana : Teori, Praktek ... 125-126
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Setelah perjara gugatan sederhana yang diterima oleh hakim
pemeriksa, selanjutnya ditetapkan hari sidang pertama (PHS).
Kemudian memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak
supaya hadir dalam persidangan yang sudah ditentukan. Jarak
pemanggilan dengan persidangan khusus untuk gugatan sederhana
perkara ekonomi syariah paling lambat 2 (dua) hari kerja. Dalam hal
tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang
berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa
dan diputus secara contradictoir.!?!

6). Upaya Perdamaian

Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memberikan
saran dan masukan kepada kedua pihak, termasuk menyarankan
kepada kedua pihak untuk melakukan perdamaian di luar
persidangan, dan upaya perdamaian dalam gugatan sederhana
menyimpangi ketentuan mediasi sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.!'??

7).  Pemeriksaan Sidang dan Pembuktian
Dalam pemeriksaan perkara sederhana, Hakim pemeriksa diwajibkan
untuk berperan aktif. Peran aktif hakim pemeriksa perkara dalam hal

ini merliputi :1%3

101 Pagal 13 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor
14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah
102 Pasal 10 PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi

103 Pagal 14 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana
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b)

g)

Pemberian penjelasan mengenai acara gugatan sederhana
secara berimbang kepada penggugat dan tergugat.

Upaya penyelesaian perkara secara damai, termasuk
menyarankan kepada kedua pihak untuk melakukan
perdamaian di luar persidangan.

Bimbingan kedua pihak dalam pembuktian.

Penjelasan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para
pihak.

Peran aktif Hakim dilakukan di persidangan yang dihadiri
kedua pihak.

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada sidang
pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan dan jawaban tergugat.

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak
dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,

intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

Pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan

provisi,

eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik duplik atau

kesimpulan. Jadi apabila tergugat ingin menjawab gugatan penggugat

lebih lanjut dan tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh

hakim, maka dapat mengajukan upaya hukum kepada ketua

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.!%4

8). Upaya Hukum

104 Pagal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana
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Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan gugatan
sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Terdapat akta
pernyataan keberatan yang telah disediakan yang ditandatangani di
hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan keberatan. Batas
waktu pengajuan permohonan keberatan diajukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan, atau setelah
pemberitahuan putusan. Apabila waktunya terlampaui, maka ketua
pengadilan membuat pernyataan keberatan tidak dapat diterima yang
didasarkan pada surat keterangan panitera, bahwa batas waktu
mengajukan keberatan sudah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.'?®
9). Pemeriksaan Berkas Permohonan Keberatan

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas
keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Bisa dalam bentuk
alasan-alasan yang dituangkan dalam akta keberatan, memuat
pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan yang kemudian
disampaikan kepada termohon keberatan dalam tenggat waktu 3
(tiga) hari kerja setelah pemberitahuan keberatan.!%

10). Pemeriksaan Keberatan

Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar pada

putusan dan berkas keberatan disertai dengan memori dan kontra

memori keberata, serta tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

105 Ridwan Masyur dan D.Y Witanto, Gugatan Sederhana : Teori, Praktek..., 192
106 Pagal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (b), PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Gugatan Sederhana.
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Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa majelis hakim
sudah harus memutuskan perkara keberatan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja. 107

Setelah tanggal penetapan majelis hakim, maka ditetapkan pula
penetapan hari sidang oleh majelis hakim yang telah ditunjuk
tersebut. Dalam menangani permohonan keberatan ini, majelis hakim
tidak perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pihak
dalam persidangan. Akan tetapi, majelis hakim cukup mempelajari
berkas yang ada seperti layaknya pemeriksaan hakim pada tingkat
banding atau kasasi.'%8

Ketentuan pemberitahuan putusan keberatan disampaikan
kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan
diucapkan, karena pemeriksaan keberatan tidak dilakukan dengan
menghadirkan para pihak layaknya seperti pemeriksaan perkara
banding dan kasasi. Selanjutnya putusan keberatan sudah
berkekuatan hukum tetap dan final sejak pemberitahuan sudah
disampaikan kepada para pihak, sehingga tidak ada lagi upaya hukum
banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang bisa dilakukan
oleh para pihak.'®
11). Pelaksanaan Putusan

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, setelah dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diajukan keberatan atau setelah

107 Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
108 Ridwan Masyur dan D.Y Witanto, Gugatan Sederhana : Teori, Praktek..., 197-198

109 Tbid
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putusan keberatan disampaikan kepada para pihak, maka putusan

dilaksanakan secara sukarela, dan apabila tidak bersedia secara

sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum

acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 225

HIR/259 RBg.!10

Untuk mempermudah mengetahui bagaimana alur pendaftaran dan

tahapan persidangan perkara dengan katagori gugatan sederhana, dapat

penulis jelaskan melalui skematik sebagai berikut :

Skema 2.2

Proses Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana.!!!

| Penetapan Panjar / Prodeo
Berkas )
—_— Meja | / Ketua
Perka ra Berkas Lengkap
Berkas Tidak
".I * <=200jt Lengkap
\ * Wanprestasi / PMH Membayar
I'u . 1vs1 Panjar
\ L. Perkara
| * Prinsipal
| * Satu wilayah -
I'.I * Bukan perkara
g Pengadilan Khusus
\ « Bukan tanah
| « Tidak ghaib
|+ Lampiran bukti surat
IL____'
| Register Khusus Gugatan Sederhana
Penetapan Panitera Penetapan Hakim Tunggal l
Sidang

110 Pasal 13 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah

11 Diolah dari Pasal 5 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015tentang Gugatan Sederhana dengan modifikasi.
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Skema 2.3

Proses Persidangan Perkara Gugatan Sederhana !'?

Berhasil |——|P ('?kta. |—| Putusan I
Pertama Pembacaan
Gugatan
Jawaban |—-| diakui |—-| Putusan I

Tidak

berhasil Tidak Diakui

Upaya
Putusan I-—I Hukum I

b.  Penyelesaian Melalui Acara Biasa ( 7rial Court)

Pemeriksaan sengketa perbankan syariah yang tidak termasuk dalam
kategori gugatan sederhana, dilakukan dengan acara biasa (7rial Court).
Proses pemeriksaan ini berpedoman pada hukum acara yang berlaku secara
umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah

Agung.'13

112 Ridwan Masyur dan D.Y Witanto, Gugatan Sederhana : Teori, Praktek..., 111-139.

113 Pasal 7 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi
Syariah. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan perkara sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama, meliputi : 1). Tidak mengandung klausula arbitrase, hal ini
dimaksudkan untuk menentukan jangkauan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan
mengadili perkara. Apabila terdapat kalusul arbitrase dalam perjanjian, maka Pengadilan Agama wajib
menyatakan diri tidak berwenang; 2). Pelajari secara cermat perjanjian yang mendasari kerjasama antar
pihak. Hukum perjanjian yang dapat dijadikan pedoman, sebagaiman yang diatur dalam KUH Perdata Pasal
1233 - Pasal 1864, yaitu yang disebut dengan perjanjian nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak
diatur dalam KUH Perdata seperti kontrak production sharing, kontrak join ventura, kontrak karya, leasing,
franchise dan lain-lain, yang disebut dengan perjanjian in nominaat, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh
dalam praktek kehidupan masyarakat. Karena itu, perjanjian tersebut harus relevan dengan perjanjian Islam
yang mendasarkan pada ketentuan a/-Qur'an dan al-Hadith; 3) Perhatikan prinsip utama dalam perkara
perbankan syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam memeriksa dan menyelesaikan
perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama, karena itu Hakim pemeriksa harus berhati-hati dan
memperhatikan apakah suatu perjanjian yang dibaut telah sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata, dan tidak
bertentang dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.
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Untuk mempermudah mengetahui bagaiaman proses acara
pemeriksaan perkara perbankan syariah dengan acara biasa (court trial),
secara skematik dapat di uraikan sebagai berikut :

Skema 2.3

Alur Peradilan Gugatan Biasa.!'*

Akta

Berhasil Putusan .
Perdamaian

: Pembacaan
Sidang Gugatan
Pertama
o Jawaban
Mediasi

Replik

Duplik

Tidak
berhasil

Bukti
Kesimpulan

Putusan Banding

Upaya

Hukum Kasasi

o
=

D. Mediasi Yudisial (court annexed mediation)

Secara historis, court annexed mediation di Indonesia diperkenalkan pada
tahun 2002 sejak diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA)
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan

Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dalam pasal 130 HIR/154 RBg,

Lihat, Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik, (Jakarta : PT. Kencana,
Ed.1, 2017). 117- 125., Lihat juga. Salim HS, Hukum Kontrak : Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak
(Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 150.

114 H.P. Panggabean, Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata Dalam HIR, (Bandung : PT ALUMNI, Cet
1,2015), 64.
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yang bertujuan untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat
Edaran tersebut mengatur antara lain:!''3

a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar
sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan
ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja
menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan
selama ini.

b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator
untuk membantu para pihak yang berpekara untuk mencapai
perdamaian.

c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak
dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk
menjaga objektifitas.

d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat
diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua
Pengadilan.

e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan
tertulis dan ditandatangan oleh para pihak.

Perkembangan selanjutnya, sejak tanggal 11 September 2003, Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai, dikukuhkan oleh Mahkamah
Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 tahun 2003,

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terbitnya PERMA ini mencabut Surat

115 Lihat Konsideran SEMA (Surat Edarah Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan
Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
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Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan
Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, karena dipandang belum
lengkap.!1®

Mariana Sutadi, Ketua Muda Mahkamah Agung RI urusan pengawasan,
yang juga ketua kelompok kerja (pokja) program mediasi (2003), memberikan
pemaparan tentang latarbelakang dikeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beliau menjelaskan bahwa latar
belakang diterbitkannya PERMA disebabkan menumpuknya perkara di
Mahkamah Agung RI, dan adanya prosedur pengadilan yang menjadi tidak murah
atau lama. Beliau juga menegaskan bahwa lahirnya PERMA tentang mediasi
peradilan tersebut bukan untuk menggantikan posisi pengadilan, tetapi untuk
melengkapi. 7

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 kemudian
direvisi kembali dengan diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, kehadiran PERMA ini merupakan penegasan
ulang terhadap PERMA sebelumnya untuk memberikan kepastian, ketertiban,
kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu
sengketa. Hal ini dapat dilakukan dengan menginsentifkan dan mengintegrasian
proses mediasi kedalam prosedur berpekara di pengadilan. Mediasi mendapat

kedudukan penting dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, sebagai bagian

beracara yang wajib ada dalam proses berperkara di pengadilan, yang

116 Tbid

7 Tim Pokja, “Mediasi dan Court Annexed Mediation”, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah
Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta 17-18 Februari 2004, tim editor Emi Yuhassarie
dkk, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), xxxi.
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berkonsekuensi, bila Hakim melanggar dan enggan untuk menerapkan mediasi,
maka produk putusan hakim tersebut batal demi hukum. '3

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mengatur
secara tegas terkait jenis perkara yang dapat diupayakan mediasi, yaitu semua
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara
yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, perkara yang diselesaikan melalui
Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
sengketa Konsumen (BPSK), dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU).!"”

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 kemudian
diperbaharui lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, PERMA ini merupakan perubahan ketiga yang
dimaksudkan agar proses mediasi yang dilakukan lebih berdaya guna dalam
penyelesaian sengketa.

Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini dilatarbelakangi bahwa
perlu adanya pengembangan pengaturan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008
terutama dalam beberapa poin tertentu guna dapat secara efektif mendamaikan
para pihak yang bersengketa. Terdapat beberapa hal penting yang menjadi
pembeda antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya,

antara lain sebagai berikut : 2

18 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan
Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, (Bandung : PT. Alumni, 2013), 124
119 Ibid., Pasal 4

120 Thalis Noor Cahyadi. Poin Penting yang diatur dalam PERMA Nomor Tahun 2016. Dikutip dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fdS/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-
tahun-2016. Di akses pada tanggal 18 Oktober 2017
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Batas waktu mediasi dipersingkat menjadi 30 hari dari yang
sebelumnya 40 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan
Mediasi.

Terdapat kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri pertemuan
Mediasi kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan, di bawah
pengampuan, tempat tinggal di luar negeri atau sedang menjalankan
tugas profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Terdapat pengaturan khusus tentang itikad baik dalam proses mediasi
dengan akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam

proses Mediasi.

Kemudian, manfaat yang diharapkan dalam aplikasi court annexed

mediation di Pengadilan Agama, menurut Bagir Manan antara lain meliputi :

a.

. 121

Asas dalam Mediasi: win-win solution yang berarti keuntungan dari
kedua belah pihak diutamakan, tidak hanya kemenangan dalam sisi
ekonomi tetapi dari sisi moril atau reputasi. Putusan Mediasi tidak
mendasarkan pada pertimbangan dan dasar hukum, melainkan atas
dasar kesejajaran, kepatutan dan keadilan;

Waktu penyelesaian melalui Mediasi yang relatif singkat: waktu yang
panjang dalam berperkara dapat menjadikan beban ekonomi yang
semakin berat bagi para pihak, belum lagi beban psikologis yang dapat
juga mempengaruhi sikap para pihak yang berperkara;

Bagi orang Indonesia, berperkara menimbulkan efek Sosial: berperkara

dengan jalur litigasi dapat menyebabkan putusnya hubungan

121 Bagir Manan. “Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”. Majalah Varia Peradilan Nomor
248 Juli 2006., 5-16
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persaudaraan ataupun hubungan sosial. Tidak hanya efek sosial
diantara kedua belah pihak yang berperkara, namun dapat juga meluas
hingga hubungan kekerabatan;

Mediasi sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia:
masyarakat Indonesia mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban,
kekeluargaan dan gotong royong, atas dasar-dasar tersebut telah
membentuk tingkah laku, toleransi, mudah memaatkan dan
mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama;
Mediasi merupakan gejala global: menyadari sulitnya berperkara
(ongkos, waktu, kompleksitas hukum, dan lain-lain), mediasi

merupakan alternative penyelesaian sengketa yang pesat berkembang;

Sedangkan dalam perspektif penyelenggaraan prosees peradilan, court

annexed mediation memiliki beberapa keuntungan yang secara garis besar

digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedur

sederhana. Namun terlepas dari itu, sisi negatif dari penyelesaian sengketa

dengan cara mediasi, dapat saja salah satu pihak yang mempunyai -itikad tidak

baik- menjadikan proses ini sebagai peluang mendapatkan informasi sebanyak

mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi dan mediator yang

mempunyai kemungkinan akan keberatan atas tuntutan para pihak apabila

dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Namun, hal ini dapat diantisipasi

melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode etik mediator tidak dapat

dituntut untuk suatu rahasia yang diberikannya selama proses mediasi. '2
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Penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah memerlukan
penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya ringan serta memiliki kekuatan
hukum yang mengikat (/egally enforceable). Sehingga dalam hal inilah
diperlukan adanya model mediasi di Pengadilan Agama, yang tepat dan aplikatif
dalam penyelesaian sengketa, khususnya di bidang perbankan syariah.

Pemilahan model court annexed mediation, secara praktis dimaksudkan
agar mediator dapat menemukan pemecahan masalah dengan baik, hal ini juga
dimaksudkan untuk menemukan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam
perspektif mediator. Model mediasi dalam perspektif ini mengarahkan peran
mediator pada tujuan untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah dan
kemudian mengidentifikasi penyelesaian sengketa (problem solving) secara tepat
dan dapat diterima bersama.!'?3

Banyak pakar mediasi yang telah melahirkan pendapat mengenai model
mediasi, sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka, salah satunya adalah
Profesor Laourence Boulle dalam bukunya “Mediation : Principle Process
Practice’ yang menjadi rujukan mediator di sseluruh dunia.'** Boulle membagi
mediasi dalam 4 (empat) model mediasi yang kemudian dirangkum oleh
Indonesian Institute for Conflict Trasformation (IICT) dalam materi pelatihan
sertifikasi mediator di Pengadilan yang berjudul “Bentuk Penyelesaian Sengketa
Pada Umumnya” , yaitu model penyelesaian (settlement mediation), model

fasilitatif (facilitative mediation), model transfromatif (fransformative

123 1 Made Widnyana, Alternatif Penyelesain Sengketa dan Arbitrase, (Fikahati Aneska, 2014), 118
124 Lawrence Boulle & The Hwee Hwee. Mediation Principle Process Practice. (Singapore : Butterworths
Asia, 2000), 44-45.
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mediation), dan model evaluatif (evaluative mediation).'> Berikut
penjelasannya:
a)  Model Mediasi Settlement (Compromise)

Model ini dikenal dengan mediasi kompromi yang merupakan mediasi
dengan tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan
kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

Mediator dalam model mediasi ini, diutamakan mediator yang berdedikasi
tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik mediasi, peran
mediator pada tipe ini adalah menentukan posisi para pihak dan melakukan
berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.!2
b)  Model Mediasi Facilitative.

Model Facilitative mediation disebut juga sebagai mediasi yang berbasis
kepentingan (interest-based) dan problem solving yang bertujuan untuk
menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan
menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal
mereka. '¥7 Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses dan menguasai
teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal
yang disengketakan tidak terlalu penting. Mediator juga harus dapat memimpin
proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara disputants,
128

serta meningkatkan upaya-upaya negoisasi yang mengupayakan kesepakatan.

¢)  Model Mediasi 7ransformative

125 Ibid

126 Arief Surowidjojo, “Mediasi Dalam Konteks Sengketa International”, Lampiran makalah dalam Mediasi
dan Court Annexed Mediation : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan
Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), 153.

127 Allan J. Stitt, Mediation: A Practical Guide. (London: Routledge Cavendish, 2004), 2

128 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan ... 96 -97
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Mediasi model ini juga dikenal dengan mediasi terapi ( 7herapeutic) dan
rekonsiliasi, yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari
munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa, dengan
pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan
dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. '*°

Fokus model ini pada penyelesaian secara komprehensif, yang tidak
terbatas hanya pada penyelesaian sengketanya saja, namun juga rekonsiliasi
antara para pihak, sehingga out put yang diharapkan adalah selesainya sengketa
dan juga para pihak benar-benar menjadi baik tetap berhubungan baik. Proses
negosiasi yang mengarah ke pengambilan keputusan tidak akan dimulai, sebelum
masalah emosional antara para pihak yang berselisih diselesaikan.

Peran mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan
menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional hingga para pihak
yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
Sehingga mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam "counseling" dan juga
proses serta teknik mediasi. Penekanannya mediasi lebih ke arah terapi, baik
pada tahapan pre-mediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi, dan biasanya
digunakan dalam family dispute (sengketa keluarga) seperti perceraian, perwalian
anak.

d) Model Mediasi Evaluative.
Model mediasi evaluatif dikenal juga sebagai mediasi normative,

merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan

berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang

6 Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, The Promise of Mediation: Transformative Approach to
Conflict. (USA: Willey, 2004), 41
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diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini Mediator harus seorang yang ahli dan

menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam

teknik-teknik Mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh Mediator dalam hal ini

ialah memberikan saran serta mempresentasikan kepada para disputants, serta

memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.

130

Untuk mempermudah pemahaman dalam membandingkan keempat model

mediasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. :

Tabel 2.4
Tabel Perbandingan Model Mediasi'®!
Mediasi Mediasi Mediasi Mediasi
penyelesaian fasilitastif trasformatif evaluatif
Juga disebut Mediasi Mediasi Mediasi terapi | Mediasi nasehat
kompromi pemecahan atau
masalah rekonsiliasi
Tujuan Mencari titik Menghindari Menangani Menemukan
utama tengan posisi posisi, mencari penyebab kesepakatan
para pihak kepentingan masalah untuk sesuai dengan
yang mendasari memperbaiki hak-hak para
posisi hubungan para pihak
pihak
Mediator Orang yang Orang yang Keahliand alam | Punya keahlian
dihormati punya keahlian konseling dan | substantif dalam
dalam teknik mediasi kerja sosial, kasus, tidak
masyarakat, pemahaman harus punya
tidak harus penyebab keahlian mediasi
punya keahlian psikologi
mediasi konflik
Peran utama Mencari Melaksanakan Teknik terapi, Memberi
Mediator kompromi, proses dan diagnosa dan nasehat dan
jalan tengah menjaga menengahi penilaian
komunikasi para masalah
pihak hubungan
Ciri lain Peran Mediator | Campur tangan Pengambilan Campur tangan
dalam hal Mediator lemah, keputusan Mediator kuat
prosedur para pihak ditunda sampai
dangan didorong untuk masalah
terbatas, kreatif guna hubungan
perundingan memenuhi dapat diatasi
posisional kepentingan
secara adil
Bidang Sengketa Sengketa Sengketa suami Sengketa

130 Allan J. Stiitt., Mediation: A Practical Guide..., 2
131 Hakimah Yaacob, Alfernative Dispute Resolution (ADR), Expanding Option In Local and Cross Border
Islamic Cases, (ISRA Saries in Contempory Islamic Finance, 2012), 43-44.
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penerapan dagang dan masyarakat, istri, orang tua dagang dan
bisnis keluarga, dan anak, bisnis,
lingkungan hubungan diskriminasi,
hidup, berlanjut harta
kemitraan perkawinan
Kekuatan Dipahami oleh Dapat Dapat Mirip dengan
para pihak, memanfaatkan dihasilkan proses
tidak sulit mufakat secara | penyembuhan | pengadilan yang
dilakukan maksimal dari pada mengutamakan
sekedar hak para pihak
penyelesaian
kelemahan Mengabaikan Memakan Dapat Tidak
kepentingan waktu lama, memakan mengajarkan
para pihak perlu keahlian | waktu lama dan inisiatif dan
negoisasi tanpa keterampilan
penyelesaian, para pihak
terdapat karena Mediator
ambigu antara aktif dan
konseling dan direktif, tidak
mediasi jelas batas
antara mediasi
dan arbitrase

Dilihat dari tujuan utama keempat model tersebut di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa model mediasi penyelesaian (sett/lement) mengutamakan pada
tercapainya kesepakatan, walaupun untuk itu para pihak harus bersedia mengalah
atau berkompromi. Hal ini berarti model mediasi penyelesaian sesuai dengan
mekanisme musyawarah. Sebaliknya bagi model mediasi fasilitatif (facilitative),
kepentingan yang melatarbelakangi posisi seseorang sangatlah penting (interest-
based), sehingga dapat menghasilkan solusi kreatif tanpa mengorbankan hak
seseorang.'’? Bagi model mediasi transformatif (transformative mediation),
menghasilkan kesepakatan bukanlah menjadi tujuan utama karena yang paling

133

penting hubungan baik tetap terjaga,’”” untuk itu dialog antar para pihak yang

bersengketa harus tetap terjaga dalam proses mediasi agar dapat menemukan

132 Joseph Stulberg, Facilitative Versus Evaluatit Mediator Orientation : Piercing the “Grid” Lock, (Florida
State University Law Review, 1997), 24
133 JP Lederach, The Little Book of Conflict Transformation, (Philadelphia : Good Book, 2003), 21
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cara penyembuhan (healing process)."** Sedangkan dalam model mediasi
evaluatif (evaluative), hak para pihak sesuai dengan fakta hukum yang ada sangat
dilindungi.'?

Ditinjau dari sudut mediator yang menengahi sengketa, hanya mediasi
fasilitatif yang mensyaratkan seorang mediator untuk memiliki sk7// dan keahlian
yang mumpuni dalam melangsungkan proses mediasi. Syarat ini memang vital
karena tujuan utama dari model mediasi ini adalah mencari bentuk kesepakatan
yang kreatif tanpa merugikan hak dan kepentingan salah satu pihak. Tiga model
mediasi yang lain lebih mementingkan keahlian mediator yang sesuai dengan

substansi perkara.

134 Mark Umbreit and Jean Greenwood, The Mediation Process : Phases and Task, in The Handbook of
Victim Offender Mediation : An Essential Guide to Practice and Research. (San Fransisco : Jossey Bass,
2001) 45

135 Kimberlee Kovach and Lela P. Love, “Evaluation Mediation is an Oxymaron”, Alternative to The High
Cost of Litigation, Jurnal Alternative, Volume 14, Issu 3 1996, 31., Diakses melalui
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15494381/1996/14/3, tanggal 07 Maret 2019
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BAB III
MEDIASI SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA

SURABAYA, SIDOARJO DAN MOJOKERTO

A.  Profil Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo serta Mojokerto dan Sengketa

Perbankan Syariah

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu yang diatur dalam Undang—Undang. Kekuasaan kehakiman di
lingkungan peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi negara. '3

Fokus kajian pada disertasi ini, dilakukan pada 3 (tiga) wilayah Pengadilan
Agama di wilayah Jawa Timur, yaitu Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan
Agama Sidoarjo, dan Pengadilan Agama Mojokerto dengan pertimbangan bahwa
karakteristik masyarakat pada tiga wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki
tingkat kemapanan ekonomi yang stabil dan berkembang, khususnya dalam
kegiatan ekonomi berbasis syariah, di samping pertimbangan dari segi kuantitas
perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama tersebut yang memiliki jumlah
terbanyak dibandingkan Pengadilan Agama lain dalam wilayah Pengadilan
Tinggi Agama Jawa Timur.

Berikut penulis sajikan profil singkat Pengadilan Agama Surabaya,
Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto, sebagai lokasi

penelitian ini, serta perkara sengketa perbankan syariah dan pelaksanaan

136 http://www.pta-surabaya.go.id/index.php/profil-institusi/sejarah, diakses tanggal 04 Nopember 2017
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mediasinya oleh mediator yang ditunjuk hakim pemeriksa perkara, yaitu sebagai
berikut :
1.  Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya merupakan lembaga peradilan tingkat
pertama kelas 1A Khusus yang berkantor di jalan Ketintang Madya VI/3
Surabaya. Yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Surabaya meliputi 160
(seratus enam puluh) kelurahan dan 31 (tiga puluh satu) kecamatan, dengan
luas wilayah 33.306,30 Km? dengan jumlah penduduk 2.864.343 (dua juta
delapan ratus enam puluh empat tiga ratus empat puluh tiga ) jiwa. '3’

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Surabaya adalah Staatblad
1882 Nomor 152 dan Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610. Sejak
berdirinya Pengadilan Agama Surabaya belum memiliki kantor yang
permanen dan terletak jadi satu dengan Masjid Ampel Surabaya, kemudian
pindah di jalan Peneleh Surabaya, baru kemudian pada tahun anggaran 1997
- 1998 dengan dana proyek A.B.P.N dibangunlah kantor Pengadilan Agama
Surabaya terletak di jalan Gadung III / 10 Surabaya dengan tanah seluas +
250 m2.

Pada tahun 1990 Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan dana dari
DIPA Kementrian Agama untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung
kantor sehingga akhirnya Pengadilan Agama Surabaya pindah alamat ke
Jalan Ketintang Madya VI/3 Surabaya dengan menepati gedung kantor yang
sederhana diatas tanah berukuran + 1480 M2. Pada tahun 2006, 2008 dan 2009

Pengadilan Agama Surabaya mendapat dana dari DIPA Mahkamah Agung

37 Pengadilan Agama Surabaya, Profil dan  Sejarah, dalam  website http:/www.pa-

surabaya.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html, diakses pada 28 Desember 2017
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RI untuk pembangunan gedung kantor secara bertahap hingga menjadi

bangunan gedung berlantai 2 (dua) seperti sekarang ini, walaupun belum sesuai

dengan prototype gedung Pengadilan Agama Kelas 1A Khusus. Kantor

Pengadilan Agama Surabaya diresmikan pada tanggal 16 Juli 2008 oleh

Bagir Manan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penjelasan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya terbagi

menjadi 5 (lima) wilayah, yaitu sebagai berikut :!38

a)

b)

d)

Wilayah Surabaya Pusat, meliputi 4 (empat) kecamatan, yaitu
Kecamatan Tegalsari; Kecamatan Simokerto; Kecamatan Genteng; dan
Kecamatan Bubutan.

Wilayah Surabaya Timur, meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu
Kecamatan Gubeng; Kecamatan Gunung Anyar; Kecamatan Sukolilo;
Kecamatan Tambaksari; Kecamatan Mulyorejo; Kecamatan Rungkut;
Kecamatan Tenggilis Mejoyo

Wilayah Surabaya Barat, meliputi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu:
Kecamatan Benowo; Kecamatan Pakal; Kecamatan Asem Rowo;
Kecamatan = Sukomanunggal; Kecamatan Tandes; Kecamatan
Sambikerep; dan Kecamatan Lakarsantri.

Wilayah Surabaya Utara, meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu
Kecamatan Bulak; Kecamatan Kenjeran; Kecamatan Semampir;
Kecamatan Pabean Cantikan; Kecamatan Krembangan.

Wilayah Surabaya Selatan, meliputi 8 (delapan) kecamatan yang

meliputi : Kecamatan Wonokromo; Kecamatan Wonocolo; Kecamatan

138 Syakur Widodo, Panitera Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama Surabaya,
tanggal 4 April 2018.

- 105 -



Wiyung;

Kecamatan

Karang

Pilang;

Kecamatan

Jambangan;

Kecamatan Gayungan; Kecamatan Dukuh Pakis; dan Kecamatan

Sawahan.

Sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, sejak tahun

2014 sampai dengan tahun 2017, telah menerima dan menyelesaikan 9 (sembilan)

perkara, dari 9 (sembilan) perkara yang diterima terdapat 5 (lima) perkara yang

dalam penyelesian sengketanya melalui proses mediasi, sedangkan sisanya tidak

dapat dimediasi karena salah satu dari para pihak, baik Tergugat maupun

Penggugat tidak hadir dalam agenda sidang pertama yang telah ditentukan.

Berikut rekap perkara sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama

Surabaya tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 3.1

Rekap perkara sengketa perbankan syariah

di Pengadilan Agama Surabaya.

139

No | Nomer Register Tanggal Mediasi | Mediator Jenis Jenis
Perkara Terima Putus Mediator | Putusan
1 4838/Pdt.G/2014/PA | 08/10/20 | 23/12/20 | Tidak GUGUR
.Sby 14 14 layak - -
mediasi
2 5718/Pdt.G/2014/PA | 24/11/20 | 05/05/20 | Tidak NO
.Sby 14 15 layak - -
mediasi
3 1681/Pdt.G/2015/PA | 09/04/20 | 19/12/20 | Tidak Drs.H. Mediator NO
.Sby 15 16 Berhasil | Zakwan Non
Daiman, Hakim
SH., MH
4 306/Pdt.G/2016/PA. 15/01/20 | 18/08/20 | Tidak Drs. Mediator NO
Sby 16 16 Berhasil | Nandang Hakim
Nurdin,
M.H
5 0459/Pdt.G/2016/PA | 22/01/20 | 30/09/20 | Tidak Drs.H. Mediator | TOLAK
.Sby 16 16 Berhasil | Zakwan Non
Daiman, Hakim
SH., MH
6 1663/Pdt.G/2016/PA | 01/04/20 | 01/09/20 | Tidak CORET
.Sby 16 16 layak - -
mediasi

139 Dioleh dari laporan tahunan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2014 sampai
dengan tahun 2017.
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7 4506/Pdt.G/2016/PA | 29/09/20 | 09/03/20 | Tidak Drs. NO
.Sby 16 17 Berhasil | Kasman Mediator
Madyanin Non
gpada, SH Hakim

8 4929/Pdt.G/2016/PA | 26/10/20 | 28/02/20 | Tidak GUGUR
.Sby 16 17 layak - -
mediasi
9 5605/Pdt.G/2016/PA | 06/12/20 | 03/08/20 | Tidak Drs. Agus CABUT
.Sby 16 17 Berhasil | Suntono, Mediator | Damai
M.H.I Hakim di luar
mediasi

Berdasarkan rekap tabel di atas, dari 5 (lima) mediator yang ditunjuk,
terdiri dari 2 unsur mediator, mediator Hakim pada perkara Nomor
306/Pdt.G/2016/PA.Sby, yaitu Hakim Nandang Nurdin, dan perkara Nomor
5605/Pdt.G/2016/PA.Sby dengan mediator Agus Suntono. Untuk mediator non
Hakim yaitu perkara Nomor 1681/Pdt.G/2015/PA.Sby dan Nomor
0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan mediator Zakwan Daiman, serta perkara
Nomor 4506/Pdt.G/2016/PA.Sby dengan mediator Kasman Madyaningpada.

Tentang latar belakang mediator yang ditunjuk sebagai mediator hakim dan
mediator non Hakim di Pengadilan Agama Surabaya, Syakur Widodo
menjelaskan ;140

Mediator yang ada di Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 2 (dua)

unsur, yaitu dari hakim dan non hakim, untuk non hakim seluruhnya

merupakan mediator bersertifikat dengan latarbelakang pensiunan hakim
dan panitera, sehingga dipandang cukup berpengalaman dalam perkara
sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Berikut daftar mediator hakim dan mediator non hakim yang ada di

Pengadilan Agama Surabaya :

Tabel 3.2

Daftar Hakim dan Mediator Hakim Pengadilan Agama Surabaya.'*!

140 Thid
141 Tbid
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No | Nama NIP
1 Dra. Hj. Nurcayati Mufti, M.H. 19590108.198703.2.002
2 Dra. Hj. Khoiriyah Syarqowi, M.H. 19540602.198103.2.001
3 Dra. Hj. St. Aminah, M.H. 19591122.198803.2.001
4 Drs. M. Nasir, M.SI 19560119.198603.1.002
5 Dra. Hj. Nurjaya, M.H. 19581231.198703.2.012
6 Dra. Hj. Saniati Harun, M.H. 19541231.197903.2.006
7 Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H 19620625.199003.1.001
8 Dra. Siti Munawaroh, S.H. 19670813.199203.2.001
9 Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. 19661210.199303.1.002
10 | Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H. 19660616.199303.1.006
11 Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. 19560315.198703.1.002
12 | Drs. Wachid Yunarto, S.H. 19660628.199303.1.002
13 | Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum. 19661231.199303.1.025
14 | Drs. Agus Suntono, M.H.I. 19650305.199403.1.007
15 | Drs. Saifudin, M.H. 19660521.199403.1.004
16 | Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. 19690222.199403.1.005
17 | Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. 19650916.199303.1.001
18 | Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. 19560415.198003.1.007
19 | Drs. Muhadir, S.H., M.H 19581010.198303.1.008
20 | H. Mubahi, S.H. 19570815.197903.1.001
21 Dra. Hj. Chulailah 19570518.199303.2.001
Tabel 3.3
Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Surabaya.'4?

No Nama Sertifikat mediator Pengalaman kerja
1 Drs. H. A. Sambas SH BP4 Pusat Wakil sekretaris PTA

Surabaya

Hakim

Mediator Pengadilan Agama
2 Drs. H. Kasman BP4 Pusat Panitera Sekretaris PA

Madyaningpada SH Hakim

Mediator Pengadilan Agama
3 Hj. Yuliati SH BP4 Pusat Panitera  Pengganti PTA

Surabaya

Mediator Pengadilan Agama
4 Drs. H. Anshor Adnan BP4 Pusat Wakil Ketua PA Surabaya

142 Diolah dari daftar mediator Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan penujukkan SK Ketua Pengadilan
Agama Surabaya tahun 2017
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SH Hakim Tinggi PTA Surabaya
Mediator Pengadilan Agama

5 Drs. H. Zakwan BP4 Pusat Panitera  Sekretaris PTA
Daiman SH., MH Medan

Panitera  Sekretrais PTA
Surabaya

Hakim PA Mojokerto
Mediator Pengadilan Agama

6 Drs. H. Syatibi SH BP4 Pusat Panitera Sekretaris Pengadilan
Agama

Mediator Pengadilan Agama

7 H, Achmad Suhaimi BP4 Pusat Panitera Sekretaris PA

SH Hakim

Mediator Pengadilan Agama

8 Hj. Milachah Sag BP4 Pusat Wakil Panitera Pengadilan
Agama.

Mediator Pengadilan Agama

2. Pengadilan Agama Sidoarjo.

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama
kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di jalan Hasanuddin 90 Sidoarjo yang
mempunyai yurisdiksi 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Kelurahan/Desa dari 18
(delapan belas) kecamatan, dengan luas wilayah 714,243 km2.'43

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Staatblad
1882 No. 152 Jo Staatblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610. Sejak berdirinya
Pengadilan Agama Sidoarjo yang pada awalnya berkantor di sebelah barat
Alun-Alun Sidoarjo, kemudian pindah kantor yang permanen di Jalan
Hasanuddin Nomor 90, Sidoarjo dengan luas tanah 1020 m2 dan luas bangunan
1080 m2 yang terdiri dari dua lantai. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo yang

terletak di Jalan Hasanuddin 90 Kabupaten Sidoarjo diresmikan pada

143 Pengadilan Agama Sidoarjo, Profil dan Sejarah, diakses melalui website http:/www.pa-
sidoarjo.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html, diakses pada 25 Desember 2017

- 109 -




tanggal 18 Maret 2005 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,
Zainal Imamah.'#*

Secara astronomis Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112,5-112,9
derajat bujur timur dan 7,3-7,5 derajat lintang selatan. Dengan luas wilayah
71.424,25 Ha, 40, 81 persennya terletak di ketinggian 3-10 m yang berada di
bagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen berketinggian 0-3 meter berada
di sebelah timur dan merupakan daerah pantai dan pertambakan dan 29,20
persen terletak di ketinggian 10-25 meter di bagian barat.'43

Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo meliputi seluruh wilayah tingkat II
Kabupaten Sidoarjo yang meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan, yaitu : '46

a) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 (dua puluh empat) Desa.;

b) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 (lima belas) Desa;

¢) Kecamatan Candi terdiri dari 24 (dua puluh empat) Desa;

d) Kecamatan Tanggul terdiri dari 18 (delapan belas) Desa;

e) Kecamatan Porong terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa;

f) Kecamatan Jabon terdiri dari 14 (empat belas) Desa;

g) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa;

h) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 (dua puluh) Desa;

i) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 (dua puluh) Desa;

j) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 (dua puluh) Desa;

k) Kecamatan Krian terdiri dari 20 (dua puluh) Desa;

1) Kecamatan Taman terdiri dari 24 (dua puluh empat) Desa;

144 Tbid

145 Thid

146 Diolah dari dokumen tentang letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo, dan wawancara dengan
Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 1 Desember 2018

- 110 -



m) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 (sembilan belas) Desa;
n) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 (lima belas) Desa.

0) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Desa;

p) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 (dua puluh tiga) Desa;

q) Kecamatan Waru terdiri dari 16 (enam belas) Desa;

r) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 (enam belas) Desa.

Pengadilan Agama Sidoarjo, sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 telah

menerima dan menyelesaikan 4 (empat) perkara sengketa perbankan syariah,

dengan 2 (dua) perkara diputus tidak dapat diterima (NO) dan 2 (dua) perkara

dicabut di luar sidang. Berikut rekap perkara sengketa perbankan syariah di

Pengadilan Agama Sidoarjo.

Tabel 3.4
Rekap perkara sengketa perbankan syariah
di Pengadilan Agama Sidoarjo.'4’

No | Nomer Perkara Tanggal Mediasi Mediato Unsur | Jenis
Terima Putus r Mediator | Putusan
1 0695/Pdt.G/2014/ | 05/03/2014 | 03/08/20 | Tidak CABUT
PA.Sda. 14 terlaksan (Damai
a - - diluar
mediasi)
2 2827/Pdt.G/2015/ | 07/03/2016 | 03/08/20 | Tidak Drs.H. | Mediator
PA.Sda 16 Berhasil Zakwan Non N.O
Daiman, Hakim
S.H.,
M.H
3 3094/Pdt.G/2016/ | 27/09/2016 | 27/12/20 | Tidak Drs. H, CABUT
PA.Sda 16 berhasil Syatibi., | Mediator | (Damai
SH Non diluar
Hakim mediasi)
4 0824/Pdt.G/2017/ | 28/02/2017 | 03/05/20 | Tidak
PA.Sda 17 terlaksan - - N.O
a

147
2017.
- 111 -

Diolah berdasarkan laporan tahunan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo, tahun 2014 sampai dengan




Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 (dua) perkara yang diputus dan
diselesaiakan =~ melalui ~ proses  mediasi, yaitu  perkara  nomor
2827/Pdt.G/2015/PA.Sda dengan mediator non Hakim. Zakwan Daiman, dan
perkara nomor 3094/Pdt.G/2016/PA.Sda dengan mediator non Hakim Syatibi.

Mediator yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo, sebagaimana di
Pengadilan Agama lain, Mediator dari unsur Hakim, meliputi seluruh Hakim
yang ada dan bertugas di Pengadilan Agama Sidoarjo, serta unsur mediator non
hakim bersertifikat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusana (SK) Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo.!** Daftar mediator hakim dan non hakim di

Pengadilan Agama Sidaorjo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Mediator Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.'#’
NO | Nama NIP
1 H. Mochamad Sholik Fatchurozi S.H. 19561010.198101.1.002
2 Drs. Jureimi Arief 19590828.199003.1.006
3 Dra. Hilaytul Husna 19631225.199203.2.002
4 Drs. Ramli M.H 19630812.199403.1.003
5 Drs. Syaiful Iman S.H., M.H. 19690224.199403.1.001
6 Hj. Siti Aisyah S.Ag., M.HP. 19700205.199703.2.001
7 Drs. Amar Hujantoro M.H 19680303.199703.1.001
8 Siti Aisyah S.Ag., M.H. 19721128.199603.2.001
9 Mukhtar S.Ag. 19580111.199210.1.001
Tabel 3.6
Daftar mediator non Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo.!°
No Nama Sertifikat mediator Pengalaman kerja
1 Drs. H. Syatibi SH BP4 Pusat Panitera Sekretaris Pengadilan

148 Dedy Kurniawan, Panitera Muda Pengadilan Agama Sidoarjo, wawancara, di Pengadilan Agama
Sidoarjo, tanggal 14 januari 2018.

149 Tbid

150 Diolah dari Surat Keputusan penenjukan mediator non Hakim Pengadlan Agama Sidaorjo oleh Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo, 2017
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2013 Agama
Mediator Pengadilan Agama
2 Drs. H. Kasman BP4 Pusat Panitera Sekretaris PA
Madyaningpada SH 2010 Hakim
Mediator Pengadilan Agama
3 Rini Astutik SHI WMC Semarang | Mediator Pengadilan Agama
2011
3 Drs. H. Zakwan BP4 Pusat Panitera Sekretaris PTA Medan
Daiman SH., MH 2013 Panitera Sekretrais PTA
Surabaya
Hakim PA Mojokerto
Mediator Pengadilan Agama
4 H. Achmad Suhaimi BP4 Pusat Panitera Sekretaris PA
SH Hakim
Mediator Pengadilan Agama
5 Nurul Huda SHI WMC Semarang | Mediator Pengadilan Agama
2011

3.  Pengadilan Agama Mojokerto

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama
Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 1882 nomor
152 dimana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi
satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo
Kabupaten yang bernama ruang pusaka. Dan yang menjadi Ketua/Kepala
Penghulu waktu itu adalah Zulkifli, hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan
tahun 1892 Ketuanya dijabat oleh Abdullah hingga masa penjajahan. Sampai
dengan awal berlakunya perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang
lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni No. 21 Mojokerto, lokasinya satu
komplek dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama
tetap menempati kantor yang terdiri dari Balai Sidang dan Rumah. '3!

Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah

mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kotamadya

51 Pengadilan Agama Mojokerto, Profil dan  Sejarah, dalam  website  http:/www.pa-
mojokerto.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah.html, diakses pada 25 Desember 2017
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Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M? terletak di jalan Raya Prajurit Kulon No.
17 Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto, diantaranya telah dibangun
rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun
2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret
2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.
Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 tanggal
24 Mei 2007 gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung
Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung
Pengadilan yang berwibawa, dan kemudian dibangun gedung baru tahap pertama
dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 tanggal 31 Desember
2006.152

Yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah kabupaten dan
kota, yang terdiri dari 20 Kecamatan yang meliputi: Kecamatan Magersari;
Kecamatan Prajurit Kulon; Kecamatan Puri; Kecamatan Mojoanyar; Kecamatan
Bangsal; Kecamatan Gedeg; Kecamatan Jetis; Kecamatan Sooko; Kecamatan
Trowulan; Kecamatan Kemlagi; Kecamatan Dawarblandong; Kecamatan
Mojosari; Kecamatan Pungging; Kecamatan Ngoro; Kecamatan Kutorejo;
Kecamatan Dlanggu; Kecamatan Gondang; Kecamatan Jatirejo; Kecamatan
Pacet; Kecamatan Trawas.!>3
Pengadilan Agama Mojokerto, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun

2017, telah menerima 4 (empat) perkara sengketa di bidang perbankan syariah,

152 Tbid.,

153 As’ad, Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, wawancara, di Pengadilan Agama Mojokerto, pada
tanggal 5 Januari 2018, dan diolah dari dokumen tentang letak dan yurisdiksi Pengadilan Agama
Mojokerto.
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berikut rekap perkara perbankan syariah yang diterima dan terdaftar di
Pengadilan Agama Mojokerto :

Tabel 3.7

Rekap perkara sengketa perbankan syariah

di Pengadilan Agama Mojokerto.

154

Tanggal . Jenis
No Nomer Perkara Terima = Putus Mefhas Mediator Un§ur Putus
i Mediator an
1 0089/Pdt.G/2014/ | 05/01/20 Tidak H. Zainal N.O
PA Mr. 14 Berhas | Aripin SH., Mediator
il MH Hakim
2 2578/Pdt.G/2015/ | 10/10/20 | 02/09/20 | Tidak H. Sofyan N.O
PA Mr 15 16 berhasi | Zefri., SHI., Mediator
1 MSI Hakim
3 1006/Pdt.G/2017/ | 17/04/20 | 06/10/20 | Berhas Kamali Akta
PA Mr 17 17 il S.Ag. Perda
dan maia
H. Sofyan Mediator n
Zefri., SHI., Hakim
MSI (Co
Mediator)
4 1007/Pdt.G/2017/ | 17/04/20 Tidak | H.  Sofyan | Mediator | Prose
PA Mr 17 Berhas | Zefri., SHI., Hakim S
il MSI persid
angan

Sebagaimana di Pengadilan Agama lain, di Pengadilan Agama Mojokerto,
juga memiliki daftar list mediator dari unsur hakim dan non hakim, namun
khusus untuk sengketa perbankan syariah, dalam pelaksanaan mediasi di
utamakan dilakukan oleh mediator Hakim, penunjukan mediator Hakim dalam
sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Mojokerto, berdasarkan
penetapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara.!>
Mediator dari unsur Hakim, meliputi seluruh Hakim yang ada dan

bertugas di Pengadilan Agama Mojoerto, serta unsur mediator non hakim

bersertifikat dan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusana (SK) Ketua Pengadilan

154 Diolah berdasarkan laporan tahunan perkara di Pengadilan Agama Mojokero pada tahun 2014 sampai
dengan 2017, dalam perkara sengketa perbankan syariah.

155 As’ad, Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, wawancara,., Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 15
Desember 2017
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Agama.'’® Daftar mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama
Mojokerto serta latar belakang pengalaman kerja nya, dijelaskan dalam tabel
sebagai berikut:

Tabel 3.8
Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.!”’

NO | Nama NIP
1 Drs. H. Mulyani, MH 19620508.199003.1.001
2 Drs. A. Bashori, MH 19610204.199403.1.001
3 Kamali S.Ag 19640425.199403.1.003
4 Sofyan Zefri, SHI., MSI 19830131.200904.1.002
Tabel 3.9
Daftar Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto.'*?
NO | Nama Mediator Sertifikat Pengalaman Kerja
Mediator
1 Drs. H. Moh. | BP4Pusat | Hakim PA Kangean
Ansor Adnan., 2013 Hakim PA Mojokerto
SH Hakim PA Bojonergoro
Hakim PA Surabaya
Wakil Hakim PA Surabaya

Hakim Tinggi PTA Yogyakarta
Hakim Tinggi PT A Surabaya
Mediator Pengadilan Agama

2 H. Ruslan S.Ag | BP4 Pusat | Wakil Ketua PA Mojokerto

SH 2013 Ketua PA Mojokerto
Ketua PA Bangkalan
Anggota DRPD Kabupaten
Mojokerto
Ketua KPU Kota Mojokerto
Ketua PDM Kota Mojokerto

Mediator Pengadilan Agama

3 H. Masyhuri | BP4 Pusat | Panitera Pengadilan Agama Kalabahi
Badar SH 2013 Hakim PA Sumedang

Hakim PA Mojokerto

Wakil Ketua Pengadilan Agama
Pacitan

Ketua Pengadilan Agama Pacitan

136 Ibid.,
157 Diolah dari Surat Keputusan penunjukan mediator hakim di Pengadilan Agama Mojokerto.

158 Diolah dari Surat Keputusan penunjukan mediator non hakim di Pengadilan Agama Mojokerto tahun
2017
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Ketua Pengadilan Agama Ponorogo
Ketua Pengadilan Agama Jombang
Mediator Pengadilan Agama

4 H. Muhsin SH BP4 Pusat | Panitera Pengadilan Agama Sumenep

2013 Mediator Pengadilan Agama
5 Muh Nur SH BP4 Pusat | Kementrian Agama Kota Mojokerto
2015 Mediator Pengadilan Agama

B. Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2014
-2017.

Dalam persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak bersengketa,
Hakim pemeriksa perkara wajib terlebih dahulu memerintahkan untuk menempuh
proses mediasi, dan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan prosedur mediasi
tersebut dengan iktikad baik. Jika mediasi sengketa perbankan syariah berhasil
maka para pihak dengan bantuan mediator menyusun rumusan kesepakatan
perdamaian untuk selanjutnya majelis Hakim Pemeriksa perkara akan
menguatkan kesepakatan tersebut dengan -Akta Perdamaian-. Sedangkan bila
proses mediasi gagal atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka
penyelesaian perkara akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap kerhasilan
mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan
Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto dalam kurun waktu 4 tahun,
dari tahun 2014 sampai 2017, dapat pernulis sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10

Keberhasilan mediasi perkara perbankan syariah
di Pengadilan Agama Surabaya.!>’

159 Diolah dari laporan tahunan rekapitualsi sengketa bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Surabaya, tahun 2014 sampai dengan 2017.
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No Perkara Jumlah Putusan | Keterangan/ Prosentase
Perb al}kan Masuk Damai
Syariah

1 2014 2 - 0%

2 2015 1 - 0%

3 2016 6 1 Cabut Damai di Luar

Sidang
4 2017 - - -

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkara perbankan
syariah di Pengadilan Agama Surabaya, seluruhnya berjumlah 9 (sembilan)
perkara, dan dari data tersebut, presentasi keberhasilan mediasi nya adalah 0%
dari seluruh perkara, adapun 1 (satu) perkara pada tahun 2016 dicabut sebab

adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar

persidangan.
Tabel 3.11
Keberhasilan mediasi perkara perbankan syariah
di Pengadilan Agama Mojokerto.'®°
No. Perkara Jumlah Putusan | Keterangan/ Prosentase
Perbankan Masuk Damai
Syariah

1 2014 1 1 Cabut Damai di Luar
Sidang

2 2015 1 - 0%

3 2016 1 1 Cabut Damai di Luar
Sidang

4 2017 1 - 0%

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkara perbankan

syariah di Pengadilan Agama Sidaorjo, seluruhnya berjumlah 4 (empat) perkara,

160 Diolah dari laporan tahunan rekapitualsi sengketa bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Sidoarjo, tahun 2014 sampai dengan 2017
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dan dari data tersebut, jika dipresentasi keberhasilan mediasi 0% dari seluruh
perkara, 2 (dua) perkara pada tahun 2014 dan tahun 2016 dicabut bukan lantaran
keberhasilan mediasi, namun perdamaian di luar persidangan yang dimohonkan
untuk mencabut gugatan.

Tabel 3.12

Keberhasilan mediasi perkara perbankan syariah
di Pengadilan Mojokerto Tahun 2014 -2017.'"!

No Perkara Jumlah Putusan | Keterangan/ Prosentase
Perbankan Masuk Damai
Syariah
1 2014 1 - 0%
2 2015 1 - 0%
3 2016 - 2 -
4 2017 2 1 50 %

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkara perbankan
syariah di Pengadilan Agama Mojokerto, seluruhnya berjumlah 4 (empat)
perkara, 1 (satu) perkara pada tahun 2014, 1 (satu) perkara tahun 2015, dan 2
(dua) perkara perbankan syariah pada tahun 2017. Berdasarkan jumlah
keseluruhan perkara yang masuk, jika dipresentasi keberhasilan mediasi 25% dari
seluruh perkara.

Dari keseluruhan tabel di atas, dapat dilihat bahwasanya prosentase
keberhasilan mediasi sengketa perbankan syariah masih relatif rendah di ketiga
wilayah Pengadilan Agama tersebut. Kecilnya prosentase mediasi di Pengadilan
tersebut bukan disebabkan mediasi tidak bermanfaat, akan tetapi dipengaruhi
beberapa aspek yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan, penghambat

161 Diolah dari laporan tahunan rekapitualsi sengketa bidang ekonomi syariah di Pengadilan Agama
Mojokerto, tahun 2014 sampai dengan 2017
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keberhasilan mediasi sengketa perbankan syariah di ketiga wilayah Pengadilan

Agama tersebut, dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1.

5.

Kurangnya iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa
melalui mediasi pengadilan.

Kurangnya keterampilan (skill) mediator dalam penyelesaian
sengketanya

Minimnya pengetahuan tentang hukum perbankan syariah dan
penyelesaian sengketanya.

Kurangnya pemahaman masyarakat pelaku perbankan syariah akan
adanya mediasi perbankan syariah dalam sistem peradilan (court
annexed mediation)

Dari segi pokok sengketa yang dihadapi para pihak

Berikut penulis paparkan satu persatu, mengapa persoalan di atas menjadi

faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa di bidang perbankan

syariah di tiga Pengadilan Agama tersebut.

1.

Kurangnya iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa
melalui mediasi pengadilan

Faktor penentu utama keberhasilan mediasi adalah iktikad baik (good

faith) dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya

secara sukarela dan musyawarah mufakat melalui mediasi. Apabila salah

satu pihak dirasa berprilaku yang menunjukkan adanya iktikad tidak baik,

maka Mediator dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menyatakan

adanya prilaku iktikad tidak baik tersebut.!6

162 Kamali, Wawancara, di Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 15 Desember 2017
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Terdapat harapan besar dari para pihak yang bersengketa dalam
proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi dengan baik
dan tuntas. Namun dimungkinkan terjadi ada sebagian pihak yang
berasumsi bahwa mediasi adalah formalitas belaka, mereka melakukan agar
mediasi cepat selesai sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan
persidangan (litigasi), sehingga hal ini berdampak pada gagalnya proses
mediasi di Pengadilan Agama.

Namun, ada juga pihak menjalankan proses mediasi secara sukarela
dan ber-iktikad baik, sehingga pelaksanaan renegoisasi melalui mediasi
dapat berjalan dengan kondusif, dan dengan bantuan mediator yang
berkompetens secara skill dan keilmuan hukum perbankan syariah,
akhirnya para pihak berhasil menemukan solusi yang disepakati dan
mengukuhkannya dalam akta perdamaian.

Iktikad baik merupakan kewajiban yang harus dimiliki dan dilakukan
oleh masing-masing pihak maupun kuasa hukumnya dalam menjalankan
proses mediasi pengadilan, sehingga pengabaian terhadapan prinsip iktikad
baik tersebut dapat berikibat hukum yang secara tegas diamanahkan oleh
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebagai contoh tidak adanya iktikad baik dalam proses mediasi
sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebab salah satu pihak
tidak datang menghadap dalam persidangan, yaitu perkara di Pengadilan
Agama Surabaya, dalam perkara Nomor 4838/Pdt.G/2014/PA.Sby., Nomor
5718/Pdt.G/2014/PA.Sby., Nomor 1663/Pdt.G/2016/PA.Sby. dan perkara
Nomor 4929/Pdt.G/2016/PA.Sby. Demikian pula dalam perkara sengketa
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perbankan syariah di Pengadilan Agama Mojokerto  Nomor
0089/Pdt.G/2015/ PA.Mr. proses mediasi tidak berjalan maksimal sebab
salah satu pihak tergugat tidak iktikad baik untuk mengikuti proses
mediasi.'®3

Aryo Boma, salah satu pihak dalam sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama Mojokerto, dalam perkara nomor
1006/Pdt.G/2017/PA.Mr, memberikan pendapat mengenai manfaat dan
peran para pihak dalam proses mediasi. Menurut Boma bahwa mediasi
merupakan cara terbaik dalam penyelesaian perkara dalam bidang
perbankan syariah, karena kami dapat secara bebas mengutarakan
kepentingan kami secara leluasa, sehingga sengketa yang kami hadapi
dapat terselesaikan dengan iktikad baik dan secara sukarela.

Berikut penuturan Aryo Boma secara lengkap.: 194

Keinginan para pihak untuk keberhasilan proses mediasi sangat

menentukan, dalam hal perkara yang kami ajukan, iktikad baik dari

pihak Tergugat untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan

kesepakatan dalam kontrak perjanjian duhulu.

Menurut saya, mediasi ini cara terbaik. Kami sudah berupaya berkali-

kali menagih Tergugat agar membayar hutangnya, dan patut kami

syukuri akhirnya melalui forum mediasi pengadilan, persoalan hutang

piutang ini bisa diselesaian dengan kesepakatan.

Faktor iktikad baik ini perlu menjadi perhatian utama bagi mediator
dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah, karena

tanpa adanya iktikad baik perdamaian menjadi keniscayaan yang tidak

mungkin diwujudkan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya, baik dari

163 Zainal Aripin, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Mojokerto, yang saat ini telah mutasi sebagai
Hakim pada Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama Surabaya, 12 April 2018.

164 Aryo Boma, legal dari BPRS Jabal Tsur Pasuruan, wawancara, di Pengadilan Agama Mojokerto, 12
Nopember 2017.
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mediator maupun para advokad untuk memberikan pemahaman akan

manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang

teritegrasi dengan sistem Pengadilan.

2. Kurangnya keterampilan (sk7//) mediator dalam penyelesaian
sengketa

Keterampilan (sk7//) seorang mediator juga menjadi faktor penentu
keberhasilan mediasi, keterampilan dalam hal ini adalah kemampuan
mediator yang dalam menganalisa sengketa yang dihadapi para pihak.
Setiap mediator tentunya memiliki strategi masing-masing dalam
mendamaikan serta menyelesaikan sengketa antara pihak yang menjalani
mediasi. Tidak semua mediator memilih strategi yang sama, karena setiap
mediator mempunyai cara berdasarkan kemampuan mereka masing-
masing. Kemampuan personality seorang mediator akan menentukan
bagaimana cara dan strategi yang akan dilakukan ketika berhadapan
dengan para pihak dalam proses mediasi.!6’

Terhadap ski/l mediator, Wachid Ridwan, menyampaikan bahwa
kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap proses mediasi,
sewajarnya didapatkan dari proses sertifikasi mediator, walaupun
sertifikasi mediator ini bukan menjadi faktor penentu keberhasilan
mediasi, namun tanpa sertifikasi mediator sangat dimungkinkan mediator

akan kesulitan melaksanakan mediasi secara baik.!%°

165 Wachid Ridwan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, wawancara, Pengadilan Agama Mojokerto,
tanggal 15 Desember 2017
166 Rachmadi Usman, Medjasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika 2012),

-123 -



Sertifikasi bagi mediator merupakan persyaratan yang diwajibkan
dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, pasal 13 PERMA tersebut menjelaskan bahwa “Setiap
mediator wajib memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti dan
dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator”. Selain telah
mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi, mediator juga harus memiliki
pengalaman kerja dan kemampuan melakukan perundingan sebagai
mediator.'®’

3.  Minimnya pengetahuan tentang hukum perbankan syariah dan
penyelesaian sengketanya

Idealnya bagi seorang mediator, memiliki sk7// yang baik serta
pemahaman dan penguasaan secara baik pula terhadap suatu sengketa yang
ditanganinya, sehingga dengan pemaham yang dimiliki mediator mampu
menentukan model mediasi yang akan dilaksanakan dalam proses mediasi,
mengingat karena masing-masing sengketa memiliki karateristik yang
tidak dapat disamakan dengan jenis sengketa di bidang yang lain, sehingga
pada akhir proses mediasi seorang mediator dapat membantu merumuskan
point kesepakatan secara tepat sebagai solusi alternatif penyelesaian
sengketa.

Sebagaimana disyaratkan sertifikasi Hakim pemeriksa sengketa
ekonomi syariah harus berkualifikasi berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun
2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, demikian pula bagi para

mediator dalam sengketa di bidang ekonomi syariah ini juga diharapkan

167 Pasal 10 ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor 108/KMA/SK/V1/2016 Tahun 2016 Tentang
Tata Kelola Mediasi di Pengadilan tanggal 17 Juni 2016.
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memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah dan hukum, atau
sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan atau pelatihan (diklat)
funsional mengenai ekonomi syariah dan penyelesaian sengketanya.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tiga wilayah Pengadilan
Agama, bahwa mediator yang ditunjuk dalam mediasi sengketa perbankan
syariah, merupakan mediator bersertifikat yang diterbitkan oleh BP4 Pusat
(Badan Penasehatan Perselisihan Perkawinan dan Perceraian), sebagai
lembaga sertifikasi keahlian mediasi pada sengketa di bidang perkawinan.
Sehingga apabila dihadapkan pada perkara sengketa khusus (specialist) di
bidang perbankan syariah, yang terjadi proses mediasi dilakukan dengan
latar belakang tersebut, serta memfokuskan proses mediasi pada upaya
untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam bingkai perkawinan yang
telah dibina, bukan pada upaya wajar penyelesaian sengketa perbankan
syariah.

Pentingnya skill dan pengetahuan mediator di bidang perbankan
syariah dituturkan oleh Untariyati Dewi, sebagai salah satu pihak
berperkara dalam sengketa perbankan syariah di Pengadilan Mojokerto, ia
mengatakan bahwa “ketika mediator memahami substansi sengketa
perbankan syariah dengan baik, maka proses mediasi sengketa perbankan
syariah akan berjalan dengan baik pula, dan tidak terjebak pada konflik
yang terjadi.” 168
4.  Kurangnya pemahaman masyarakat pelaku perbankan syariah akan

adanya mediasi perbankan syariah dalam sistem peradilan.

168 Untariyati Dewi, Direktur legal BPRS Jabal Tsur Pasuruan, wawancara, 12 Nopember 2017.
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Membudayakan sistem mediasi dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah bagi masyarakat pelaku perbankan, merupakan salah
satu faktor yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kesadaran
penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi.

Hasil observasi lapangan yang telah penulis lakukan, menunjukan
bahwa masih banyak pelaku perbankan syariah yang belum mengetahui
eksistensi mediasi yudisial dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
di Pengadilan Agama. Sehingga dalam pemahaman yang berkembang
dalam benak pelaku perbankan syariah, jika berperkara di pengadilan yang
ada penyelesaian sengketanya semakin larut dan mahal. 6

Dalam upaya memberikan pemahaman pentingnya mediasi sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama, Wachid Ridwan menyampaikan
bahwa nasehat serta arahan dari hakim pemeriksa perkara sebelum
dilaksanakan mediasi sangatlah penting. Hal ini dapat menjadi motivasi
tersendiri bagi para pihak yang berperkara untuk mengambil langkah
selanjutnya. Sehingga perlu ada upaya edukasi dan sosialisasi kepada
masyarakat pencari keadilan akan keberadaan dan manfaat mediasi di
Pengadilan Agama.

Untuk lebih jelas, berikut pandangan Wachid Ridwan. '7°

Mediasi menurut saya merupakan penyelesain sengketa yang terbaik,

dalam sengketa perbankan syariah, hal ini sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang kita, yaitu dalam Pasal 114 HIR, dan

ketentuan PERMA tentang mediasi di Pengadilan. Hal ini harus
dipahamkan kepada para pihak oleh ketua Majelis, sekaligus sebagai

169 Hasil riset sederhana penulis ketika memberikan sosialisasi penyelesaian sengketa perbankan syariah
pada forum BPRS se Jawa Timur, yang dilaksanakan di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, pada tanggal
10 Mei 2017

170 Wachid Ridwan, Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, wawancara, di Pengadilan Agama
Mojokerto, tanggal 15 Desember 2017
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dorongan dan motivasi bagi para pihak dalam menyelesaikan
sengketa secara damai secara sukarela, dan tanpa paksaan dari pihak
manapun.

Banyak manfaat penerapan mediasi di Pengadilan, diantaranya
memberikan akses bagi para pihak yang berperkara untuk
menyelesaikan  permasalahan hukum yang dihadapi secara
kekeluargaan, yaitu melalui musyawarah. Sehingga bagi mediator dan
hakim, segala upaya untuk mencapai win win solution dalam
sengketa di bidang perbankan syariah perlu diupayakan sedemikian
rupa, diantaranya dengan memberikan edukasi pentingnya mediasi
dan penguatan sk7// penyelesaian sengketa, baik bagi mediator,
maupun bagi Hakim Pengadilan Agama sendiri.

Upaya penguatan skill dan pemahaman di bidang ekonomi syariah
sebenarnya telah dilakukan MAHKAMAH AGUNG, melalui
program sertifikasi hakim ekonomi syariah, dan saya salah satunya
yang telah merasakan diklat tersebut, pemahaman hukum di bidang
ekonomi syariah bagi Hakim dan mediator ini penting, sebab dapat
menjadi salah satu  faktor pendukung keberhasilan mediasi,
disamping faktor-faktor pendukung keberhasilan lain tentunya.

Menghadapi kendala tersebut perlu dilakukan sosialisasi secara baik,
melalui seminar maupun media lain sebagai upaya pengenalan mediasi
sengketa perbankan syariah kepada karyawan atau delegasi bank,
mensosialisasikan mediasi perbankan kepada nasabah dan masyarakat serta
bekerja sama dengan pihak ketiga dan penyamakan persepsi terhadap
penyelesaian sengketa melalui sistem mediasi di Pengadilan Agama.

5. Dari Segi Pokok Sengketa Yang Dihadapi Para Pihak

Tingkat kerumitan masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak
juga patut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan mediasi.
Kerumitan disini berhubungan dengan jenis sengketa perbankannya, serta
banyaknya para pihak yang terlibat, semisal antara nasabah, bank syariah,
KPKNL, BPN dan pemenang lelang, hingga proses mediasi yang bertahap,
serta berhubungan dengan nilai dari pembiayaan yang diterbitkan oleh bank
syariah.
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Sebagai contoh perkara di Pengadilan Agama Surabaya, nomor
1681/Pdt.G/2015/PA.Sby, sengketa wanprestasi dengan skim akad Aybrid
contract, pembiayaan murabahah wakalah atas take over hutang, yang
melibatkan nasabah sebagai Penggugat, dengan 2 (dua) bank syariah, serta
perkara nomor 5605/Pdt.G/2016/PA. Sby, jenis sengketa pembiayaan
musharakah antara nasabah sebagai Penggugat dengan 2 (dua) bank
syariah. ! Kemudian sengketa yang disebabkan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) yang terjadi di Pengadilan Agama Sidaorjo dalam perkara
nomor 2827/Pdt.G/2015/PA.Sda, antara nasabah sebagai penggugat dengan
bank dalam skim pembiayaan al-murabahah '7?, serta sengketa tentang
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Agama Mojokerto,
Nomor 2578/Pdt.G/2015/PA.Mr dan perkara Nomor 0089/Pdt.G/2015/
PA.Mr antara nasabah sebagai penggugat melawan bank syariah, kantor

lelang (KPKNL), badan pertanahan (BPN), dan pemenang lelang.!”3

Model Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di Pengadian Agama
Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto

Mediasi penyelesaian sengketa secara umum di di Pengadian Agama

Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto sudah diterapkan sejak awal diterbitkannya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang

penerapan lembaga damai dalam lembaga peradilan, yang selanjutnya terus

mengalami peningkatan dan pembaharuan dengan diterbitkatnya PERMA Nomor

2 Tahun 2003, tanggal 11 September 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008,

171 Z akwan, mediator non-hakim, wawancara, di Pengadilan Agama Surabaya tanggal 14 April 2018
172 Syatibi, mediator non-hakim, wawancara, di Pengadilan Agama Sidaorjo, 12 Mei 2018
173 Zainal Aripin, Hakim dan Mediator, wawancara, di Pengadilan Agama Surabaya, 14 April 2018.
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tanggal 31 Juli 2008, dan terakhir diperbaharui lagi dengan PERMA Nomor 1
Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi sengketa di bidang perbankan syariah, mulai diterapkan di
Pengadian Agama tersebut diatas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,
seiring penambahan kompetensi Pengadilan Agama di bidang Ekonomi Syariah.
Yang kemudian semakin di intensifkan setelah diterbitkannya PERMA Nomor 1
Tahun 2008 hingga disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa mediasi sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama yang penulis maksudkan dalam disertasi ini adalah
pelaksanaan mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya,
Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto. Hal ini tentu
dapat dibedakan dengan pelaksanaan mediasi sengketa pada sengketa lain yang
merupakan kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan
menyelesaikannya, yaitu di bidang perkawinan dan di bidang waris. Dalam hal
ini bisa saja model mediasi sengketa perbankan syariah akan berbeda dengan
model mediasi yang dilakukan pada jenis bidang sengketa lain.

Model mediasi yang dikembangkan dalam sengketa perbankan syariah
tidak dapat dilepaskan dari karakteristik perbankan syariah dan prinsip
penyelesaian sengketanya, atas dasar itulah, maka dalam sub bab ini penulis
uraikan tentang bagaimana model pelaksanaan proses mediasi sengketa
perbankan syariah oleh mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pemeriksa
perkara sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama tersebut.
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Pelaksanaan mediasi dalam sengketa di bidang perbankan syariah
merupakan proses penyelesaian sengketa yang prosedurnya di atur dalam
peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, yang menegaskan bahwa hakim wajib terlebih dahulu
memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan bagi para pihak
wajib pula terlebih dahulu melaksanakan apa yang diperintahkan hakim
pemeriksa perkara.!’”* Namun demikian, upaya perdamaian ini tentu saja tidak
berarti menutup kesempatan bagi para pihak untuk melakukan perdamaian tanpa
bantuan mediator.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan, pelaksanaan
mediasi sengketa di bidang perbankan syariah yang dilakukan oleh mediator non
hakim dan mediator hakim dapat dipilah dalam beberapa model, sekalipun perlu
ditegaskan pula bahwa antara satu model mediasi dengan model mediasi lainnya
tidak dapat ditipologikan secara kaku, sebab dapat terjadi salah satu model
memiliki keterkaitan dengan model mediasi yang lain. Hal demikian penulis
temukan dalam mediasi sengketa perbankan syariah di tiga Pengadilan Agama
yang diteliti. Sekalipun demikian, tetap saja pelaksanaan mediasi sengketa
perbankan syariah dapat dipetakan dalam beberapa model mediasi berdasarkan
karakteristik dominan dalam praktik mediasi yang dilakukan.

Model mediasi yang penulis maksud khusus dalam sengketa perbankan
syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, yaitu : 1).

Model penyelesaian (settlement mediation), 2). Model fasilitatif (facilitative

174 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. XII, 2012)., 239.
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mediation); dan 3). Model evaluatif (evaluative mediation). Berikut uraian dari
masing-masing model tersebut :
1.  Model Penyelesaian (seftlement mediation).

Model mediasi yang penulis katagorikan sebagai model penyelesaian
(settlement mediation), manakala dalam proses mediasi seorang mediator
memberikan pengarahan yang terfokus pada permasalahan atau posisi yang
dinyatakan para pihak, serta melakukan berbagai pendekatan untuk
mendorong para pihak mencapai titik kompromi guna mendekatkan
perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.!”” Model demikian ini,
hampir menjadi model utama yang diperankan oleh mediator non hakim di
Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo, karena peran
mediator secara umum terbatas pada prosedur mediasi pengadilan dan pada
posisional para pihak bersengketa .

Termasuk dalam klasifikasi model mediasi ini, adalah mediasi yang
dilakukan oleh Mediator Zakwan Daiman, selanjutnya di panggil Mediator
Zakwan, merupakan mediator bersertifikat dari BP4 Pusat tanggal 06
Desember 2013 Nomor 223/8/P/VII/2013, yang bertugas sebagai mediator
di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan
Pengadilan Agama Gresik. Beliau merupakan pensiunan Panitera/Sekretaris
PTA Medan, Panitera/Sekretaris PTA Surabaya, dan terakhir bertugas

sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto.

175 Arief Surowidjojo, “Mediasi Dalam Konteks Sengketa International”, Lampiran makalah dalam Mediasi
dan Court Annexed Mediation : Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan
dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum), 153.
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Sebagai mediator yang ditunjuk untuk memediasi perkara sengketa
perbankan  syar’iah di Pengadilan Agama  Surabaya Nomor
1681/Pdt.G/2015/PA.Sby, dan Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby, serta
perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2827/Pdt.G/2015/PA.Sda.
Mediator Zakwan memaparkan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap
sengketa perbankan syariah tersebut didasarkan pada penetapan
penunjukan mediator oleh Majelis Hakim pemeriksa. Terhadap proses
mediasi perkara yang telah dilakukan, lebih lanjut Mediator Zakwan
menjelaskan sebagai berikut: 176

Dalam proses mediasi, setelah para pihak datang menghadap pada
saya di rungan mediasi, saya memberikan nasehat hukum kepada para
pihak manfaat mediasi ini, kepada para pihak juga saya katakan
bahwa mediasi ini tidak akan maksimal tanpa keterbukaan dan
keinginan para pihak untuk menyelesaian masalah yang terjadi secara
kompromi.

Kepada para Penggugat saya sampaikan, “apakah saudara sebelumnya
sudah berbicara dengan pihak bank, untuk bermusyawarah dan
menyelesaikan masalah ini secara mufakat?”. Para Penggugat
mengatakan pada saya “kami telah berusaha untuk berbicara dengan
pihak Tergugat, namun tidak berbuah hasil”, Penggugat I
menambahkan bahwa “sebelum perkara ini diajukan kami telah
berbicara dengan pihak bank, agar memberikan kami keringanan
dalam membayar cicilan, sebab wusaha kami saat ini sedang
mengalami penurunan, dan awal nya pihak bank menerima
permintaan kami ini, namun entah mengapa kok pihak bank melelang
aset yang kami jaminkan. Perbuatan bank ini tentu merugikan kami
sebagai nasabah”.

Selanjutnya, kepada pihak Para Tergugat saya katakan, ’Dalam hal
konpensasi kerugian yang dialami dalam bisnis, tentunya harus ada
perhitungan secara cermat dan tawar menawar serta bertanggung
jawab, untuk itu harus dilakukan secara kompromi, sehingga tidak
ada pihak yang merasa dirugikan.” Tergugat I berkata “sebagai bank
kami telah memberikan peringatan kepada Penggugat agar
menyelesai hutang yang telah terlewat jatuh tempo nya, sebab
tunggakan sudah lama, dan jika hal ini berlarut tentunya akan

176 Zakwan Daiman, Mediator Pengadilan Agama Surabaya, wawancara , di Pengadilan Agama Surabaya, 17
Januari 2018.
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merugikan kami, sehingga perlu langkah penyelamatan asset bank,
dan lelang merupakan alternatif terakhir”.

Dalam tahapan mediasi yang dilakukan, mediator Zakwan telah
memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk
mencari dan menawarkan solusi yang diinginkan, ia katakan kepada para
pihak bahwa “mediasi tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa
yang baik (as sulh khair,) karenanya mari kita bersama mencari jalan
tengah penyelesaian yang terbaik”. Namun hingga masa waktu mediasi
yang diberikan Majelis Hakim habis, para pihak tidak berhasil menemukan
solusinya, sehigga mediator menyatakan mediasi perkara ini gagal, atau
tidak berhasil menemukan kesepakatan damai.

Berikut penuturan mediator Zakwan.!”’
Tidak berhasilnya proses mediasi dalam sengketa yang saya tangani,
saya menilai karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat menentukan
titik kesepakatan berkenaan dengan konpensasi kerugian yang sesuai,
padahal dalam proses mediasi telah sering saya katakan kepada para
pihak bahwa mediasi ini tidak lain merupakan cara penyelesaian
sengketa yang baik (as sulh khair,) karenanya mari kita bersama
mencari jalan tengah penyelesaian yang terbaik.

Setelah saya berusaha mengarahkan untuk membuat kesepakatan

pembayaran hutang namun tetap alof sebab masing-masing bersikeras

pada keinginan nya, akhirnya proses mediasi saya nyatakan tidak
berhasil, gagal mencapai kesepakatan.

Terhadap hasil mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan,
mediaor selanjutnya melaporkan kepada Hakim pemeriksa perkara untuk
melanjutkan proses persidangan, demikian pula Mediator Zakwan
menyampaikan laporan kegagalan proses mediasi yang dilakukan, dan

kepada para pihak Mediator Zakwan menyampaikan “walau mediasi

perkara sengketa pada hari ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, masih
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terbuka banyak kesempatan untuk mengikat kesepakatan dalam proses
persidangan”.!”8

Senada dengan Zakwan, model mediasi ini juga dipraktikkan oleh
mediator non hakim Kasman Madyaningpada, selanjutnya disebut
Mediator Kasman yang merupakan mediator bersertifikat dari BP4 Pusat
Nomor 15/8-P/BP4/X11/2010, beliau merupakan pensiunan Hakim pada
Pengadilan Agama di Jawa Timur.

Mediator Kasman, merupakan mediator perkara sengketa nomor
4506/Pdt.G/2016/PA.Sby., dalam pandangannya, hal penting yang perlu
dipahamkan kepada para pihak dalam proses mediasi tidak dapat
dipisahkan dari usaha kompromistik untuk mencari penyelesaian alternatif
yang terbaik, sehingga dengan usaha bersama tersebut masing-masing
pihak bersengketa merasa sama-sama menang, tidak ada yang kalah (win
win solution).

Untuk lebih jelas, berikut praktik mediasi sengketa perbankan syariah
dalam praktik yang dilakukan oleh mediator Kasman.'7®

Saya, sebagai mediator dalam pertemuan mediasi, telah memberikan
arahan dan nasehat kepada para pihak untuk menemukan jalan tengah
secara musyawarah. Kepada Penggugat saya katakan, bahwa mediasi
ini adalah forum untuk kita bersama-sama melakukan kompromi,
sehingga nanti masing-masing menemukan jalan tengah yang enak,
enak bagi sampeyan-sampeyan ini (Penggugat dan Tergugat). Saat
itu Penggugat menjawab, bahwa Penggugat beriktikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan ini, dan untuk menyelamatkan asset
nya.

Kepada para Tergugat saya sampaikan, berilah kesempatan kepada

Penggugat ini untuk bermusyawarah dulu, sediakanlah forum untuk
berkompromi dengan sampean (Bank), Tergugat I (Bank) kemudian

178 Tbid
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berkata kepada saya, bahwa dari pihak bank telah berupaya untuk
menyelesaikan masalah pembiayaan ini, bahkan telah dilakukan
upaya teguran dan peringatan kepada Penggugat, sebagai nasabah,
agar menyelesaikan tunggakan hutangnya, atau akan dilakukan lelang
terhadap agunannya.
Dalam praktik mediasi yang saya tangani, saya telah memberi
kesempatan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, untuk
menjelaskan pokok sengketa yang terjadi secara bergantian,
selanjutnya saya meminta kepada mereka untuk saling berkompromi
dalam mencari titik temu penyelesaian sengketanya, supaya para
pihak lebih leluasa bermusyawarah saya tunda mediasi untuk usaha
bersama tersebut.

Dalam pertemuan mediasi lanjutan, ternyata upaya internal antara

bank dan nasabah tidak membuahkan titik temu penyelesaian.

Sehingga di akhir mediasi saya melaporkan mediasi perkara ini gagal

mencapai kesepakatan.

Selain Zakwan dan Kasman. Mediator Syatibi adalah mediator non
hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam sengketa nomor
3094/Pdt.G/2016/PA.Sda.

Syatibi, selanjutnya disebut Mediator Syatibi, merupakan mediator
yang ditunjuk oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara sengketa perbankan
syariah. Mediator Syatibi merupakan Mediator Non Hakim pada
Pengadilan Agama Sidaorjo dengan sertifikat mediator dari lembaga BP4
Pusat tanggal 06 Desember 2013, Nomor 223/8-P/VII/2013. Mediator
Syatibi merupakan pensiunan Pejabat kepaniteraan dan sekretaris pada
Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalam hal mediasi sengketa perbankan syariah yang ditangani,
mediator Syatibi telah memberikan nasehat kepada para pihak yang hadir
akan pentingnya musyawarah mufakat serta manfaat mediasi dalam

penyelesaian sengketa. Sebagai mediator, Syatibi telah mendorong para

pihak agar berkompromi untuk menentukan kesepakatan penyelesaian
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sengketa, sebab menurutnya, dengan adanya iktikad baik bersama baik
untuk bermusyawarah akan mempermudah upaya penyelesaian sengketa,
baik dalam proses mediasi, dalam persidangan, maupun di luar proses
persidangan. Pada akhirnya penggugat mencabut perkara ini karena telah

terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat di luar pengadilan.

Berikut pernyataan Syatibi. '8

Setelah para pihak, penggugat dan tergugat menghadap kepada saya
di ruang mediasi ini, hal utama yang saya sampaikan adalah
memberikan penjelasan kepada masing-masing pihak tentang manfaat
mediasi, saya katakan bahwa mediasi sejatinya telah menjadi budaya
yang baik dalam penyelesaian segala sengketa yang terjadi di
Pengadilan Agama baik perkara perceraian, atau sengketa perbankan
syariah. Secara agama mediasi adalah cara terbaik dalam melakukan
musyawarah, dan sebagai mediator saya katakan akan membantu para
pihak untuk menemukan hasil penyelesaian terbaik, dengan
memperhatikan keinginan masing masing.

Setelah masing-masing memahamai mafaat mediasi ini, selanjutnya
saya katakan kepada penggugat dan tergugat dengan pertanyaan :
“apakah ada keinginan untuk menyelesaian sengketa ini dengan
kesepakatan ?” pihak penggugat dan tergugat menjawab “Iya’.
Selanjutnya saya minta mereka untuk berkompromi dalam
menyelesaian masalah ini.

Dalam proses mediasi saya sampaikan kepada penggugat, agar
berusaha berbicara dengan tergugat terkait bisnis yang dilakukan,
silahkan terbuka bahwa anda adalah nasabah yang baik, dan
berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai.
Kepada tergugat saya sampaikan, agar memberi kesempatan kepada
penggugat melunasi hutangnya, silahkan saling berkompromi untuk
menemukan jalan tengah terbaik.

Karna mediasi tidak berhasil mendapatkan titik temu penyelesaian,
saya persilahkan kepada masing-masing pihak untuk melanjutkan
persidangan saja, dan tetap mengkomunikasikan perkara ini agar
nanti mendapatkan hasil penyelesaian terbaik.

2. Model fasilitatif (facilitative mediation).
Model mediasi yang dikatagorikan sebagai model mediasi fasilitatif

adalah proses mediasi yang berbasis kepentingan (7nterest-based) dan

180 Syatibi, mediator non hakim, wawancara, di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 05 Januari 2018.
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kebutuhan para pihak yang berselisih, peran mediator dalam model mediasi
ini adalah memberikan fasilitas dan mengarahkan pada pihak-pihak yang
berperkara agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalahnya ke
arah penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan, serta menjamin
agar tahapan dalam proses mediasi dijalani dengan baik (terstruktur).
Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses dan menguasai teknik-
teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi tentang hal-hal yang
disengketakan tidak terlalu penting.

Model mediasi demikian ini, adalah model mediasi yang dilakukan
oleh mediator Hakim di Pengadilan Agama Surabaya pada Perkara Nomor
306/Pdt.G/2016/PA.Sby, dengan mediator hakim Nandang Nurdin.

Mediator Hakim Nandang Nurdin, selanjutnya di sebut Mediator
Hakim Nandang, yang merupakan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama
Surabaya, dengan pendidikan terakhir megister hukum pada Universitas
Nusantara Bandung, riwayat jabatan Mediator Hakim Nandang, beliau
sebagai Hakim Pengadilan Agama sudah selama 23 (dua puluh tiga) tahun,
yaitu sejak tahun 1995, dan terakhir mutasi ke Pengadilan Agama Surabaya
pada tahun 2015 hingga sekarang.

Sebagai Mediator yang ditunjuk, Mediator Hakim Nandang diawal
pertemuan telah mendudukkan para pihak dengan baik, serta menjelaskan
aturan dan tahapan mediasi yang akan dilakukan, setelah itu baru
memberikan nasehat hukum tentang manfaat mediasi ini dalam sengketa
perbankan syariah yang dihadapi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya
memerintahkan agar membuat resume perkara dan opsi penyelesaian yang
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diinginkan dan ditawarkan masing-masing, secara transparan. Beliau juga
mengingatkan bahwa mediasi ini harus dilakukan berdasarkan iktikad baik
untuk menyelesaikan sengketa nya, sebab mediasi ini merupakan cara
penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah, bila
dibandingkan dengan penyelesaian melalui sidang yang tentu semakin lama
dan rumit.

Berikut uraian Mediator Hakim Nandang dalam proses mediasi yang
dilakukan ; 18!

Saya adalah mediator yang ditunjuk hakim pemeriksa perkara atas
kesepakatan para pihak. dan saya telah mempelajari terlebih dahulu
sengketa ini. Proses mediasi dalam sengketa tersebut telah dilakukan
secara maksimal, dengan mamanfaatkan waktu mediasi yang
diberikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara selama 40 hari
dengan 3 kali pertemuan mediasi.

Dalam proses awal mediasi, dihadapan para pihak saya memberikan
pengarahan aturan maen mediasi ini, serta saya jelaskan pula tahapan
mediasi yang akan dilakukan, termasuk membuat resume perkara dan
tahapan yang perlu dilakukan dalam bernegoisasi dengan menentukan
agenda prioritas yang perlu dipecahkan terlebih dahulu.

Setelah itu, saya memberukan nasehat kepada masing-masing pihak,
saya katakan bahwa mediasi ini adalah cara terbaik dalam
menyelesaikan sengketa perbankan syariah dibandingkan dengan
proses litigasi yang biasa nya lama dan berlarut-larut, dan cenderung
“saklek’ berdasarkan hukum acara, sehingga makin banyak energi
yang terkuras, termasuk biayanya.

Kepada Penggugat, saya persilahkan untuk bercerita terlebih dahulu
tentang latar belakang sengketa yang dihadapi ini. Ketika itu
Penggugat bercerita kepada saya bahwa: “kami ini nasabah Bank
Syariah dalam pembiayaan dengan akad murabahah, ternyata dalam
proses pembayaran piutang mengalami penurunan usaha, sehingga
berdampak pada penunggakan pembayaran, kami ini bukannya tidak
mau melunasi, namun memang sedang bisnis kami sedang macet”.
Kemudian saya bertanya kepada Tergugat, yang dijawab Tergugat
bahwa “benar Penggugat adalah nasabah kami, dan memang saat ini

181 Nandang Nurdin, Hakin dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama
Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018
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Penggugat telah menunggak pembayaran hutangnya, dan kami telah
berusahan memberikan teguran kepada Penggugat agar menunaikan
kewajiban nya, namun hingga tempo yang ditentukan tetap tidak ada
iktikad baik”. Saat itu juga saya tanyakan kepada pihak bank, apakah
sebelumnya sudah ada upaya penyelesaian internal.

Setelah saya memberikan kesempatakan kepada masing-masing Para
Penggugat menyampaikan latar belakang sengketa, dan kepada para
Tergugat untuk menceritakan upaya penyelesaian pembiayaan yang
macet. Selanjutnya saya perintahkan masing-masing untuk membuat
resume perkara, saya katakan “resume perkara merupakan uraian
latar belakang sengketa, serta upaya apa yang diinginkan sebagai opsi
penyelesaian sengketa”. Resume para pihak itu merupakan informasi
penting bagi mediator. Guna penyusunan resume mediasi ditunda
pada pertemuan berikutnya.

Terhadap upaya apa yang dilakukan untuk mendamaikan penggugat

dan tergugat dalam proses mediasi setelah penyampaian resume perkara,

Mediator Hakim Nandang menjelaskan :'82

Sebagai mediator, bersama para pihak dalam mediasi telah berusaha
mengkerucutkan opsi perdamaian, dari opsi yag ditawarkan para
pihak saya pun ikut membantu untuk memilih dan menegoisasikan
penyelesaian alternatif dan mengakhiri sengketa yang terjadi dengan
musyawarah mufakat. Opsi tersebut berupa penundaan atau
penghentian proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL dan Bank
Syaria’ah, serta mengupayakan agar Nasabah memenuhi pokok
prestasi yang menjadi kewajibannya secara tuntas. Namun oleh
karena aset yang menjadi jaminan telah terjual secara lelang oleh
pihak Bank dan bahkan telah ada pemenang lelang, maka proses
mediasi ini deadlock karena pemenang lelang tidak turut dilibatkan.

Senada dengan mediator Hakim Nandang, model yang sama
dipraktikkan oleh Mediator Hakim Agus Suntono, yang selanjutnya disebut
mediator hakim Agus, merupakan Hakim Madya Utama dengan pangkat
Pembina Tingkat I pada Pengadilan Agama Surabaya, dengan pendidikan

terakhir megister hukum pada Universitas Sunan Giri Ponorogo.

182 Nandang Nurdin, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama
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Mediator Hakim Agus yang ditunjuk sebagai mediator perkara
Nomor 5605/Pdt.G/2016/PA.Sby. dalam sengketa perbankan syariah
dengan skim pembiayaan musharakah. Dalam praktik mediasi yang
dilakukan, diawal pertemuan mediator Hakim Agus telah mengupayakan
perdamaian kepada masing-masing pihak yang hadir, dengan memberikan
nasehat agar mediasi dilakukan secara sukarela dan iktikad baik, beliau
menyampaikan bahwa mediasi ini merupakan usahan win win solution
dalam menyelesaikan sengketa, terlebih terhadap sengketa perbankan
syariah ini, sehingga tentu dalam menyelesaikannya harus berdasarkan
pada prinsip syariah, yaitu musyawarah dan prinsip sukarela.

Seperti halnya mediator hakim Nandang, mediator Hakim Agus juga
telah menjelaskan kepada para pihak yang bersengketa berkenaan prosedur
dan tahapan mediasi yang wajib untuk dilalui sebagaimana ditetapkan
dalam PERMA Nomer 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, sebab dengan tahapan mediasi yang baik akan menjamin
pelaksanaan mediasi ini lebih terarah.

Berikut pernyataan Mediator Hakim Agus: '3

Sebagai mediator hakim yang ditunjuk, saya telah berupaya untuk
memberikan nasehat agar melaksanakan mediasi ini dengan iktikad
baik, dan membantu mengarahkan para pihak untuk menemukan
penyelesaian sengketa secara win win solution, saya katakan pada
mereka, para pihak, “bahwa kegiatan ekonomi syariah adalah
kegiatan yang syar’i, karenanya kalo ada masalah selesaikanlah
dengan prinsip saling rela (antaradin)’.

Dalam pertemuan mediasi lanjutan, bersama para pihak saya berusaha
menemukan dan menyusun agenda prioritas dan menentukan
alternatif penyelesaian, terutama mengupayakan agar nasabah

183 Agus Suntono, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama
Surabaya pada tanggal 17 Januari 2018
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memenuhi  prestasi  dengan  penjadwalan  ulang  dengan
memperpanjang masa pertanggungan. Namun hingga batas waktu
mediasi yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pemeriksa, kami
belum dapat menyusun kesepakatan bersama, sehingga mediasi
dinyatakan tidak berhasil.

Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, mediator Agus
melaporkan hasil mediasi yang telah dilakukan kepada Hakim pemeriksa
perkara, dan dalam proses persidangan ternyata pihak Penggugat dalam
persidangan telah mencabut perkara ini, atas dasar kesepakatan di luar
proses persidangan. Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama selalu
membuka peluang positif agar para menyelesaiakan sengketa yang
dihadapi, entah melalui dalam proses persidangan, maupun di luar proses
persidangan, inilah fitrah manusia, tambah mediator Agus.

Berikut pertimbangan yang disampaikan Mediator Hakim Agus.'$*

Pada dasarnya tidak ada pihak yang ingin berlarut latur dalam
sengketa, dan perdamaian atau 7s/ah merupakan upaya penyelesaian
sengketa terbaik, ash sulhu khair, wa ahsan, untuk itu pengadilan
diharapkan memberikan peluang seluas luasnya kepada para pihak
yang bersengketa agar menyelasaikan permasalahan secara
perdamaian”.

Selain Mediator Hakim Agus, model mediasi yang peneliti
katagorikan sebagai mediasi fasilitatif juga diprkatikan oleh mediator
Hakim Zainal Aripin, selanjutnya disebut Mediator Hakim Aripin. beliau
adalah Hakim Madya Utama yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama
Surabaya, dengan pendidikan terakhir megister hukum pada Universitas
Merdeka Malang, riwayat jabatan Mediator Hakim Zainal sebagai Hakim

di Pengadilan Agama sejak tahun 1998 di Pengadilan Agama Baubau,
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sebagai Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 1999,
Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahun 2008, Hakim Pengadilan
Agama Mojokerto 2011, Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Bengkalis
tahun 2014, dan terakhir pada tahun 2016 telah mendapat mutasi promosi
sebagai Hakim di Pengadilan Agama Surabaya kelas 1A.

Mediator Hakim Aripin meruapakan mediator ditunjuk untuk
melaksakan mediasi pada perkara sengketa Nomor
0089/Pdt.G/2014/PA.Mr., yang ketika itu masih bertugas sebagai hakim di
Pengadilan Agama Mojokerto. Dalam praktik mediasi sengketa yang
ditanganinya, mediator Hakim Aripin mengatakan bahwa “Proses mediasi
dalam sengketa tersebut telah dilakukan secara maksimal, dengan
mamanfaatkan waktu mediasi yang diberikan oleh Majelis Hakim
pemeriksa perkara”. Dalam tiap tahapan mediasi beliau telah berusaha
mendudukkan para pihak secara berimbang, dengan memberikan
kesempatan yang sama untuk menceritakan peristiwa sengketa yang
dihadapi, termasuk pula memberikan tawaran solusi penyelesaian yang
sesuai dan disepakati, namun oleh karena pembeli / pemenang lelang tidak
pernah datang hingga proses mediasi ini berakhir, walau para pihak yang
hadir dalam mediasi sepakat, namun penyelesaian perkara ini tidak bisa
tuntas sebab pihak kunci yang menguasai obyek sengketa tidak hadir,
mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, ungkap mediator Aripin.

Berikut penuturan Mediator Aripin tentang praktik mediasi yang

dilakukan.!®5

185 Zainal Aripin, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Surabaya, wawancara, di Pengadilan Agama
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Agenda pertemuan mediasi secara intens dilakukan dalam beberapa
tahapan. Pada tahapan awal setelah para pihak saya panggil dan
menghadap saya, saya memberikan nasehat tentang manfaat mediasi
sebagai penyelesaian sengketa alternatif dan fleksibel, saya katakan
pada Penggugat dan Para Tergugat, hal ini tentu akan memberikan
keuntungan bagi kalian untuk menemukan solusi penyelesaian terbaik
dan saling menguntungkan, berbeda jika dibandingkan proses litigasi,
yang tentunya memakan waktu yang cukup lama dan proses yang
panjang.

Dalam tahap selanjutnya, saya persilahkan kepada Penggugat dan
Para Tergugat, baik dari bank syariah, KPKNL, dan BPN., untuk
menceritakan secara singkat kasus posisi perkaranya.Saya bertanya
pada Penggugat, dia menjawab bahwa dirinya itu adalah nasabah
yang baik, dirinya ber iktikad baik untuk menyelesaikan hutangnya,
justru pihak bank ini yang menurut dirinya kurang beriktikad baik,
tanpa prosedur yang jelas pihak bank menjual aset yang kami
jaminkan, katanya Penggugat, terlebih bahwa bank melelang aset
kami di bawah harga pasaran, bahkan jauh dan sangat murah.
Kemudian saya persilahkan bank menceritakan, kepada saya pihak
bank mengatakan bahwa dirinya telah menjalankan langkah
penyelesaian sesuai prosedur bank, dan selama ini pihak bank telah
mengirimkan surat peringatan (SP) hingga 3 kali kepada Penggugat,
namun tidak ada tanggapan. Demikian pula kepada pihak KPKNL
dan BPN, masing-masing mengatakan hal yang sama, telah
melakukan sesui prosedur, katanya. Pihak KPKNL menambahkan
bahwa semua telah sesuai “risalah lelang”, prosedur lelang lengkap
disana, setelah ada pemenang lelang baru proses balik nama akan
dilakukan oleh BPN.

Menurut Aripin, kehadiran para pihak secara lengkap, merupakan

faktor penentu agar proses mediasi tidak buntu (deadlock), sebab apabila

para pihak tidak lengkap, upaya penyelesaian dalam mediasi menjadi tidak

dapat berjalan secara tuntas.

Berikut lanjutan proses mediasi yang dituturkan Mediator Aripin: '8
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Proses yang paling sulit dalam mediasi ini adalah menemukan titik
temu kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Satu saja pihak
yang tidak bersedia sepakat, maka proses mediasi gagal. Dan proses
penentuan problem solving terbaik ini yang memakan waktu cukup
lama untuk menghadirkan pemenang lelang, namun hingga proses
mediasi berakhir pihak pemenag lelang sebagai pihak kunci
penyelesaian sengketa ini tidak kunjung hadir maka mediasi ini
berkahir tanpa penyelesaian.

Saya sebagai mediator telah berusaha memberikan opsi kepada para
pihak untuk memilih penyelesaian terbaik guna mengakhiri sengketa
yang terjadi, masing-masing pihak sepakat mediasi ini akan berhasil
jika pemenang lelang hadir, aset yang menjadi jaminan telah di jual
lelang oleh pihak Bank. Kuncinya menurut saya adalah kehadiran
pemenang lelang, jika pemenang lelang hadir dan menyerahkan
kembali aset yang dibeli dalam lelang, maka perkara ini selesai dan
mediasi berhasil.

3. Model evaluatif (evaluative mediation).

Model mediasi yang dikatagorikan sebagai model mediasi evaluatif
manakala mediator dalam praktik mediasi untuk menghasilkan kesepakatan
berdasarkan pada hak-hal legal dari para pihak yang bersengketa dalam
wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam model ini. Peran yang
bisa dijalankan oleh Mediator dalam hal ini ialah memberikan saran serta
mempresentasikan kepada para pihak yang bersengketa (disputants),
dengan penilaian tentang hasil putusan akhir, serta siapa pihak yang
menang atau kalah, apabila perkara ini terus berlanjut dalam proses
persidangan.

Termasuk dalam model mediasi ini, adalah mediasi yang dilakukan
oleh Mediator hakim Kamali. Mediator Hakim Kamali, yang akrab disapa
Kamali ini, adalah Hakim dan mediator pada Pengadilan Agama Mojokerto
yang ditunjuk sebagai mediator perkara sengketa perbankan syariah nomor

perkara 1006/Pdt.G/2017/PA.Mr. Dalam wawancara dengan penulis,
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Mediator Hakim Kamali, sebagai Hakim dan mediator yang telah
mengikuti sertifikasi dan bimbingan teknis penyelesaian sengketa Ekonomi
syariah ini, memberikan penjelasan proses mediasi yang berhasil dilakukan
dengan kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai (win win
solution), yang dilaksanakan secara optimal dan maksimal hingga
memakan waktu perpanjangan mediasi hingga dua kali 30 (tiga puluh) hari
kerja.

Menurut Kamali, salah satu satu kunci keberhasilan mediasi terletak
pada kemampuan mediator, dalam menerapkan prosedur mediasi itu
sendiri, baik dalam tahap pra mediasi, proses mediasi dan paska mediasi.
Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang essensinya sama
dengan proses musyawarah atau konsensus, sehingga tidak boleh ada unsur
paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian
selama proses mediasi berlangsung. Jadi, segala sesuatunya harus
memperoleh persetujuan bersama. Terkait dengan keberhasilan proses
mediasi perkara yang ditangani, Kamali menambahkan, bahwa peran
penting mediator dalam proses tersebut adalah kemampuan mediator untuk
mengarahkan terbentuknya kesepakatan, memang harus ada proses tawar
menawar, sehingga hasil kesepakatan benar-benar menjadi penyelesaian
yang dirasakan terbaik bagi masing-masing pihak yang bersengketa.

Dalam praktik mediasi diperlukan adanya ketegasan kepada para
pihak terhadap pokok sengketa yang terjadi. Jenis sengketa perkara yang
dimediasi oleh mediator hakim Kamali adalah sengketa perbankan syariah
dalam skim musharakah, dan ternyata dalam aplikasinya Para Tergugat
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tidak memenuhi kewajiban pembayaran tanggungan sebagaimana
ditentukan dalam akad tersebut. Mediator hakim Kamali mengingatkan
kepada para Tergugat agar melunasi kewajiban itu sebagai hutangnya
kepada bank (Penggugat), serta mengingatkan kepada Para Tergugat akibat
hukum bagi orang yang lalai terhadap kewajibannya. Hal ini perlu
dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada Tergugat terhadap
kewajiban prestasinya secara suka rela dan iktikad baik, serta kepada pihak
Penggugat agar memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk
memenuhi prestasinya secara transparan dan sesuai dengan pokok
kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat.
Berikut pandangan Mediator Hakim Kamali secara lengkap.'®’

Pada tahap awal mediasi, saya memberikan nasehat kepada para
pihak yang bersengketa akan pentingnya musyawarah mufakat dalam
proses mediasi ini, termasuk manfaat mediasi dalam pengadilan ini
guna penyelesaian sengketa secara tuntas dan sesuai dengan prinsip
perbankan syariah. Selanjutnya saya memberikan pengarahan tentang
tahapan mediasi dan berjanji untuk bersikap netral dan adil kepada
pihak, yaitu dengan memberi kesempatan masing-masing secara
berimbang dan tertib untuk memberikan penjelasan kasus posisi yang
terjadi serta tawaran penyelesaian sengketa yang diharapkan.

Saya katakan kepada Penggugat, yang ketika mediasi dihadiri
langsung oleh direksi dan para legal, agar bermusyawarah dan
menyelesaikan perkara ini dengan kesepakatan saja, tidak usah ke
Pengadilan (Pengadilan Agama Mojokerto), berilah kesempatan
kepada Tergugat untuk menyelesaian hutangnya, dengan mencicil
atau diatur caranya agar terselesaikan dan sesuai dengan kesanggupan
Para Tergugat. Kepada saya Penggugat mengatakan, bahwa pihaknya
telah berusaha memberikan kesempatan kepada Tergugat, bahkam
kita hanya minta pokok hutang saja dan sebagian ganti rugi.

Selanjutnya kepada Tergugat saya katakan, bahwa hukum membayar
hutang itu wajib, dan kewajiban itu tetap melekat sampai kapan pun
bahkan hingga mati, karena itu harus ada usaha maksimal untuk
melunasi dengan cara yang baik, mari di bicarakan secara
musyawarah melalui mediasi ini, kalau kalian tetap ingkar nanti pak

187 Kamali, Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Mojokerto, wawancara, di Pengadilan Agama

Mojokerto, tanggal 12 Desember 2017
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Hakim akan menghukum lebih berat lagi”. Kepada saya Tergugat
menjawab, bahwa “Tergugat bukannya tidak ingin membayar
hutangnya, namun nominal besarannya itu terlalu besar dan tidak
sesuai, karena usaha saya saat ini sedang menurun bahkan hampir
pailit”.

Setelah para pihak menguraikan pokok sengketa ini dan berjanji
untuk bersikap baik dan komunikatif serta terbuka, selanjutnya saya
meminta masing-masing membuat resume perkara dan tawaran
penyelesaian yang disanggupi, dan saling memusyawarahkan setiap
tawaran yang dikemukakan kedua pihak. Nah... disini saya mulai
mulakukan kaukus, pertemuan sepihak antara saya dan Penggugat,
serta saya dan Tergugat secara bergantian.

Dalam proses negoisasi dan tawar menawar nominal sisa hutang, saya
memberikan menjelaskan kepada kedua belah pihak agar fokus pada
penyelesaian piutang secara transparan dan bertanggung jawab. Saya
minta kepada Penggugat menyebutkan nominal yang menjadi
kewajiban pokok hutang Tergugat setelah dikurangi cicilan
sebelumnya, dan kepada Tergugat saya minta berapa nominal yang
disanggupinya, ketika itu dalam perhitungan saya terdapat selisih
angka senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)

Dalam praktik mediasi yang dilakukan, mediator Kamali telah
menerapkan proses kaukus. Kaukus menurut Kamali merupakan salah satu
prosedur penting dalam proses mediasi. Lebih lanjut Kamali
menyampaikan bahwa kaukus merupakan langkah penting bagi Mediator
agar dapat mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya
tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan emosi
tanpa mengganggu proses mediasi, hal ini juga memungkinkan mediator
untuk menemukan atau menggali informasi tambahan yang berhubungan
dengan kemungkinan penyelesaian sengketa.

Berikut penjelasan mediator Kamali.'88
Kaukus merupakan salah satu prosedur penting dalam proses mediasi,
kaukus adalah pertemuan sepihak Mediator dengan salah satu pihak
bersengketa. Fungsi kaukus ini adalah supaya Mediator dapat

mendengar pendapat salah satu pihak secara utuh tanpa adanya
tekanan dari pihak lain, membantu para pihak untuk menyalurkan
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emosi tanpa mengganggu proses mediasi, hal ini memungkinkan
mediator untuk menemukan atau menggali informasi tambahan yang
berhubungan dengan kemungkinan penyelesaian sengketa. Namun,
kaukus ini harus diberitahukan kepada pihak lain bahwa mediator
dengan salah satu pihak melakukan kaukus.

Dalam kaukus, secara pribadi saya sampaikan kepada Penggugat,
bahwa Tergugat ini telah beriktikad baik untuk menyelesaian perkara
ini, saya meminta kepada Penggugat agar membebankan pokok
hutang saja, dan mengevaluasi ulang terhadap hal-hal lain, seperti
denda dan tuntutan ganti rugi. Ketika itu Penggugat berkata bahwa
pihak bank akan meninjau ulang, dan mengurangi tuntutan kembali.
Dalam kaukus bersama Tergugat saya sampaikan, Penggugat (bank)
bersedia untuk menurunkan tuntutan, karenanya silahkan anda
menambah sedikit nominal yangsesuai, anggap saja bahwa kelebihan
yang anda berikan sebagai shadagah dan infag saudara. Karena dana
yang ada pada bank, juga akan disalurkan kepada kegiatan
keagamaan. Ketika itu Tergugat menjawab bahwa jika untuk infaq
dan shadagah saya bersedia.

Setelah mediator memahami secara jelas pokok perkara, opsi
perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus, serta
mendengar mediator lain sebagai pendamping (co-mediator), selanjutnya
mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta rumusan kesepakatan
berdasarkan hasil yang didapatkan, dengan upaya renegosiasi atau tawar
menawar dengan arahan mediator hingga akhirnya menghasilkan
kesepakatan nominal yang cukup adil bagi kedua belah pihak untuk
melunasi kewajibannya, dan tidak ada lagi perasaan bahwa salah satu pihak
yang dimenangkan atau dikalahkan (win win solution)

Berikut penjelasan secara lengkap yang disampaikan mediator
Kamali.'®
Setelah saya melaksanakan tahapan demi tahapan dalam proses
mediasi, dari data yang saya dapatkan, selanjutnya saya berupaya
bersama co mediator, untuk mencari titik temu dari ragama opsi

kesepakatan para pihak, yaitu dengan proses tawar menawar yang
saya bimbing langsung hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan
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nominal yang dirasa cukup adil bagi kedua belah pihak, pihik
Tergugat bersedia melunasi kewajibannya dengan membayar kepada
Penggugat uang sejumlah Rp. 356.500.000,- (Tiga ratus lima puluh
enam juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi Penggugat bersedia untuk
mengembalikan  sertifikat yang dijaminkan dalam fasilitas
permbiayaan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat tambahan.
Tujuan akhir yang diharapkan dalam mediasi adalah win-win
solution, tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para
pihak sama-sama dimenangkan, setelah penyampaian usulan
pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan
kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak
sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau
berhasil sebagaian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu
kesepakatan perdamaian hingga mediasi dinyatakan gagal.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka para
pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara
tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan

Mediator.

Mediator Hakim Kamali menambahkan : 1°°

Kesepakatan perdamaian merupakan dokumen yang memuat syarat-
syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa
yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan
Mediator. Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; dan merugikan pihak
ketiga atau tidak dapat diaksanakan.

Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian mediator
Hakim bersifat Pasif, karena pada dasarnya kesepakatan perdamaian
harus disusun oleh Para Pihak, keberadaan mediator hanya untuk
menengahi dan memastikan proses mediasi terlaksana dengan baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam isi dari kesepakatan
dalam mediasi, lanjut Hakim mediator Kamali, meliputi beberapa hal
sebagai berikut : 1) Hari dan Tanggal perdamaian dilakukan; 2) Identitas
para pihak; 3) Kesepakatan yang dicapai; dan 4) Tanda tangan para pihak

yang berdamai.
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Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian. Hakim
Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera
mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari Hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari
sidang pembacaan Akta Perdamaian. Akta perdamaian adalah akta yang
memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan
kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum
biasa maupun luar biasa. Keberadaan Akta Perdamaian ini sebagai penguat
dari kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Para Pihak, akta
perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial (dapat dieksekusi)
layaknya putusan Pengadilan.

Untuk mempermudah memahami mekanisme court annexed mediation
sengketa perbankan syariah mulai dari tahap pendaftaran perkara hingga tahapan
akhir mediasi, berikut penulis sajikan bagan prosedur pelaksanaan mediasi
Pengadilan Agama berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tiga
Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama

Sidoarjo, dan Pengadilan Agama Mojokerto, sebagai berikut :
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Tabel 3.13
Skematik Mediasi di
Pengadilan Agama Surabaya,
Sidoarjo dan Mojokerto

 —
Pendaftaran
Gugatan oleh
Penggugat di Meja I
(Registrasi)

berkas perkara oleh
Petugas dan taksiran biaya
panjar

Pemeriksaan kelengkapan

’y

v J—\

Penggugat
membayar biaya
perkara (panjar)
Panitera menerima |

gugatan dan
diregistrasi dengan

diberi nomer
perkara

Berkas diserahkan
ke Panitera untuk
dibuatkan
Penetapan (PP dan
JS)

KPA mengeluarkan
penetapan Majelis
Hakim (PMH)

A\ :
Panitera

menyerahkan berkas
gugatan ke KPA

Panitera menerima
gugatan dan

diregistrasi dengan
diberi nomer

perkara )
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Berkas diserahkan
kepada Majelis
Hakim untuk

menetapkan PHS

Sidang 1.

Majelis Menujuk |
Mediator
PP menyerahkan
Berkas pada
MEdiator yang
ditunjuk
Mediator

menentukan jadwal
mediasi

\

(Mediasi gagal)
Ketua Majelis Menetapkan
Hari Sidang untuk
melanjutkan pemeriksaan

(Mediasi berhasil)

membacakan Putusan berisi
Akta Perdalmaian ketika
mediasi berhasil

N

LAPORAN MEDIASI |

. —

Proses mediasi
30 Hari Kerja,. |

Pemanggilan para
pihak




BAB IV
COURT ANNEXED MEDIATION DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA, SIDOARJO DAN MOJOKERTO

Bagian ini menjelaskan tentang analisis penulis terhadap hasil penelitian pada bab
tiga. Dalam bab ini diuraikan tentang analisis dan upaya penulis dengan kerangka teori
yang digunakan serta dengan memperhatikan prinsip dan karakteristik sengketa
perbankan syariah dalam menjawab pokok permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai
berikut :

A.  Aktualisasi Court annexed mediation dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan

Syariah pada Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto

Penulis tegaskan kembali bahwa sistem court annexed mediation dalam sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, mulai secara
intensif diterapkan sejak awal diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya tersebut mulai ditingkatkan lagi sejak direvisinya
PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diundangkan tanggal 04 Februari 2016.
Pelaksanaan court annexed mediation ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi
Pengadilan Agama sebagai the /last resort dan sebagai kendaraan hukum dalam
penyelesaian sengketa perbankan syariah secara efektif dan efisien serta sesuai dengan
prinsip dan karakteristik sengketanya.

Sama halnya dengan proses mediasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non
litigasi), court annexed mediation juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui.
Bedanya proses penyelesaian sengketa melalui court annexed mediation ini dilakukan
setelah sengketa tersebut terdaftar dalam buku register perkara di Pengadilan Agama

(connected to the court).
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para mediator dan hakim pemeriksa
perkara, serta berdasarkan pada analisis perolehan data yang berkaitan melalui teori
penyelesaian sengketa yang difokuskan dalam proses mediasi yustisial, ditemukan
bahwa aktualisasi court annexed mediation di Pengadilan Agama Surabaya, Sidaorjo dan
Mojokerto, dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap persidangan (pra mediasi);

2. Tahap penetapan mediator;

3. Tahap mediasi;

4. Tahap akhir mediasi.

Berikut uraian masing-masing tahapan mediasi dalam sengketa perbankan syariah
berdasarkan praktik mediasi dan analisis yang telah dilakukan :

1. Tahap persidangan (pra mediasi)

Tahap persidangan disebut juga sebagai tahap awal mediasi. Pada tahap
persidangan awal yang dihadiri kedua belah pihak secara lengkap, yaitu Penggugat
dan Tergugat, merupakan tahapan penting yang perlu diperhatikan Majelis Hakim
pemeriksa perkara, guna memberikan penjelasan kepada para pihak tentang
kewajiban mediasi. Dengan kata lain Majelis Hakim Pemeriksa sengketa
perbankan syariah ini memberikan arahan dan penjelasan kepada para pihak
bersengketa akan pentingnya dan manfaat mengikuti proses court annexed
mediation, serta kewajiban para pihak bersengketa untuk mengikuti proses

tersebut dengan iktikad baik.'!

91 Lebih lanjut, pengaturan mengenai iktikad baik ini dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 7 PERMA Nomor
1 Tahun 2016 mengatur mengenai Iktikad Baik Menempuh Mediasi. Pasal 7 ayat (1) menentukan bahwa :
“Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.” Amanat utama dalam
Pasal 7 ayat (1) ini bahwa mediasi wajib ditempuh dengan iktikad baik, namun yang berbeda dengan
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, selain para pihak, ditegaskan pula
bahwa kuasa hukum dari para pihak juga harus beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Kemudian Pasal 7
ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menjelaskan kondisi di mana salah satu / para pihak dan/atau kuasa
hukumnya dapat dikatakan beriktikad tidak baik.

- 153 -



Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan selama proses penelitian,
ditemukan bahwa naschat dan arahan Majelis Hakim pemeriksa perkara pada awal
persidangan belum dilakukan secara maksimal, hal ini terjadi disebabkan Hakim
pemeriksa perkara menganggap arahan tersebut merupakan tugas mediator saja,
sedangkan bagi hakim pemeriksa hanyalah bertugas untuk mengadili dan
menyelesaikan sengketanya.

Kurangnya komitmen dari hakim pemeriksa perkara untuk memberikan
pemahaman kewajiban dan manfaat melaksanakan mediasi dapat mempengaruhi
para pengacara untuk membujuk klien mereka dalam menempuh metode ini.
Padahal menurut analisa penulis pada tahapan awal persidangan yang di hadiri
kedua belah pihak (pra mediasi), merupakan langkah awal yang sangat penting
untuk dilakukan secara maksimal, sebab masih terbangun mindset para pihak
berperkara di Pengadian yang ada hanya menang dan kalah (win and loses), serta
menghilangkan anggapan bahwa mediasi di pengadilan merupakan pemenuhan
aspek formalitas belaka yang wajib dilewati, tanpa bisa meyakinkan pihak
bersengketa untuk menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

2. Tahapan Penetapan Mediator

Pada tahapan ini hakim pemeriksa perkara memberi kesempatan kepada
para pihak untuk berunding dalam memilih mediator yang mereka kehendaki
bersama dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hari persidangan
pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, termasuk penjelasan tentang biaya
yang mungkin timbul akibat pemilihan penggunaan mediator non hakim.

Berhubungan dengan daftar mediator,'”” Pengadilan Agama telah

menyediakan papan daftar mediator yang berisi nama mediator dan riwayat

192 Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama —nama mediator yamg ditunjuk berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.
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kerjanya, dan ditempel dalam ruangan sidang. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator yang ada di
Pengadilan Agama. Namun yang menjadi catatan penulis melalui observasi
dilapangan, dalam hal mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah, daftar
mediator yang telah ada di Pengadian Agama Surabaya, Pengadilan Agama
Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto, belum menyediakan dan memiliki
daftar mediator dengan disertai keahlian mediator sengketa di bidang ekonomi
syariah.

Menurut hemat penulis, dalam tahap ini Hakim pemeriksa perkara
memberikan penjelasan konkrit kepada para pihak tentang latar belakang dan
kualifikasi keilmuan serta hukum penyelesaian sengketa tertentu yang dimiliki
para mediator di bidang perbankan syariah, sehingga para pihak mendapatkan
gambaran yang tepat terhadap mediator yang akan dipilih serta membangun
kepercayaan para pihak bahwa mediator yang dipilihnya memenuhi kualifikasi di
bidang keilmuan dan hukum penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah.

Pelaksaanaan court annexed mediation dilakukan dalam ruangan mediasi,
tetapi dapat pula dilakukan di luar lingkungan Pengadilan Agama jika
mediatornya bukan hakim (mediator non hakim), adapun jika penunjukan
mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama, maka mediasi wajib dilaksanakan
di ruangan mediasi Pengadilan Agama. Karenanya sarana dan prasarana mediasi
Pengadilan amat diperlukan untuk menunjang keberhasilan mediasi itu sendiri. '
Seperti, Pengadilan harus menyediakan ruang mediasi/kaukus. Ruang
mediasi/kaukus merupakan hal yang krusial untuk dipersiapkam apabila mediasi

dilakukan di Pengadilan.

Lihat nomenklatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan.

195 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan
Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan), (Bandung: Alumni, 2013),. 151
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3. Pelaksanaan Mediasi

Setelah ditunjuk mediator, para pihak menghadap ke mediator untuk
melaksanakan mediasi dan tahapan ini disebut tahap proses mediasi. Dalam Proses
mediasi mediator memulai pertemuan mediasi dengan ruang lingkup yang tidak
terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, namun juga memahami secara
komprehensif mengenai substansi sengketa dan latar belakang terjadinya
sengketa.

Pada pertemuan pertama proses mediasi, mediator mengawali dengan
memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian menjelaskan tugasnya sebagai
mediator dan menjelaskan kembali kepada para pihak ketentuan penting mediasi
sengketa perbankan syariah serta tujuan dan sifat mediasi, termasuk menjelaskan
kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak bersifat memutus, serta
mengarahkan para pihak membuat aturan main mediasi yang disepakati oleh para
pihak, yaitu yang bekenaan dengan komitmen para pihak mengikuti mediasi, serta
jadwal pertemuan mediasi.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan kepada mediator non
hakim di Pengadian Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto dalam pelaksanaan
mediasi, peran mediator hanya memberikan masukan saja kepada para pihak,
sekedar berceramah yang berhubungan dengan defenisi dan manfaat mediasi,
sehingga menurut penulis jika awal mediasi hanya sekedar diisi nasehat damai dan
tanpa membangun komitmen untuk beriktikad baik dalam ikatan proses mediasi
sangat disayangkan, walau membangun komitmen awal bukan penentu
keberhasilan mediasi, namun dalam hal ini keseriusan para pihak untuk
melaksanakan mediasi dapat dilihat oleh mediator.

Selanjutnya, setelah para pihak yang bersengketa memahami dan

menyepakati aturan main mediasi, mediator memberi kesempatkan kepada para
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pihak untuk membuat dan menyerahkan resume perkara kepada mediator dan
pihak lain. Resume perkara ini berisikan ringkasan kasus posisi dan tawaran
penyelesaian atau upaya perdamaian yang diinginkan masing-masing pihak.
Selanjutnya mediator meminta para pihak menanggapi resume perkara yang
diajukan pihak lain.

Tugas mediator selanjutnya adalah melakukan inventarisir permasalahan
dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Penyusunan agenda
pembahasan dengan mendasarkan pada skala prioritas ini diperlukan, agar para
pihak bersengketa bersama mediator dapat menemukan dan menentukan pokok
sengketa yang terjadi, serta membantu peran mediator dalam memfasilitasi dan
mendorong para pihak untuk menggali kepentingan dan menentukan pilihan
penyelesaian sengketa yang terbaik bagi para pihak, dengan saling bekerja sama
dengan memaksimalkan proses renegoisasi berasaskan musyawarah mufakat.

Selanjutnya, dalam proses renegosisasi ini, mediator dapat melakukan
kaukus, dan kaukus merupakan pertemuan sepihak secara bergantian. Fungsi
kaukus dalam proses mediasi sangat penting, sebab dapat menjembatani beberapa
kepentingan dalam proses ini, yaitu :

a. Kalau ada hal-hal yang ingin diceritakan tetapi tidak di depan

lawannya.

b. Sebagai tes reality, orang yang sedang berperkara seringkah lebih
banyak menggunakan emosinya, akibatnya dalam mengambil
keputusan dia juga bersikap emosional, kalau dia melihat bahwa hasil
kesepakatannya tidak mengalahkan pihak lawannya, maka dia tidak
akan merasa puas. Untuk itu perlu dilakukan tes realitas dalam
pertemuan terpisah (kaukus), dengan menyampaikan akibat-akibat

apa saja yang akan dia alami yang dapat menimpa dirinya apabila dia
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tidak mau berdamai. Adapaun bentuk penyampaiannya lebih baik
dalam bentuk pertanyaan.

Apabila dalam proses mediasi terjadi deadlock, yaitu ketika mediator
kesulitan mengenai apa langkah seclanjutnya yang seharusnya
dilakukan, maka dengan kaukus para pihak akan lebih mudah

menceritakan segala persoalan substantif dengan bebas.

Ketika mediator mengalami deadlock dalam proses mediasi, mediator dapat

meminta bantuan mediator lain sebagai co-mediator. Co-mediator merupakan

mediator pendamping yang bertujuan agar antar mediator bisa saling membantu

untuk menghindari terjadinya deadlock dalam proses mediasi. Langkah strategis

yang perlu dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi penyelesaian sengketa

perbankan syariah adalah sebagai berikut :

a.

Mempertemukan kepentingan-kepentingan yang saling berbeda agar
mencapai titik temu pemecahan masalah persengketaan perbankan
syariah.

Membatu para pihak yang bersengketa dalam perkara perbankan
syariah untuk memahami persepsi masing-masing pihak.
Mempermudah para pihak untuk saling memberikan informasi.
Mendorong para pihak yang bersengketa di bidang perbankan syariah
untuk berdiskusi, bernegoisasi dengan suasanan sejuk dan
menjauhkan diri dari sikap emosional.

Mendorong para pihak yang bersengketa untuk mewujudkan
perdamaian dengan hasil win win solution terhadap perbedaan

kepentingan dan persepsi.
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4, Tahap akhir mediasi

Mediator dalam tahap ini berperan untuk memastikan bahwa seluruh
permasalahan telah dibahas dengan baik dan para pihak merasa bahwa proses
mediasi telah berjalan secara maksimal, jika ternyata para pihak menginginkan
diadakan mediasi lanjutan, maka dalam hal ini mediator atas keinginan para pihak
dapat memperpanjang masa mediasi dengan tambahan 30 (tiga puluh) hari kerja,
terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi tahap pertama, dengan izin dari
Hakim pemeriksa perkara, beserta alasan perpanjangan waktu mediasi.'**

Dalam tahap akhir mediasi ini, setelah proses mediasi selesai dilaksanakan,
mediator membuat laporan hasil mediasi dan kemudian menyerahkan laporan
tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Berkenaan dengan hasil akhir
proses mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, Hakim Mediator
Hakim Aripin menyampaikan, bahwa hasil akhir (goa/ setting) yang diharapkan
dalam mediasi sengketa perbankan syariah itu berbeda dengan proses mediasi
sengketa lain yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis masih mendapatkan
mediator non Hakim di Pengadilan Agama Surabaya, dalam sengketa perbankan
syariah  kesulitan dalam menentukan ouf put akhir dari mediasi di bidang
perbankan syariah, artinya kesepakatan atau “perdamaian” antara para pihak yang
bersengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama, bukanlah “rukun
kembali” atau “rujuk”, sebagaimana dalam sengketa di bidang perkawinan dengan
mencabut perkaranya. Namun lebih kepada pemenuhan prestasi dari salah satu
pihak kepada pihak lain secara tepat dan tuntas.

Mediator Hakim Kamali menambahkan bahwa kesepakatan perdamaian

dalam sengketa perbankan syariah merupakan dokumen yang memuat syarat-

194 Pasal 24, Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan
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syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketanya, dan
selanjutnya ketika kesepakatan tersebut diserahkan kepada Hakim Pemeriksa
Perkara, tugas Hakim Pemeriksa adalah membacakan ulang pointer kesepakatan
yang telah ditandatangani dan memastikan kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; dan atau merugikan
pihak ketiga serta tidak dapat diaksanakan (non eksekusi).

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan akta perdamaian yaitu : 1). Sesuai dengan kehendak para
pihak; 2) Tidak bertentangan dengan hukum; 3) Tidak merugikan pihak
ketiga.; 4) Dapat dieksekusi; dan 5) Atas dasar iktikad baik.

Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi penulis, dan dari wawancara
dengan para mediator selama penelitian, serta berdasarkan pada analisis perolehan
data yang berkaitan dengan mediasi sengketa perbankan syariah, ditemukan
bahwa aktualisasi mediasi dalam sengketa perbankan syariah yang dilakukan oleh
mediator di Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam pelasanaan mediasinya, terdapat
mediator yang kurang memperhatikan prinsip dan karakteristik penyelesaian
sengketa perbankan syariah. Sebab tanpa memperhatikan kedua unsur tersebut
proses court annexed mediation dalam sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama tidak ada bedanya dengan proses mediasi sengketa di bidang lain yang
menjadi kompetensi Pengadilan Agama, semisal mediasi dalam sengketa
perkawinan dan sengketa waris.

Penulis berpendapat bahwa perhatian Hakim dan Mediator dalam
penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah terhadap prinsip dan

karakteristik sengketa perbankan syariah, sangat diperlukan, sebab penyelesaian
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sengketa perbankan syariah memiliki paradigma yang berbeda dengan praktek
penyelesaian sengketa pada bidang lain.

Prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas
landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya.
Sehingga dalam aktivitas perbankan syariah tidak hanya kegiatan produk dan
jasanya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga meliputi
hubungan hukum yang tercipta serta akibat hukum yang timbul.'”> Adapun prinsip
penyelesaian sengketa syariah yang perlu diperhatikan meliputi prinsip :

1. Keadilan (a/ ‘adalah)

2. Menyelesaian dengan asas kekeluaragaan (a/-ukhuwah)

3. Prinsip penyelesaian masalah secara komprehensif (a/
mushawir),

4. Win win solution (al-islah);

Sedangkan paradigma yang berbeda antara praktek penyelesaian
sengketa perbankan syariah dengan sengketa di bidang lain menjelaskan
bahwa dalam perspektif sengketa perbankan syariah, proses penyelesaian
sengketa yang terjadi masih terdapat keinginan untuk tetap melanjutkan
hubungan kemitraan dalam rangka mengembangkan bisnis yang telah
berjalan. Karena itu, filosofi dasar dari transaksi akad perbankan merupakan
upaya pemenuhan konsensus bersama secara ekonomi dengan prinsip saling
ridlo dan menguntungkan (‘an taradin minkum), sebagaimana firman Allah
SWT dalam al-Qur'an Surah An Nisa’ (4) : ayat 29.

V5 183 ol o B 0,55 of 3 Yl 185 a0t BT Y LT o0 el
§yab Ges 1K 08w &) ekl 1l

195 Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentag Perbankan Syariah
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.1%

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa para pihak dalam transaksi
akad perbankan yang sesuai prinsip syariah telah memiliki ikatan hukum,
baik sebagai bankir (pemilik modal) dan nasabah (pengelola modal), harus
berusaha untuk mengutamakan aktivitas yang menguntungkan kedua pihak,
tanpa harus menampakkan apa pun yang akan merusak hubungan kemitraan
tersebut. Namun, apabila terjadi sengketa dalam aktivitasnya, maka
mekanisme penyelesaian sengketanya harus memperhatikan prinsip syariah

(in compliance with shari’ah principle).

B.  Upaya Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto dalam Meningkatkan
Keberhasilan Mediasi Sengketa Perbankan Syariah
Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya, bahwa
landasan yuridis penyelesaian perkara melalui court annexed mediation ini didasarkan
pada azas hukum acara peradilan yang dikenal adanya azas : "Pengadilan wajib

mendamaikan ke dua belah pihak™’ serta didasarkan juga pada ketentuan pasal 154 R.

19 Mahmud Yunus, 7afsir Qur’an Karim : Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, Cet. XXVIII
1990), 112

97Abdul Ghafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
(Sejarah, kedudukan, dan Kewenangan), (Yogyakarta : UIIl Press, 2007), 61-62. Asas “Pengadilan wajib
mendamaikan kedua belah pihak’, menunjukkan bahwa pengharusan hakim dalam mengupayakan
perdamaian pada kedua belah pihak berperkara di persidangan bersifat imperatif, artinya kelalaian hakim
mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan putusan batal demi
hukum. Lihat . Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. XII, 2012),. 239
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Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. '8

Pelaksanaan court annexed mediation jika diadopsi dalam upaya menyelesaian
sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, merupakan suatu upaya untuk
memperkuat lembaga peradilan dalam memberikan pemecahan masalah yang lebih bisa
diterima oleh para pihak bersengketa di bidang perbankan syariah, dengan sistem
pemecahan sangketa yang tidak formal (fJeksibel) dan berorientasi masa depan
(futuristik), serta sebagai instrumen unggul untuk mengatasi penumpukan perkara di
Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam
menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus
(adjudikatif).

Selanjutnya, berdasarkan fokus masalah yang penulis kaji dalam sub bab ini,
berdasarkan pada uraian penulis tentang keberhasilan mediasi sengketa perbankan
syariah dalam pembahasan bab sebelumnya!”, bahwa upaya Pengadilan Agama di
wilayah Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto dalam meningkatkan keberhasilan
implementasi cowurt annexed mediation sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama, penulis menemukan rumusan kongkrit sebagai berikut :

1. Sosialisasi
Walaupun konsep mediasi telah mengakar pada budaya masyarakat
Indonesia, namun pemahaman masyarakat mengenai keberadaan lembaga

mediasi di Pengadilan Agama seharusnya lebih disebar luaskan. Sosialisasi juga

198 Upaya penyempurnaan peraturan dalam mengefektifkan pelaksanaan amanat Pasal 154 R. Bg/130 HIR
telah 3 (tiga) kali mengalami revisi. Pertama kali terbit dalam bentuk Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1
Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Kemudian
SEMA tersebut disempurnakan melalui PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi
Pengadilan, dan saat ini telah terbit lagi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai revisi
atas PERMA Nomor 02 Tahun 2003 tersebut, dan teraikhir terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai
revisi dan pembaharuan atas PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

199 Pembahasan Bab III, disertasi ini pada sub bab huruf (B), Mediasi Sengketa Perbankan Syariah di
Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2014 —
2017, 102
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diperlukan untuk membentuk suatu permintaan masyarakat pelaku perbankan
syariah terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh lembaga peradilan.

Sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan juga diperlukan untuk
mendorang agar para pihak yang bersengketa merasa terlindungi serta percaya
bahwa lembaga mediasi di pengadilan ini sangat penting untuk mereka yang
berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.
Kurangnya keterlibatan dalam sosialisasi mediasi inilah banyak pihak yang tidak
siap melaksanakan kebijakan ketika Peraturan Mahkamah Agung RI tentang
mediasi ini diberlakukan.

Minimnya sosialisasi keberadaan lembaga mediasi dalam sistem peradilan
ini kepada para pencari keadilan, tentunya dapat menjadi faktor yang
menghambat pelaksanaan program mediasi di pengadilan, padahal proses
pengembangan program ini seharusnya sesuai dengan kebutuhan stakeholder
yang secara langsung terlibat dalam proses mediasi di pengadilan, seperti
advokat dan para pihak yang bersengketa. Akibatnya banyak terjadi
kesalahpahaman dan saling curiga di antara berbagai kalangan yang terlibat
dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Bentuk sosialisasi terhadap keberadaan mediasi dalam sengketa di bidang
perbankan syariah pada lembaga Pengadilan Agama ini seharusnya dilakukan
dengan membangun kerjasama dengan lembaga keuangan dan masyarakat
pemerhati perbankan serta lembaga pendidikan hukum dalam bentuk seminar
atau workshop, sehingga pemahaman masyarakat terhadap eksistensi lembaga
court annexed mediation dapat secara utuh diberikan.?*

Dengan demikian, sosialisasi sebagai upaya pemahaman program mediasi

dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa di

200 Hasan Bisri, Hakim Tinggi bagian hubungan masayarakat (humas) pada Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya, wawancara, di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 21 Juni 2018.

164 -



bidang perbankan syariah pada masyarakat dan pelaku perbankan syariah perlu
dilakukan, sebab tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang manfaat mediasi
di Pengadilan, secara otomatis akan mengurangi kesediaan para pihak untuk
bekerja sama (willingness to corporate), sehingga keberhasilan mediasi akan

sangat sulit untuk diupayakan.

2. Pengembangan skill mediator

Sikap yang seharusnya dipegang oleh seorang mediator jika ingin sukses
dalam menengahi suatu sengketa adalah dengan menunjukan atensi terhadap
persoalan para pihak, dengan memberikan waktu yang berimbang kepada para
pihak untuk menyampaikan persoalan. Mendorong para pihak untuk berpastisipasi
aktif, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan konstruktif serta terbuka pada
kritik jika ada.

Seperti diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu proses mediasi intinya
didasarkan kepada iktikad baik para pihak dan keahlian mediator dalam
bernegoisasi. Oleh karena itu sangat diperlukan tenaga-tenaga mediator yang
terlatih dan terdidik oleh lembaga sertifikasi mediator profesional.

Bagi lembaga peradilan agama di Jawa Timur, khususnya di Pengadilan
Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto,
masalah yang esensial adalah mempersiapkan sumber daya manusia untuk sistem
mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, hal ini diketehuai dari
minimnya hakim bersertifikasi mediator di wilayah Jawa Timur, termasuk pada
tiga Pengadilan Agama tersebut yang penulis teliti.

Urgensi sertifikasi bagi mediator dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas mediator. Saat ini teknik dan keterampilan mediasi dapat dipelajari setiap

orang, maka sebaiknya mediator dalam praktik mediasi dilakukan oleh mediator
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yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi. Kemampuan dan
ketrampilan mediator dapat diperoleh melalui pelatihan, kursus atau kuliah.
Sertifikasi merupakan salah satu indikator bahwa pemiliknya telah memiliki
kemampuan dan keterampilan sebagai mediator.

Dalam praktik di lapangan, urgensi pelatihan mediator ini menjadi lebih
signifikan ketika menyadari potensi-potensi negatif yang ditimbulkan dalam
mediasi yang dilakukan oleh mediator yang tidak terlatih, yaitu : Pertama,
cenderung kurang mengetahui bilamana mediasi diperlukan dan perlu dilanjutkan.
Kedua, cenderung menekan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, gagal
untuk mempertanyakan klausula-klausula yang tidak dapat dilaksanakan dalam
hal para pihak mencapai kesepakatan. Keempat, tidak berhasil memahami
kebutuhan para pihak. Kelima, kurang memiliki teknik dan atau model untuk
menangani masalah ketidakseimbangan kekuatan dan emosi yang berlebihan, atau
lainnya.?"!

Berdasarkan observasi penulis terhadap perolehan data di lapangan, dan
hasil wawancara dengan hakim dan mediator, bahwa sk7// dan latar belakang
keilmuan mediator dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah,
menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan, sebab pada daftar list
mediator non hakim di tiga Pengadilan Agama yang diteliti, rata-rata bersertifikat
mediator yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Perselisihan Perkawinan dan
Perceraian (BP4) Pusat yang memiliki fungsi tugas pada penyelesaian sengketa
khusus di bidang perkawinan, tidak mencakup pada perkara sengketa di bidang
ekonomi syariah. Sehingga dalam hal ini urgensi sertifikasi bagi mediator di
Pengadilan Agama baik hakim maupun non hakim agar memiliki s&7// mediasi dan

keahlian khusus dalam sengketa di bidang ekonomi syariah.

201 Mohammad Noor, “Mediator Hakim masih Jadi Tulang Punggung Mediasi di Pengadilan”, dalam
Majalah Peradilan Agama, edisi 12, Agustus 2017, 80-81
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Untuk mensiasati minimnya mediator hakim bersertifikat di Pengadilan
Agama tersebut, perlu kiranya dilakukan suatu diklat dan pelatihan khusus oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, atau minimal dilakukan diklat internal di
tempat kerja (DDTK) oleh mediator yang telah bersertifikat dan memiliki
pengetahuan tentang aktivitas hukum perbankan syariah untuk mentransformasi
skill dan pengetahuan kepada mediator hakim lain yang belum pernah mengikuti
sertifikasi mediator.

3. Pemberdayaan mediasi secara instistusional

Keberadaan lembaga mediasi di Pengadilan Agama perlu didorong untuk
tetap terus berkembang serta diupayakan untuk dapat sesuai dengan karkteristik
sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, baik dalam masalah
sengketa di bidang perkawinan, sengketa waris dan atau sengketa di bidang
perbankan syariah.

Dalam penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah di Pengadilan
Agama, perlu dikembangkan lembaga mediasi yang memiliki kekhususan di
bidang sengketa perbankan syariah, yang didukung oleh seperangkat aturan
petunjuk pelaksanaan dan teknis mediasi peradilan, serta sumber daya lainnya
yang mendukung pelaksanaan mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama.

Dalam pengamanatan penulis, oleh karena sengketa di bidang perbankan
syariah merupakan kompetensi absolut peradilan agama, maka sistem court
annexed mediation dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan
Agama secara institusional perlu dilakukan, sehingga mindset para pihak, yang
menganggap bahwa proses mediasi di Pengadilan hanyalah formalitas belaka yang

wajib dilewat dapat dihilangkan, dan efektifitas penggunaan lembaga court
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annexed mediation dalam sengketa perbankan syariah dapat memberikan andil
yang positif terhadap penyelesaian sengketa secara win win solution.
4, Memaksimalkan peran Hakim

Dalam rangka implementasi Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur
mediasi di Pengadilan, peran hakim, baik sebagai pemutus perkara maupun hakim
yang bertindak sebagai mediator sangat menentukan. Hakim sebagai pemutus
perkara diharapkan untuk benar-benar mewajibkan para pihak untuk menempuh
prosedur mediasi dengan iktikad baik sebelum mulai persidangan. Peran hakim
sebagai pemutus perkara juga sangat diperlukan dalam memberikan nasehat serta
arahan dan motivasi bagi para pihak yang berperkara untuk mengambil langkah
penyelesaian sengketa melalui perdamai.?*

Dalam proses mediasi di Pengadilan, hakim adalah aktor utama (tulang
punggung) dalam memediasi sengketa. Peran hakim sebagai mediator dilakukan
sebelum proses pemeriksaan perkara dimana hakim yang ditunjuk mendamaikan
para pihak dalam proses mediasi dengan melepas “bajunya” sebagai hakim
pemutus perkara menjadi mediator hakim.?”

Dengan demikian, peran hakim yang ditunjuk sebagai mediator diharapkan
dapat menjalankan fungsinya sebagai pihak yang netral, dengan mendorong para
pihak untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian dalam mengambil langkah
selanjutnya. Memang tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan berhasil

dimediasi, dikarenakan kesepakatan para pihak untuk berdamai atau tidak

202 Arahan atau penjelasan yang perlu diberikan oleh hakim pemeriksa perkara saat sidang pertama yang
dihadiri para pihak yang bersengketa didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
108/KMA.SK.VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana disebutkan dalam, Pasal 17 ayat 6 dan 7 PERMA
No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penjelasan yang dimaksud yaitu meliputi : a)
Pengertian dan manfaat mediasi; b) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi,
berikut akibat hukum atas prilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi; c) Biaya yang mungkin
timbul akibat penggunaan Mediator non hakim atau bukan pegawai; d) pilihan menindak lanjuti
Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; e) kewajiban Para Pihak untuk
menandatangani formulir penjelasan mediasi.

203 Mohammad Noor, “Mediator Hakim masih Jadi Tulang Punggung Mediasi di Pengadilan” ... 80-81
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berdamai itu merupakan hak dari para pihak, dan peran hakim sebagai mediator
tidak mempunyai wewenang untuk memaksa para pihak agar berdamai.

Untuk melihat bagaimana peran hakim sebagai mediator dalam peningkatan
keberhasilan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, akan
penulis uraikan tersendiri dalam sub bab berikutnya.

5. Memaksimalkan peran penasehat hukum (advokat)

Peran kuasa hukum sangat penting dalam mendukung keberhasilan program
mediasi. Kuasa hukum seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif
penyelesaian sengketa melalui mediasi yang terintegrasi dalam sistem peradilan,
kepada kliennya. Dukungan penasehat hukum di beberapa negara lain terhadap
keberadaan mediasi sangat berpengaruh pada kesuksesan program mediasi.
Bahkan banyak pengacara yang berubah profesinya menjadi mediator, sehingga
peran pengacara selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian
sengketa melalui mediasi cukup menentukan.?%

Dalam hal keterlibatan penasehat hukum, jika pihak kuasa memiliki
pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi syariah, tentu akan membantu
proses renegoisasi mediasi dalam mencari dan menentukan solusi. Namun yang
terjadi justru terkadang mind set kuasa hukum belum terbangun dengan baik,
sehingga menyamakan proses mediasi dengan proses litigasi yang berorientasi
pada menang dan kalah (lose and win), sehingga keterlibatan penasihat hukum
dalam proses mediasi tidak membantu dalam proses perdamaian, namun justru
menjadi salah satu bagian penghambat tercapainya kesepakatan dalam mediasi.?*

Fakta bahwa keberadaan advokat terkadang menjadi penghambat

pelaksanaan mediasi di pengadilan tidaklah mengherankan, sebab mayoritas

204Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatit Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT. Telaga Ilmu
Indonesia, Ed. Pertama, Cet. I, 2009), 176
205 Thid., 178
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pengacara masih mengenakan uang jasa sesuai lamanya waktu mendampingi klien
mereka. Proses mediasi yang lebih singkat daripada persidangaan tentu akan
membuat uang jasa yang diterima menjadi berkurang. Dimungkinkan terjadi
diantara para advokat yang malah menghambat keberlangsungan proses mediasi,
dengan membujuk kliennya bahwa ia mempunyai kemungkinan menang yang
lebih besar di persidangan.?%

Padahal dengan mendukung program mediasi ini advokat tidak hanya
membantu klien, namun juga mendapat kepercayaan yang secara otomatis
membuat klien terus menggunakan jasa advokat tersebut. Bahkan klien juga
mungkin akan mempromosikan jasa advokat tersebut kepada orang lain. Advokat
juga bisa menggunakan sistem pengenaan jasa pendampingan yang tidak
tergantung pada durasi waktu, sehingga advokat bisa segera menangani kasus dari
klien yang lain hingga bisa terus mengembangkan jaringan. Belum banyak
advokat di Indonesia yang berpikiran progresif mendukung mediasi di pengadilan.
Banyak advokat juga yang memanfaatkan proses mediasi untuk mengulur waktu
atau untuk mendapatkan informasi yang berguna untuk menguatkan perkara
mereka apabila dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara.?”’

Dengan demikian, sebagaimana diuraikan di atas, perlu adanya upaya dari
pengadilan untuk melibatkan advokat dalam mengembangkan program mediasi
ini, dan juga bagi Hakim pemeriksa perkara untuk mendorong para advokat untuk
bekerja sama dalam proses mediasi ini, dengan memberikan penjelasan kepada
kliennya pentingnya mediasi dan berusaha menghadirkan kliennya secara langsung

dalam proses mediasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan

206 Fatahilah A. Syukur, Mediasi Yudisial ..., 82
207 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2010),50
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melakukan negosisasi yang berorintasi pada kesepakatan antara para pihak

bersengketa secara langsung.?%

6. Membuka kesempatan yang seluas luasnya untuk proses mediasi

Secara naluri manusia dapat berubah, dimungkinkan dalam proses mediasi
terjadi kegagalan, dan pada waktu perkara diperiksa oleh Majelis Hakim, para
pihak yang berperkara mohon supaya diberikan lagi kesempatan untuk
menggunakan lembaga mediasi di pengadilan sebelum perkara diputuskan.

Pemberian kesempatan kepada para pihak dalam mengupayakan mediasi
lanjutan, merupakan kesempatan yang dapat dibenarkan dan dimungkinkan dalam
Peraturan Mahkamah Agung RI tentang mediasi di Pengadilan, yaitu atas
keinginan para pihak dan dengan izin Hakim pemeriksa perkara dapat mencabut
perkara dengan dalil kesepakatan diluar sidang dan atau memperpanjang masa
mediasi dengan tambahan 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu mediasi tahap pertama.>”

Peluang untuk mengupayakan mediasi ini tetap terbuka walau perkara telah
putus pada tingkat pertama, hal ini ditegaskan dalam ketentuan PERMA prosedur
mediasi di Pengadilan bahwa mediasi masih tetap dapat dilaksanakan atas
perkara-perkara yang ada pada tingkat banding, kasasi, dan bahkan PK
(peninjauan kembali).?!® Bahkan upaya perdamaian ini tetap terbuka terhadap

upaya perdamaian yang terjadi di luar proses persidangan (out of court). Semisal

208 Pasal 18, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjelaskan bahwa
Kuasa Hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajiban dalam proses mediasi, adapun
kewajiban yang dimaksud meliputi : a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara akan kewajiban
mediasi; b. Mendorong Para Pihak berperan lansung aktif secara aktif dalam proses mediasi; c. Membantu
para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses
mediasi; d. Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan usulan Kesepakatan Perdamaian dalam hal Para
Pihak mencapai kesepakatan; e. Menjelaskan kepada para pihak terkait kewajiban Kuasa Hukum. (vide pasal
18 ayat 2)

209 Pasal 24, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

210 Hal ini telah dimungkinkan dalam Pasal 3 angka (6), (7) dan (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi masih tetap dapat dilaksanakan atas perkara-perkara yang ada pada
tingkat banding, maupun tingkat kasasi, dengan pemberitahuan melalui putusan sela pada tingkat pertama.
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pada perkara eckonomi syariah di Pengadilan Agama Surabaya Nomor
5605/Pdt.G/2016/PA Sby, dan perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama
Sidoarjo Nomor 0695/Pdt.G/2014/PA.Sda dan Nomor 0824/Pdt.G/2017/PA.Sda,
yang diselesaikan dalam persidangan atas dasar permohonan pencabutan dari Para
Penggugat sebab telah terjadi kesepakatan di luar proses mediasi dan persidangan.
Dengan demikian, berdasarkan hasil observasi penulis, dan dari wawancara
dengan para mediator selama penelitian, serta berdasarkan pada analisis perolehan data
yang berkaitan dengan mediasi sengketa perbankan syariah, ditemukan bahwa upaya
yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan
Pengadilan Agama Mojokerto dalam peningkatan keberhasilan mediasi sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama adalah dengan : Sosialisasi sistem court
annexed mediation pada Pengadilan Agama; Pengembangan ski// mediator;
Instistusional, Memaksimal peran Hakim dan Kuasa Hukum; Serta membuka
kesempatan yang luas untuk proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan
syariah, baik dalam proses persidangan lanjutan (i side the court) maupun di luar proses
persidangan (out side the court).
C. Model Court Annexed Mediation yang Sesuai dalam Penyelesaian Sengketa
Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

Perlu penulis tegaskan kembali, bahwa penyelesaian sengketa di bidang
perbankan syariah memerlukan penyelesaian secara cepat, sederhana, dan biaya
ringan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat (/legally enforceable) yang
salah satu melalui mediasi dalam sistem peradilan yang selanjutnya disebut court
annexed mediation, sehingga dalam hal inilah diperlukan adanya model mediasi
di Pengadilan Agama, yang tepat dan aplikatif dalam penyelesaian sengketa,

khususnya di bidang perbankan syariah.
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Pemilahan model mediasi, secara praktis dimaksudkan agar mediator dapat
menemukan pemecahan masalah dengan baik, hal ini juga dimaksudkan untuk
menemukan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam perspektif mediator.
Model mediasi dalam perspektif ini mengarahkan peran mediator pada tujuan
untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah dan kemudian
mengidentifikasi penyelesaian sengketa (problem solving) secara tepat dan dapat
diterima bersama.?!!

Munculnya ragam model mediasi pada dasarnya merupakan upaya untuk
mencari cara solutif secara kreatif (7/nterest base) berdasarkan kompromi yang
merupakan intisari dari ragam sengketa yang terjadi, baik dari segi situasi
kondisi jenis sengketa, para pihak, pihak ketiga yang menengahi, dan strategi
yang dipilih. Karena itu, kelebihan dan kekurangan suatu metode penyelesaian
sengketa tidak bisa ditetapkan secara kaku ketika situasi dan kondisi yang juga
berubah.?!?

Berdasakan fakta yang telah penulis temukan, dengan teori model mediasi
Lourence Boulle, dan memperhatikan pelaksanaan cowrt annexed mediation yang
dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan
Agama Mojokerto sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di bidang perbankan
syariah, dalam praktiknya mediasi yang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) model mediasi,
yaitu dengan pendekatan model penyelesaian (seftlement mediation approach), model
fasilitatif (facilitative mediation approach), dan model evaluatif (evaluative mediation

approach), dapat penulis uraikan sebagai berikut :

211 T Made Widyana, Alternatif Penyelesain Sengketa dan Arbitrase, (Fikahati Aneska, 2014), 118
212 Fatahilah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia : Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem
Peradilan, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), 15.
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Pelaksanaan court annexed mediation yang dilakukan oleh mediator non Hakim di
Pengadilan Agama Surabaya, lebih pada model mediasi penyelesaian (sett/ement
mediation), hal ini terlihat dari peran mediator yang memfokuskan pada mencari titik
tengah posisi para pihak, sechingga peran mediator dalam hal ini lebih terbatas pada
pelaksanaan prosedur mediasi dengan perundingan posisional, sehingga mediator hanya
bertugas mengarahkan para pihak untuk menemukan sendiri penyelesaian sengketa, dan
jika para pihak tidak mampu menemukan, mediator akan menyatakan mediasi gagal.

Demikian pula praktek mediasi sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama
Sidoarjo, oleh mediator non Hakim dengan model mediasi penyelesaian (seftlement
mediation), dengan memfokuskan penyelesaian sengketa pada bagaimana bank syariah
(Tergugat) menyerahkan kembali obyek jaminan yang telah di lelang oleh pihak bank
melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) kepada nasabah (Penggugat). terlebih adanya
pihak lain yang terlibat dalam peralihan obyek sengketa ini, namun tidak masuk dalam
para pihak, yaitu kantor lelang (KPKNL) dan pihak pemenang lelang, sehingga
penyelesaian mediasinya harus dilakukan secara bertingkat, yaitu antara nasabah dengan
bank syariah, bank syariah dengan kantor lelang, dan kantor lelang dengan pemenang
lelang.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa praktik mediasi dengan model penyelesaian
(settlement mediation), memfokuskan pada penyelesaian sengketa, bukan terfokus pada
kepentingan para pihak, sehingga apabila terdapat kesepakatan dengan model mediasi
ini, dimungkinkan para pihak akan merasa tidak memilki hasil kesepakatan tersebut, dan
bila diterapkan dalam praktik mediasi sengketa perbankan syariah, akan melahirkan
penyelesaian sengketa yang tidak tuntas dan atau sulit diimplementasikan.

Model mediasi sengketa perbankan syariah yang dilakukan oleh mediator Hakim
di Pengadilan Agama Surabaya, praktik mediasi yang dilakukan dengan pendekatan

model mediasi fasilitatif (facilitative mediation approach). Penyematan model mediasi
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fasilitatif yang dilakukan oleh mediator Hakim di Pengadilan Agama Surabaya, terlihat
dari upaya mediator sejak awal pertemuan dalam memberikan gambaran teknis tentang
bagaiaman proses mediasi yang dilakukan, dengan mengarahkan komunikasi para pihak
yang bersengketa secara baik kepada opsi alternatif sebagai pilihan penyelesaian
sengketa. Namun bila memperhatikan proses mediasi yang dilakukan ternyata peran
mediator dalam hal ini lemah, sebab mediator hanya mengarahkan pada ragam pilihan
penyelesaian sengketanya, selebihnya diserahkan kepada para pihak secara kreatif guna
memenuhi kepentingannya secara adil.

Selanjutnya di Pengadilan Agama Mojokerto, proses mediasi sengketa perbankan
syariah dengan Mediator Hakim Aripin. Para pihak bersengketa pada kedua perkara
tersebut, juga melibatkan banyak pihak, yaitu dari nasabah sebagai Penggugat, melawan
bank syariah, KPKNL dan pemenang lelang, termasuk pula dari pihak kantor pertanahan
(BPN), sebab obyek jaminan milik Penggugat sudah dalam proses pengalihan nama
kepemilikan. Proses mediasi dalam perkara ini tidak klimaks, sebab dari pernyataan
mediator terdapat pihak kunci yang menguasai obyek sengketa (pemenang lelang), tidak
turut hadir dalam proses mediasi, sehingga mediator nyatakan mediasi deadlock atau
gagal mencapai kesepakatan

Mediator dalam hal ini telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak
untuk menanggapi pokok sengketa dan menawarkan solusi penyelesaian yang sesuai
dengan hak dan kepentingan masing-masing, dan peran mediator cukup jelas dalam
mengarahkan pilihan opsi yang sesuai kepantingan para pihak, sehingga upaya kreatif
para pihak untuk memenuhi kepentingannya menjadi terbatasi.

Berdasarkan uraian di atas, dalam analisa penulis, model mediasi fasilitatif
merupakan mediasi yang terfokus pada kepentingan para pihak, dan bukan sekedar hal
yang disengketakan. Model mediasi ini dalam pandangan penulis cukup efektif dalam

proses mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebab mediasi dengan
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mendasarkan pada kepentingan para pihak (interest based mediation) akan memberikan
keleluasaan bagi para pihak bersengketa dan mediator dalam menentukan point
kesepakatan guna menyelesaikan hal yang dipersengketakan secara damai, walaupun
untuk itu harus memakan waktu mediasi yang panjang. Padahal dalam sistem court
annexed mediation terdapat batas waktu yang harus dipatuhi oleh mediator, karenanya
akan sulit diterapkan.?!?

Selanjutnya, dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mojokerto dalam
sengketa perbankan syariah dengan skim musharakah nomor 1006/Pdt.G/2017/PA. Mr.,
oleh mediator hakim Kamali dengan ditanda tanganinya kesepakatan penyelesaian
sengketa yang selanjutnya diputuskan dalam persidangan dengan akta perdamaian.

Proses mediasi dalam sengketa di atas, dilakukan dengan model mediasi evaluatif,
berdasarkan fakta dilapangan dan observasi mendalam yang penulis lakukan dan dengan
mendasarkan pada teori model mediasi dan karakteristik penyelesaian sengketa
perbankan syariah, ditemukan bahwa Hakim Mediator dalam perkara ini telah berusaha
maksimal dalam menemukan kesepakatan yang diperlukan, yaitu dengan mengupayakan
negoisasi nominal prestasi yang menjadi kewajiban nasabah sebagai akibat cidera janji
(wanprestasi) yang dilakukannya. Nominal prestasi tersebut, ditentukan oleh mediator
setelah mendengar pemaparan para pihak, dan mempertimbangkan asas kepatutan serta
iktikad baik dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan masalah melalui forum
mediasi yang dilakukan.

Satu hal yang menarik, berdasarkan pengamatan penulis yang secara langsung

mendampingi Hakim mediator dalam proses mediasi ini, Hakim Mediator Kamali, juga

213 Pasal 24 ayat (2) dan (3) dan Pasal 32 ayat 1 huruf (a), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Yang megaskan bahwa “Pasal 24 Ayat (2), Proses Mediasi berlangsung paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Dan ayat (3) atas dasar
kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Demikian pula kewajiban mediator
melaporkan proses mediasi dalam Pasal 32 ayat (1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil
mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal
huruf (a). Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
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memberi kesempatan kepada para pihak, dengan memfasilitasi para pihak serta
mendorongnya untuk secara kreatif menentukan kemampuannya secara adil, dengan
tetap menjaga komunikasi diantara keduanya dalam bermusyawarah dengan tanpa
mengabaikan kepentingan masing-masing pihak hingga akhirnya menghasilkan
kesepakatan yang penyelesaian sengketa dan dikukuhkan melalui akta perdamaian.

Berdasarkan fakta yang penulis uraikan di atas, serta pengamatan yang penulis
lakukan sebagai co mediator dalam mendampingi mediator Hakim Kamali, bahwa model
mediasi yang diterapkan oleh mediator hakim Kamali, adalah dengan memadukan model
mediasi evaluatif dan fasilitatif (evaluative - facilitative mediation approach) hal ini
penulis dasarkan dari peran mediator yang tidak hanya memposisikan diri sebagai
fasilitator dalam proses mediasi, namun juga mampu mengarahkan opsi penyelesaian
sengketa dengan skill dan keilmuan di bidang perbankan syariah.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di
Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pengadilan Agama
Mojokerto pada tahun 2014 hingga 2017, melalui teori model mediasi yang penulis
gunakan dan dengan memperhatikan karakteristik sengketa perbankan syariah, dapat
ditarik kesimpulan bahwa penentuan model court annexed mediation dalam penyelesaian
sengketa di bidang perbankan syariah ternyata memiliki peran penting dalam penentuan
langkah keberhasilan mediasi.

Penulis berpandangan bahwa pendekatan dalam model mediasi yang lebih sesuai
dengan sistem court annexed mediaton dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah
di Pengadilan Agama adalah dengan pendekatan evaluatif. Namun pelaksanaan mediasi
dengan model pendekatan evaluatif ini harus lebih hati-hati agar mediator hakim dalam
tidak terjebak untuk menggunakan proses ajudikatif. Karena itu pendekatan evaluatif
juga sebaiknya juga dikombinasikan dengan pendekatan model mediasi fasilitatif yang

meletakkan kekuasaan pemilihan alternatif penyelesaian kepada pilihan para pihak.
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Dalam pelaksanaannya, kombinasi dua model mediasi ini harus fleksibel disesuaikan
dengan pokok sengketa yang terjadi serta memperhatikan pendapat para pihak yang
berkepentingan untuk menentukan arah dan kesepakatan yang dihasilkan dari proses
mediasi.

Proses court annexed mediation dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama, tidak hanya didasarkan pada persoalan mau atau tidaknya para pihak
untuk menyelesaikan sengketanya secara damai saja, namun ada beberapa hal lain yang
perlu untuk diperhatikan oleh mediator dalam memberikan pilihan penyelesaian serta
upaya terbaik dan aplikatif untuk memenuhi kewajiban prestasi dan sebagai upaya untuk
mengakhiri sengketa yang terjadi, serta sebagai upaya mempertahankan hubungan
kemitraan dalam perdamaian dan persaudaraan. Sehingga untuk merealisasikan upaya
tersebut membutuhkan teknik serta model mediasi penyelesaian sengketa yang tepat, di
samping ski// dan keilmuan mediator di bidang perbankan syariah.

Berdasarkan hukum acara perdata, sebenarnya hanya hakim?'* yang diamanatkan
untuk menjadi mediator di Pengadilan, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 130 HIR /
Pasal 154 R.Bg, bahwa kewajiban melakukan mediasi melekat pada diri seorang hakim,
di samping peranannya sebagai ajudikator yang menyelesaikan perkara secara litigasi.
Akibatnya, hakim dalam proses mediasi dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator,
meskipun tidak memiliki sertifikat mediator.

Meskipun demikian, mediator hakim pun tetap harus menempuh sertifikat
mediator sebagaimana layaknya mediator pada umumnya. Berdasarkan sebuah laporan
bertajuk Report 67 (1991) “Training and Accreditation of Mediators yang dibuat oleh
NSW Law Reform Commission”, disebutkan bahwa pelatihan merupakan sarana yang

paling efektif bagi seorang praktisi untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan

214 Hakim dalam hal ini adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah
bersertifikasi hakim ekonomi syariah. lihat Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim
Ekonomi Syariah
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untuk melaksanakan mediasi. Selain itu, pelatihan memiliki peranan penting untuk
membangun kredibilitas pelaksanaan mediasi.’!®
Keahlian hakim mediator di bidang sengketa perbankan syariah, juga perlu
memperhatikan ketentuan sertifikasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5
Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Sehingga hakim mediator di
Pengadian Agama memiliki kualifikasi penyelesaian sengketa di bidang ekonomi
syariah, termasuk perbankan syariah, sebagaimana kualifikasi majelis hakim khusus
dalam sengketa di bidang ekonomi syariah. yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Dalam banyak hal, eksistensi hakim sebagai mediator dipersepsikan memiliki nilai
lebih dibandingkan mediator bukan hakim (non hakim), menurut Louise Otis dan Eric H.
Reiter, kelebihan itu terletak pada dua hal, yakni persepsi para pihak terhadap profesi
hakim dan pada keahlian yang dimiliki oleh hakim. **¢

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan, terdapat

beberapa pertimbangan mengapa peran mediator dalam proses court annexed mediation
dalam sengketa perbankan syariah, seharusnya dilakukan oleh hakim, yaitu :

1. Dari segi biaya, dengan memilih mediator Hakim, para pihak tidak perlu
lagi membayar biaya tambahan, berbeda jika melalui mediator non hakim
yang dapat dikenakan biaya (jasa) tambahan.*’

2. Dari segi subyektifitas, Hakim dianggap memiliki pengalaman dan
pengetahuan luas, karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.

3. Dari segi independen dan otoritas serta integitas yang dimiliki hakim,

hakim dianggap lebih berwibawa.

215 Muhammad Noor, Mediator Hakim..., 80

216 Louise Otis and Eric H. Reiter, Mediation by Judges: A New Phenomenon in the Transformation of
Justice, 6 Pepp. Disp. Resol. L.J. Iss. 3 (2006), 66-69

217 Pasal 8 ayat 1. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
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4, Dari segi waktu, menjadi lebih efisien karena hakim dianggap sudah
mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan.

5. Hakim dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian mengenai substansi
perkara, sehingga akan mempermudah membangun opsi yang sesuai dengan
tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian sengketa.

Hakim mediator dapat berasal dari majelis hakim pemeriksa perkara, atau hakim

di luar majelis yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Namun
untuk menjaga netralitas dan imparsialitas mediator, maka lebih baik hakim yang
ditunjuk menjadi mediator adalah hakim yang bukan hakim pemeriksa perkara.?'®

Dengan demikian, berdasarkan pada harapan yang ingin diwujudkan dalam

penelitian ini, bahwa implementasi court annexed mediation sengketa perbankan syariah
dengan model mediasi evaluatif-fasilitatif yang dilaksanakan oleh mediator hakim yang
memiliki keahlian (experties) di bidang perbankan syariah dan hukum penyelesaian
sengketanya pada Pengadilan Agama di Surabaya, Sidaorjo dan Mojokerto, akan
memunculkan wajah baru proses mediasi yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel, serta
semakin membuka peluang penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik
sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah yang informal dan menuju masa depan

(futuristik), serta sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

219

218 Fatahillah A. Syakur, Mediasi Yudisial di Indonesia : Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem
Peradilan, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012), 24. Lihat pula Pasal 3 ayat 5 PERMA Nomor 1 tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

219 Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sebagaiaman dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutya diuraikan lagi dalam penjelasannya bahwa peradilan harus
memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan cepat, tepat, adil dan biaya
ringan, tidak diperlukan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud “sederhana”
adalah pemerilsaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau
prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Peradilan “cepat”
maksudnya adalah menyangkut masalah jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara
persidangan berlangsung dengan waktu yang pantas, artinya bahwa Hakim menjaga agar tidak terjadi
keterlambatan yang tidak pantas atas pelaksanaa prosedur atas permintaan para pihak atau atas dasar
jabatannya, schingga hakim dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat prosedur ini.
Sedangkan “Biaya ringan” maksudnya adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul
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oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan
ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Lihat, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1988), 54. Lihat juga M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan
Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Pustaka Kartini, Cet. IV, 1993). 54-57.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh proses penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Aktualisasi court-annexed mediation dalam penyelesaian sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama
Sidoarjo dan Pengadilan Agama Mojokerto, telah dilakukan dengan
maksimal dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun belum memperhatikan
karakteristik dan prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Tingkat keberhasilan mediasi dalam sengketa perbankan syariah di
Pengadilan Agama Surabaya, Sidoarjo dan Mojokerto, masih sangat rendah
dan cenderung kurang optimal, karenanya upaya yang diperlukan untuk
meningkatkan keberhasilan court annexed mediation sengketa di bidang
perbankan syariah adalah langkah sebagai berikut : a). Sosialisasi; b)
Pengembangan sk7// mediator; c) Pemberdayaan mediasi secara
instistusional; d) Memaksimal peran Hakim; e) Memaksimal peran
penasehat hukum; dan f) Membuka kesempatan yang luas untuk proses
mediasi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Model court annexed mediation yang sesuai dengan karakteristik sengketa
perbankan syariah di Pengadilan Agama adalah dengan pendekatan model
mediasi evaluatif-fasilitatif (evaluative-fasilitative approach), secara
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berimbang dan fleksibel sesuaikan dengan pokok sengketa yang terjadi
serta memperhatikan pendapat para pihak yang berkepentingan untuk
menentukan arah dan kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi.
Sehingga dengan mengkombinasikan model mediasi tersebut proses court
annexed mediation di Pengadilan Agama dapat menghasilkan kesepakatan
yang sesuai dengan karakteristik sengketa perbankan syariah yang
membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat dengan biaya ringan,
dengan sistem sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah yang
informal dan menuju masa depan (futuristik).
B. Implikasi Teoretik
Temuan dalam disertasi ini menambah teori dalam model mediasi
penyelesaian sengketa khusus di bidang perbankan syariah pada Pengadilan
Agama wilayah Jawa Timur. Temuan ini berbeda dan memiliki spesifikasi
dibanding teori model mediasi Lourence Boulle yang mengatakan model mediasi
penyelesaian sengketa secara umum menggunakan pendekatan model mediasi
penyelesaian (settlement), model mediasi fasilitatif (fasilitative), model mediasi
transformative, dan model mediasi evaluatif (evaluative), sehingga teori
Laurance Boulle tidak dapat secara tepat dan efektif untuk diterapkan dalam
proses court annexed mediation sengketa di bidang perbankan syariah pada

Pengadilan Agama.

C. Rekomendasi
Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan, adalah sebagai berikut :
1. Perlunya dilakukan sosialisasi hukum seputar —mekanisme

penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, tidak
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hanya sebatas pada sosialisasi regulasi yang terkait penyelesaian
sengketa, namun juga sosialiasi terkait tata cara penyelesaian
sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, pada segenap
segenap masyarakat ekonomi syariah, khusus nya di wilayah Jawa
Timur.

Mahkamah Agung memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan
court annexed mediation di Indonesia, karena ditangan Mahkamah
Agunglah court annexed mediation ini nantinya akan dibawa kemana.
Sehingga diperlukan adanya upaya kreatif dalam peningkatan dan
pengembangan mediasi di Pengadilan, khusunya sertifikasi bagi para
hakim Pengadilan Agama dalam mediasi, serta sertifikasi bidang
keahlian bagi hakim Pengadilan Agama di bidang Sengketa Ekonomi
Syariah.

Perlu adanya rumusan dalam bentuk regulasi peraturan hukum dalam
hal pemberdayaan institusi mediasi di Pengadilan Agama yang
khusus menjelaskan petunjuk teknis dan prosedur serta tahapan
mediasi sengketa ekonomi syariah, sehingga Pengadilan Agama
memiliki aturan tersendiri dalam penyelesaian sengketa di bidang
ekonomi syariah melalui mediasi yudisial.

Perlunya peningkatan ski// mediator melalui pelatihan-pelatihan
mediasi yang lengkap dan aplikatif oleh Mahkamah Agung, minimal
pelatihan yang dilakukan dalam lingkup Pengadilan Tingkat Banding,

dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
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5. Perlunya dirumuskan dari para stakeholder di Mahkamah Agung
tentang petunjuk teknis, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) maupun Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) dalam
hal kualifiaksi mediator khusus sengketa di bidang ekonomi syariah,
hingga nantinya setiap Pengadilan Agama memiliki mediator yang
bersertifikasi khusus dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi
syariah, sebagimana adanya Majelis Hakim khusus sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Agama.
D. Keterbatasan Penelitian
Setiap penelitian mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Keterbatasan
yang terjadi karena penelitian yang telah penulis lakukan ini belum dapat
menjawab keseluruhan identifikasi masalah yang penulis uraikan dalam bab satu,
hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kesempatan yang penulis
miliki dalam mengembangkan penelitian ini, serta keluasan aspek perbankan
syariah yang terus berkembang secara dinamis dan konstruktif. Tidak menutup
kemungkinan, setelah penelitian ini dilakukan, akan terjadi perkembangan dan
inovasi baru dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang perbankan
syariah pada Pengadilan Agama. Namun, paling tidak penelitian ini telah berhasil
mengeksplorasikan secara komprehensif dan menemukan jawaban atas tiga

masalah pokok yang ada dalam rumusan masalah kajian disertasi ini.
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